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ABSTRAK

Nama . Y uanita Ika Putri
Program Studi  : Magister Kenotariatan
Judul : TINJAUAN YURIDISMENGENAI PELANGGARAN

JABATAN NOTARIS DALAM PENERBITAN AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (STUDI
KASUS: PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT
NOTARISNOMOR«02/B/MJ.PPN/VI11/2010)

Notaris merupakan/ pgabat umum yang memiliki - wewenang. membuat akta
otentik. Pembuatan akta otentik tidak hanya didasarkan karena adanya keinginan
para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undang-
undangiSalah satu undang-undang yang mengharuskan perbuatan hukum dibuat
dalam akta netaris adalah, Undang-undang No...40..Tahun..2007 mengenai
Perseroan Terbatas. Bentuk “akta Notaris yang diharuskan UUPT adalah Akta
Pernyataan Keputusan'Rapat dan Berita Acara RUPS.Notari S dalam menjalankan
wewenangnya diberi sejumlah . kewajiban /dan larangan-larangan yang diatur
dalam “Undang:undang .Jabatan Notaris.Namun dalam, praktek »sering dijumpai
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik disengaa maupun
tidak. Dalam putusan MPPN No:02/B/M|.PPN/VI1I1/2010 terjadi pembuatan akta
pernyataanskeputusan rapat dan Berita Acara RUPS-LB dengan,nomor’ dan
tanggal sama.Berita Acara RUPS-LB  tersebut..dibuat ‘tanpa ada minuta yang
mendasarinya.Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan
Notaris.Majelis Pengawas Notaris smemberikan sanks administratif berupa
teguran fisan. Penelitian.ini_Mmenggunakan metode pendekatan yuridis normatif
karena menekankan pada penggunaan data sekunder.Hasil penelitian menyatakan
bahwa perbuatan Notarts membuat Berita Acara RUPS-LB. tanpa minuta yang
mendasarinya dapat dikenai sanksipidana, sanksi berupateguran lisan tersebut
terlalu ringanaBerita AcarasRUPS-LB_tidak mempunyal kekuatan selain hanya
sebagai akta palsu karenatidak ada minuta yang mendasarinya.

Kata kunci : Pelanggaran Jabatan Notaris, Akta Pernyataan K eputusan Rapat
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ABSTRACT

Nama : Yuanita lka Putri

Program Studi : Master of Notary

Judul :JURIDICAL REVIEW ON THE NOTARIAL INFRINGEMENT IN
RELATION TO ISSUENCE DEED OF MEETING RESOLUTION
STATEMENT

(Case Study: Decision of Notary Central Supervisory Council Number
02/B/M J.PPN/V111/2010)

Notary is a public official who has authority toad. up an authentic deed. The drawing up of an
authentic deed is notbased solely on the desirg@@arties, but it is also required by law. One
of the laws which require a certain legal actioméoconcluded in a notarial deed is Law No. 40
of 2007 on Limited Liability Companies WUPT"). The forms of notarial deed required by
UUPT are Deed "of Meeting .Resolution Statement andutds. of General Meeting of
Shareholders (RURS). In carrying. out their autiesjtNotaries are bound by certain obligations
and prohibitions“which are provided under the LawNotarial Title. However, in practice,
infringement committed whether intentionally ‘or ntentionally by Notaries are often found. In
the decision of NotarysCentral, Supervisory Courithl PPN”) No.02/B/Mj.PPN/VI111/2010, a
case was'made out of the drawing up of a deed efingeresolution’statement and Minutes of
Extraordinary General Meeting of Shareholders witiakie the same number and date. This is
clearly. a_infringement according to the Law on NiatieTitle." The,Notary Supervisory Council
handed down a ruling penalizing the'violator withmanistrative sanction in a form of verbal
warning. This thesis utilizes normative jurudicgiproach method because it emphasizes the use
of secondary data. The result.of the research 'adasl that the Notary's action in drawing up
Minutes of Extraordinary General Meeting of Shatdbos without any minutes serving as the
basis'may be penalized with«Criminal sanctiony@&kirbal warning would only serve as a very
light punishment. Minutes of Extraordinary Gendvideting of Shareholders does not have any
bindingorce otherithan forged deed since thezenarminutes to suppeort it.

Keywords:

Notarial Infringement,.Deed of Meeting Resolutidat&ment
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaikwarss dari paham
negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalamasgarakat, berbangsa
dan bernegara harus berdasarkan dan tidak bolejim@ang pada norma-norma
hukum yang berlaku. Hukum merupakan salah satungarang dibutuhkan oleh
semua orang dalamsmengisi kehidupannya terutama piatem perekonomian
yang memastki era globalisasiPrinsip negara hukum ‘itu sendiri adalah
menjamin  kepastian, ketertiban dan perlindungan utiukyang, berintikan
kebenaran dan keadilan." Kepastian, ketertiban dafingungan hukum itu
menuntut bahwalalu lintas hukum dalam kehidupaayas@kat memerlukan alat
bukti yang menentukan denganjelas hak:dan'kewagkaecorang sebagai subjek
hukum dalam masyarakat.

Dalam era globalisasi dan praktek kehidupan makgs&sehari-hari, kita
tidak dapat terlepas dari peristiwa dan, perbuatéuiim yang melahirkan hak dan
kewajiban. Kenyataan itu tentu saja melahirkan psatahan tersendiri, karena
hak'dan kewajiban tiap Individu yang hidup,di teémgaasyarakat rawan untuk
saling bergesekan. .Gesekan-gesekan . tersebut..depatli t karena adanya
perbedaan kepentingan tiaprindividu yang akhirngaimbulkan konflik.

Tentu saja tidak ada seorangpunsindividu yang mieaiyadanya konflik.
Hal ini tentunyasmenuntut bahwa'di dalam. lalu lntaukum®dibutuhkan adanya
suatu alat bukti-dalam menentukan hak dan kewajdemeorang sebagai subjek
hukum dalam kehidupan béermasyarakat. s\Hak dan keamjitersebut perlu
dibentengi dengan dokumen-dokumen yang dapat dijéegalitasnya agar tidak
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Kesadakan inilah yang
menyebabkan munculnya pemikiran untuk membuat sa#dti bukti berupa
dokumen yang berkekuatan hukum dan dapat memberkepastian dan

perlindungan hukurf.

L A.A. Andi Prajitno, Apa dan Siapa Notaris, (Surgii®utra Media Nusantara,
2010),hal.1
2 Ira Koesoemawati, Ke Notris, (Jakarta: Raih Asks®s, 2009), hal. 82
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Seiring perkembangan zaman dan pesatnya kemajuaidarl
perekonomian, maka kebutuhan akan hukum dalam messtajuga semakin
meningkat. Kebutuhan hukum tersebut dapat dilireai demua kegiatan yang
menyangkut bidang perdata dituangkan secara tertidliam suatu akta. Setiap
perjanjian sengaja dibuat dalam bentuk tertulisgdarmaksud sebagai alat bukti
atas peristiwva atau hubungan hukum yang terjadabfa suatu ketika timbul
sengketa atas peristiwva itu, maka dapat dibuktikeermasalahan dan
kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atasakany itu, dalam perkara
perdata alat bukti yang dianggap paling dominand&iarminan adalah alat bukti
surat® Oleh kdrena itu, akta dalam perkara perdata rdesigtu kebutuhan bagi
masyarakat | yang ‘menghendaki ‘adanya/suatu alat ligitara s\mereka dan
memegang peran yang penting dalam rangka kepaktiaperlindungan hukum.

Dalam praktek, masyarakat mengenal dua jenis al&ti kyakni akta
bawah.tangan dan.akta otentik. Akta bawah tanghknigkia yang pembuatannya
hanya dilakukan dan ditandatangani para pihak \J@srgepentingan saja tidak
dihadapan Pejabat yang berwenang, sehingga dalambus@an kebénarannya
hanya didasarkan pada/pengakuan para pihak, lalla satu pihak ada yang tidak
mengakui maka diperlukansalat bukti ‘lain. SedangRangertian*Akta Otentik
secara eksplisit dijabarkan.dalam Pasal 1868 KUHid®a yang menyebutkan
bahwa  suatu akta otentik.ialah akta yangdibu&nddentuk yang ditentukan
undang-undang oleh atau dihadapan. pejabatrumumslyangenang untuk itu
ditempat akta vitu /dibuat. ‘Berdasarkan, ketentuasebert maka untuk dapat
membuat akta otentik, seseorang harusymempunyaidk&dn sebagai pejabat
umum. Dalam pasal 1868:KUH Perdata tersebut tidekntikan penjelasan lebih
lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabvaim dan seperti apa
bentuk aktanya. Namun dengan dikeluarkannya Undamgng Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggakt6b& 2004, apa yang
dimaksud pasal 1868 KUHPerdata seluruhnya tertudang dijabarkan dalam
UUJN tersebut.

Pejabat umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHiaPerdapat
dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaldtdaris yang menyebutkan

 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perddtlakarta: PT Sinar Grafika, 2009), hal. 557
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bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenatud nmembuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalaoeng-undang.
Kewenangan seorang notaris sebagai pejabat umuwrai gessal 15 ayat 1 UUJN
yakni membuat akta otentik mengenai semua perbupgéajanjian dan penetapan
yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau wdely berkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta iktedan menjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan greaean dan kutipannya,
semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh paratumaum tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat. lagnd@sarkan kewenangan yang
ada pada notaris; tersebut, maka dapat 'diketahuvéahgas notaris adalah
memformulasikan “keinginan para pihak ke dalam adntik. Sehubungan
dengan wewenangsnotaris dalam menjalankan tugagajaiya; notaris hanya
diperbolehkan untuk melakukan ‘jabatannya di dalanlayah 'tempat
kedudukannya. Dengan demikian, jelas bahwa Undadgng Jabatan Notaris
tersebut merupakan pelaksanaan dan/penjabararpasal 1868 KUHPerdata
yang merupakan dasar legalitas eksistensi aktaisiota

Notaris merupakan perpanjangan tangan-dari perabridalam hal ini
Negara, dimana Negara telah memberikanskepercakapada Notaris untuk
menjalankan sebagian urusan atau tugas Negarajstiyassdalam bidang hukum
perdata. Dengan kata.lain, Netaris merupakan. prgéesy menjalankan sebagian
fungsi publik dari Negarardi-bidang hukum perdeta chempunyai kewenangan
penting dalam+pembuatanaktasotentik.yang mempukgrilatan pembuktian
sempurna.

Ketika penghadap-datang menghadap..ke Notaris agdakan atau
perbuatannya diformulasikan ke “dalam 'akta otent#n kemudian Notaris
membuatkan akta atas permintaan para penghadabuersnaka dalam hal ini
memberikan landasan kepada Notaris bahwa dianéaeagenghadap telah terjadi
hubungan hukum. Oleh karena itu, Notaris harus ameim bahwa akta yang
dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukany yditentukan sehingga
kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengtataksebut.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pe&ksdugas jabatan

yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuag yaemadai untuk
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menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris harus rkatigperkembangan hukum
dan memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat Kewenangan Notaris
dalam membuat akta haruslah mengikuti ketentuasrkean yang telah
ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notarisbifpaotaris melakukan
pelanggaran tertentu, maka dapat berakibat aktag ydibuatnya hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dabdaangan atau dapat pula
akta itu menjadi batal demi hukum sehingga pihalgyanenderita kerugian dapat
meminta biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Keberadaan .Notaris¢ tersebut menjawab kebutuhan arssgt akan
bantuan hukum dalam pembuatan alat bukti tertidisiiia akta, sehingga dapat
menjamin’ kepastian hukum dan melindungi kepentingara pihak. Jabatan
Notaris dikehendaki,oleh aturan hukum dengan maksudk membantu dan
melayani masyarakat yangumembutuhkan alat buktliE yang bersifat otentik
mengenai keadaan, peristiva, ‘atau * perbuatan hukuefainS itu,s Notaris
diharapkan dapat memberikan pelayanan dan penyulumnzkum kepada
masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta sehmasyarakat yang datang
ke, Notaris_menjadi mengerti akan masalah yang dipiadan langkah-langkah
yuridis yang akan dilakukan; serta mendapat jalaluakeatau® solusi yang
dibenarkan hukum. Oleh karena itu, seorangsNo@itimtut lebih peka, teliti,
jujur, adil dan transparan.dalam pembuatan.akta.

Akta yang.dibuat'Notaris harus' memenuhi. kriteebagyat akta otentik
sehingga dapat digunakan 'sebagai alat bukti yamgw®a bagi para pihak yang
membuatnya serta. pihak ketigasyang terkait. Kelzemaagkia autentik digunakan
untuk melindungi dan.menjamin hak dan kewajibani gmra pihak yang
mengadakan perjanjian, sehingga apabila di kemuggahada salah satu pihak
yang melanggarnya, maka dapat, dikenakan sankshatauman. Hal inilah yang
membuat masyarakat percaya bahwa Notaris dapatangkan kehendak mereka
dalam bentuk akta Notaris serta memberikan perigdn hukunt.

Dasar utama pembuatan akta notaris yakni adanyagiken dan
permintaan para pihak, jika tidak ada keinginan parmintaan dari para pihak

maka notaris tidak akan membuat akta apapun. Umiekenuhi keinginan dan

* Santia Dewi dan Fauwas Diradja, Panduan Teori Riaktik Notaris, (Yogyakarta :
Pustaka Yustisia,2011), hla. 10
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permintaan para pihak tersebut, notaris dapat mekalpesaran sesuai dengan
hukum yang berlaku. Ketika saran notaris diikutrgp@ihak dan dituangkan
dalam akta notaris, maka hal tersebut tetap mearpkkinginan dan permintaan
dari para pihak atau perbuatan para pihak bukasup&n atau tindakan notafis.
Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu aktaisidiakanlah perbuatan
hukum dari notaris, melainkan akta tersebut merpadiuatan hukum dari pihak-
pihak yang meminta atau menghendaki secara mugethtiatan hukum tersebut
untuk dituangkan dalam suatu akta otentik. Pihdkrmaakta itulah yang terkait
pada isi dari suatu.dkta otenfiklika dalamysuattinakta lahir suatu hak dan
kewajiban, maka suatu pihak wajib memenuhi maifesi yang diperjanjikan dan
pihak lain‘berhak untuk menuntut. Notaris‘hanygembuat untuk lahirnya suatu
akta otentik. Jika terjadi suatu sengketa mengepaiyang diperanjikan dalam
suatu akta notaris, maka notaris tidak terlibatesagkali dalam pelaksanaan suatu
kewajiban “atau” dalam halsmenuntut suatu hak. Noteerada di luar hukum
pihak-pihak’

Dalam praktek, Notaris sering dilibatkan dan rentaendapat gugatan
dari para pihak yang merasa dirugikan dalam perabustiatu akta."Sedangkan
sengketa yang terjadi bukanlah antara para | pihalgate notaris mengingat
notaristbukan pihak dalam.akta yang dibuatnya. tidosering harusrberurusan
dengan proses hukum.untuksmempertanggung-jawabken yang dibuatnya.
Tetapi tidak dapat‘dipungkiri;, bahwa ada kalanyaaNs. di dalam melakukan
pembuatan akta juga dapat melakukan kesalaharkel@aian dan pelanggaran-
pelanggaran dalam._melaksanakan jabatannya bailogdige maupun karena
kekhilafan. Kesalahan yang dilakukan : Notaris, dalpembuatan suatu akta
disebabkan karenakurangnya pengetahuan; pengatiangrengertian mengenai
permasalahan hukum yang melandasi pembuatan a&ktandak tidak jujur, lalai,
tidak hati-hati, tidak seksama serta memihak saatu pihak. Sedangkan
pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam nsela&kan jabatannya terjadi

karena notaris tidak mengacu pada ketentuan Jablatanis dan Kode Etik yang

® Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notafgandung: Refika Aditama,
2011), him. 10

® GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notarisa(fakErlangga,1999), hal. 39

"Irfan Fachrudin, Kedudukan Notaris dan Akta-Ak@anpalam Sengketa Tata Usaha
Negara, Varia Peradilan nomor 111,Desember 19944l
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ada. Oleh karena itu, seorang Notaris yang melakkiesalahan atau kelalaian
dalam melaksanakan profesi jabatannya dapat dilkenaknksi berupa sanksi
pidana, perdata maupun sanksi administratif.

Akta Notaris dibuat bukan saja karena dikehendd&h pihak yang
berkepentingan untuk memberi kepastian hukum, itgiaga karena adanya
peraturan perundang-undangan yang mengharuskanabaimuk melakukan
perbuatan hukum tertentu harus dilakukan dengama akéntik. Salah satu
peraturan perundang-undangan_yangsmengharuskarkidemadalah Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Besrb2alam pasal 7 ayat 1
UUPT dikatakan ;bahwa untuki mendirikan Perseroanbdtas (PT) harus
didirikan.oleh dua orang atau lebih dengan aktansiyang dibuat dalam bahasa
Indonesia. Selain itu,. Notarisyjuga berperan dafmmbuatan akta yang terkait
dalam " pelaksanaan RUPS: RUPS 'dilaksanakan  sebalgdn satu cara bagi
perserean “untuk menyampaikan laporan tahunansatawmiuk mengambil
keputusan yang terkait dengan. tindakan korporasi leebijakan suatu perséroan.

Dalam prakteknya, Undang-Undang: Perseoran “Terbatamberikan
peluang pada RUPS untuk dapat dilaksanakan tanpadikan notaris. RiSalah
hasil keputusan RUPS yang dilaksanakan, tanpa keimadNotaris hanya
mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan daméamekuatan
pembuktiannya tidak.sempurna sebagaimana aktalot@ieh karena itu, risalah
hasil keputusan RUPS tersebut wajib ditandatanketng rapat.dan salah seorang
pemegang Saham/untuk menjamin kepastian dan' kebernya. Risalah hasil
keputusan RUPS,yang dilaksanakan tanpa_ kehadiraarislodapat dinyatakan
secara notariil“dalam _bentuk akta partai yang. dilpeilul Akta Pernyataan
Keputusan Rapat (untuk selanjutnya‘disebut,akta)PKRa ini merupakan akta
para pihak karena orang yang menghadap Notaris teéendapat kuasa dari rapat
untuk menyatakan hasil rapat tersebut dihadapaaridotlan berisi uraian atau
keterangan atas pernyataan para pihak yang diskampaatau diceritakan
dihadapan notaris, dimana para pihak atau penghlaeiqginginan agar uraian
atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk radédaris. Akta ini harus

memenuhi syarat otentisitas yaitu disusun, dibasaditandatangani. Dalam hal
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ini, Notaris hanya mempertanggung-jawabkan keben&eterangan dari para
penghadap.

Adapun risalah hasil keputusan RUPS yang dilaksamaklengan
kehadiran Notaris merupakan akta relaas yang djbdul Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham dan mempunyai kekuatan pemb@dmpurna. Akta
relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris atasip@an para pihak agar
tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan kendaentuk akta notaris yang
berisi uraian notaris atas peristiwa yang dilididengar dan disaksikan oleh
Notaris selama pelaksanaan jalannya rapat. DalamirthaNotaris terlibat
langsung dalam rapat tersebut, artinya Notarisrh@aam rapat tersebut untuk
mendengar dan menyaksikan kemudian/menuangkannydalken,akta secara
tertulis: Notaris bertanggung jawab penuh akan tkafzyang ditulisnya. Dalam
pembuatan akta ini boleh tidak ditanda/tangani glekerta rapat, hanya perlu
diingat, apabila terjadi perserta. rapat ada yangktidersedia menandatangani
maka dalam hal ini notaris wajib menulis /alasaregastersebut tidak bersedia
menandatangani akta terseBut.

Pada kenyataannya sekarang ini, "akta-akta Notaaayak .yang
bermasalah dan dipermasalahkan karena Netaris tedikdan kurang berhati-
hatidalam pembuatan akta«‘Hal ini dapat.dilihat dantoh peristiwa hukum
yang terdapat dalam.suatu-kasus .dimana,seorangisNdtadilaporkan oleh
seseorang dikarenakan )menerbitkan dua akta-Peamy#&iaputusan Rapat dan
Berita Acara Rapat dengan nemor dan tanggal /akteyy@ema sedangkan
Penghadapnya berbeda. Adapun‘akta tersebut ad&atahP&rnyataan Keputusan
RUPS-LB PT.ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret,2007 dengenghadap saudara
R, yang terdapat “salinan resmi aktanyasdan Aktaitd8ehcara RUPS-LB
PT.ANMP Nomor 40 tanggal' 9 Maret 2007 dengan parggpadap saudara R, T,
E, F, yang minutanya sama sekali tidak ada. Tesjaulsal yang dilakukan Notaris
tersebut merupakan suatu pelanggaran.

Berdasakan uraian di atas, maka penulis merasau pedlakukan
pengkajian mengenai pelanggaran jabatan notarikaitepenerbitan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat. Oleh karena itu, gemaéimilih judul Tinjauan

8 A. A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis TentaqmpAlan Siapa Notaris di Indonesia,
hal. 69
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Yuridis Mengenai Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Penerbitan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat (studi kasus. Putusan  Nomor
02/B/MJ.PPN/V111/2010).

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis gapaebelumnya, dapat
kiranya dirumuskan beberapa permasalahan sebagaithe
dang-Undang Jabaitaridlterhadap

1. Bagaimanakah sanksi men
pelanggaran e - ernyataarutfsgn Rapat
dalam

AReanyataan

asalaha
seba

Uk menganali ne i, menurutadg-Undang No.

ahun 200 ; i€ adamgugia genai
‘rbitan Akt : DULUS dat dalﬁvor
/BIMJ.PPN/V/2010
2. i.?’ S \‘\.H:E‘::. penerbitan
Akta F ataa g

A

Bentuk Pe ‘ litiainadalah Yuridis
Normatif, yaitu: suatu cara datkaliebahan-bahan pustaka.
Dimulai dari analisis terhadap permasalahan hukaik yang berasal dari buku-
buku hukum maupun peraturan perundang-undangan pankgitan dengan
Jabatan Notaris.

Tipologi penelitian yang digunakan digunakan dafamelitian ini adalah
Penelitian Eksplanatoris dan Penelitian Preskript&@nelitian eksplanatoris yaitu:

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atenjelaskan lebih dalam
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suatu gejala. Dan Penelitian preskriptif yaitu: gl#gian yang tujuannya
memberikan saran atau jalan keluar dari suatu [s=iatzar,

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian dalah Data Sekunder
yang diperoleh melalui sudi kepustakaan. Data sd#ugang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumbekunder. Sumber primer
merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat damshditaati, yang
digunakan sebagai landasan hukum, yaitu peratueanmngang-undangan yang
berlaku, dalam hal ini digunakan Kitab*Undang-Urglalukum Perdata, Undang-
Undang No.30 Tahun 2004«tentang Jabatan NotaridJdalang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang PerseoraniTerbatas’ serta puldaphs Pengawas Pusat
Notaris Nomor: 02/B/MJ:PPN/VIII/2010, ;sedangkan $em sekunder adalah
bahan /hukum-yang.,menjelaskan atau menerangkan balkam primer yang
digunakan oleh penulis untuk. mendapatkan jawabas permasalahan yang
dibahas dalam penulisan tesis ini.

Alat pengumpul data yang dipakai adalah dengan daldimen atau'studi
pustaka, yang artinya mencari data dengan mempgetiggumen atau bahan
pustaka sesuai dengan/permasalahan yang diteliti.

Metode analisis datasyang digunakan dalam peneiiicadalah kualitatif,
yaiturdengan cara memaknai setiap data yang dejekeh penulis sendiri dan
didasarkan pada studi.kasus.yang bergunasuntukmietasimpulan dari analisis
serta mendukung_ hasil penelitian ini. Jadi, Hasitétitian -berupa Simpulan yang
ditambahkan dengan studi kasus ' Putusan MajelisaR@syPusat Notaris Nomor:
02/B/MJ.PPN/VII/2010 untuk memperkuat,hasil temiznelitian.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tesis ini_akan diuraikarasesingkat bab demi
bab guna memberikan gambaran yang lebih jelasddpat memberikan uraian

yang teratur serta memudahkan untuk mengetahuingaiouantara bagian-bagian

° Sri Mamudii,et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (JakaBadan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4

'° Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukimnmatif (Suatu Tinjauan
Sngkat), (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), bim.

Tinjauan yuridis..., Yuanita Ika Putri, FHUI, 2012. . .
Universitas Indonesia



10

dalam penulisan tesis ini, maka penulis menyusisensatika penulisan yang
terbagi menjadi 3 bab, yaitu
BAB 1. PENDAHULUAN
Bab Pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membab-
bab selanjutnya yang ada kaitannya dengan pokokgsalahan. Dalam
bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakpegulisan tesis,
yang menggambarkan dan menjelaskan permasalalian {gelanggaran
jabatan Notari dalam pembuatan akta Pernyataan tdsgu Rapat.
Selanjutnya atas dasar latar belakang ‘tersebufs pall ini juga akan
diuraikan mengenai pokok permasalahan yang akaahdg) tujuan dari

penelitian, metode penelitian, dan sistematika [esu

BAB 2.TINJAUAN UMUM MENGENAI PELANGGARAN
JABATAN NOTARIS

Bab Kedua ini"merupakan tinjauan_teori ‘dan. anapsisibahasan
penelitian. Dalam bab' ini penulis menguraikan pemaan mengenai
permasalahan yang diteliti berdasarkan pada teori-tlan data-data yang
diperoleh penulis pada saat melakukan penelitiangergal pelanggaran
dalam penerbitan, Akta Keputusan.. Rapat, serta " @algenulis
berdasarkan teeri.dan-kasus dari putusan.Majehgdeas.Pusat Notaris
Nomor::02/BIMJ.RPPN/VIII/2010: Bab kedua ini terdi@ri enam sub bab
dimana ‘sub’ bab pertama membahas mengenaitinjaomm utentan
sejarah keberadaan Notaris, subsbab kedua membaragenai tinjauan
umum mengenai. Notaris; sub bab ketiga.membahas enangkta, sub
bab ke empat membahas mengenai pelaksanaan jadtetamns, sub bab
ke lima mengenai kasusposisi dan sub bab ke enangenai analisis
yuridis mengenai pelanggaran jabatan Notaris daRenerbitan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara.

BAB 3.PENUTUP
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesiempdhn saran

yang mungkin bermanfaat apabila menghadapi peratzsalserupa.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM MENGENAI PELANGGARAN JABATAN NOTARIS

2.1 Tinjauan Umum Tentang Segjarah Keberadaan Notaris
2.1.1 Keberadaan Lembaga Notariat

Lembaga Notariat timbul karena adanya kebutuharyanakat untuk
membuat suatu alat bukti tertulis yang otentik shallaubungannya dengan
sesama individu dalam ruang lingkup hukum perdafat bukti tersebut
berupa akta Notaris dan-dapat digunakanwuntuk ntekem dengan jelas hak
dan kewajiban seseorang sebagal subjek. hukum dadasyarakat. Tujuan
yang akan dicapai dari keberadaan lembaga Notd=gah untuk menjamin
kepastian, ketertiban dan petrlindungan hukdm bagiyarakat

Keberadaan Notaris “dipandang sangat penting darututiikan
masyarakat karena keterangan-keterangan yang ldiberoleh /seorang
Notarissiturdapat dipercaya dan akta;yang dibupttienemberikan jaminan
sebagai bukti yang'kuat bahkan dapat memberikadmg@gengan hukum bagi
para pihak yang memerlukannya di kemudian hari.

Memasuki perekonomian ‘global akan mengakibatkaekp@omian
nasional mengalami perkembangan pesat terutamaddndy hukum  bisnis
Dalam dunia bisnis terdapat berbagai kegiatan diseperti transaki jual beli,
sewasmenyewa; pendirian perusahan; ekspor-impoiasiarsebagainya. Hal
tersebut imenunjukkan bahwa hingga saat ini. masghrakasih sangat
membutuhkansadanya suatu akta sebagai_alat buRll gapat menjamin
kepastian, ketertibansdan perlindungan hukum: Demganikian keberadaan
Lembaga Notariatthingga saat ini masih merupakarydrag sangat penting
dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat.

Berbicara mengenai keberadaan Lembaga Notariat madddu
diketahui pula perkembangan keberadaan Lembagaialotiari awal hingga
saat ini. Keberadaan Lembaga Notariat telah dikgndl sebelum Indonesia
merdeka. Munculnya lembaga Notariat dimulai padadake- 11 dan 12 di
daerah Italia Utara yang pada saat itu merupakaatpperdagangan yang

1 sjaifurrahman, Aspek Pertanggungjawaban NotarlaB@embuatan Akta, (Bandung:
Mandar Maju,2011), hal. 10
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sangat berkuasa. Daerah inilah yang merupakan teasphdari notariat yang
dinamakan Latijnse Notariat” yang mempunyai ciri-ciri yaitu : orang tersebut
diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan udammenerima uang
jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pulaalAya lembaga notariat
ini dibawa dari Italia ke Perancis. Kemudian lemdagptariat ini mulai
berkembang dan meluas ke daratan Eropa melalu Spsamypai ke negara-
negara Amerika Tengah dan Selatan.

Nama Notariat berasal.dari nama pengabdinya yatatafius’ yakni
orang-orang yang melakukan pekerjaan, tulis meni{smudian berubah
menjadi “notaril” yakni orang yang mempunyai keahli menulis cepat.
Notarii ini berasal dari. katanbta literaria” yang artinya tandatulisan yang
punya bentuk atau karakter yang digunakan untulggeambarkan perkataan-
perkataan. Untuk pertama kalinya nama notarii bersaliberikan kepada
orang-orang yang mencatat pidato cato dizaman RorPada abad ke-5 dan
ke-6, nama  notarii_diberikan, secara khusus kepada penulis pribadi dari
para kaisar, sehingga notarii kehilangan arti umyanmkemudian diartikan
sebagai_pejabat istana yang melakukan pekerjaamesthatif.

Para Notarii tersebut tidak sama dengan Notarig yikenal sekarang
akan tetapi mempunyai.andil untuk terjadinya Netaekarang. ‘Pada masa
kekaisaran Justianus;.selain nama Notarii.dikeakal: p
1. Tabeliones.

Tabeliones ini adalah orang-orang,yang ahli merugdgat di luar kerajaan
yang ditugaskan bagi kepentingansmasyarakat umdok tmembuat akta-

akta atau surat-surat lain; Tabeliones tidak diangkeh penguasa umum
karena bukan pegawai istana; maka akta-akta damn wamg dibuat tidak

mempunyai kekuatan-otentik tetapi di bawah tangan.

2. Tabulari

Tabulari yakni pegawai negeri atau orang dalamjaamayang ditunjuk

untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di dpganbuatan akta
atau surat. Tabulari ditugaskan untuk mengadakam wciemelihara

pembukuan keuangan kota dan melakukan pengawaaanaggip dari

magisrat kota di bawah resort mana orang itu berada
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Dari ketiga bentuk keahlian tulis menulis terselgahg paling mendekati
dengan Notaris saat ini adalah Tabulari.

Fenomena lembaga Notariat masuk kekaisaran yakda paasa
kekuasaan Longobarden, dimana tabeliones diangkanjach pegawai
kekaisaran yang tugasnya mencatat dan membuatuakik kepentingan
masyarakat. Para tabeliones yang diangkat mempuderajat lebih tinggi
dibandingkan dengan para tabeliones yang tidakgietn Oleh karena itu,
masyarakat lebih suka menggunakan jasa tabelioaag giangkat. Para
tabeliones yang tidak diangkat tersebut kemudiderje di kekaisaran tanpa
pengangkatan.;Dengan mereka bekerja di kekaisarasyarakat beranggapan
mereka sama dengan. tabeliones yang diangkat olsdiskean. Oleh karena
itu terjadilah persaingan diantara para tabeligraeg diangkat dan yang tidak
diangkat. Pada akhirnya " untuk mencegah  persaingasehut, kedua
tabeliones bergabung 'menjadi satu dan menamakanyairCollecium
selanjutnyaddisebut Notarii.

Kemudian| pada zaman Karel de Grote, pemahaman ma&ngetaris
terbagi_menjadi dua yaitu : kanselarij raja dan Skdarij paus. Tugasnya
masing-masing untuk .mencatat dan membuat akta. Radselarij paus
namanya tabelio dan clericus notarius publicusaisgkian pada kanselarij raja
namanya notarius.dan._notarii. Perubahan.yang. sangatiasar pada zaman
ini yakni memperbantukan notarius. dan cancellaiusadan-badan peradilan.

Abad kes 14 terjadi_kemerosotan di bidang ‘netafeda masa ini
jabatan notaris.jatuh ke tangan orang=erang va@k imempunyai keahlian di
bidang notariat. Hal ini"disebabkan karena kangelang kekurangan uang
menjual jabatannya kepada arang-orang:tanpa menlpend apakah mereka
mempunyai cukup keahlian di bidang/notariat atdakli

2.1.2. Awal Pembentukan Perundang-undangan di Bidang Notariat
Keberadaan lembaga Notariat tidak hanya berkembaitglia. Pada

abad ke-13 lembaga notariat mulai masuk ke Perat@is memperoleh

puncak perkembangannya, dimana akta yang dibuariNdiersifat sebagai

akta umum yang diakui dan di abad ke-15 akta Not@aempunyai kekuatan
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pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui sacamum*? Pada waktu itu
akta Notaris belum dapat diterima sebagai alatibultlak mengenai isinya
dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaikiengan alat bukti saksi.
Akta Notaris dapat dikesampingkan bila dari ketgeansaksi diperoleh bukti
bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebutik8&menjak saat itu akta
Notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kempatistiwa yang telah
terjadi, melainkan untuk kepentingan kekuatan pektidonya.

Raja Lodewijk de Heilige yang dianggap sebagaitpklelasar bagi
kesatuan ketatanegaraan Perancis banyak berjasam d@embuatan
perundang-undangan. Pada tanggal 6 ‘Oktober 17&Emincis diundangkan
undang-undang di bidang notariat. Dengan/mulaiakarlya undang-undang
tersebut; maka.hapuslah, ‘perbedaan<yang terdapa&luselya diantara
berbagai macam notaris sehingga hanya dikenal sagcam notaris.
Kemudian padartanggal. 16 Maret 1803+<diundangkaranmiindang baru
yaitu Ventoswet. Sejak saat itu notaris /dijadik@mpat umum dan terjadilah
pelembagaan notariat yang dimulai di Perancis.

Pada saat Perancis menjajah Belanda, pelembagatamanodi
Perancis dibawa /ke Belanda dengan .dua dekrit Karsaini tanggal 8
November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dikgatderlakurdiseluruh
Belanda terhitung.mulai. d+Maret 181 1:.Dengan_ adathya dekrit tersebut
maka di Belanda terdapat peraturan yang berlakunumang pertama di
bidang notariat. Perundang-undangan. Notariat Perg@ang diberlakukan di
Belanda tidak..segera hilang’ setelah. lepasnya.neigaralari kekuasaan
Perancis pada tahun-1813. Baru pada tahun 184Rsetda desakan dari
rakyat Belanda“untuk membentuk  suatu perundangagaha nasional di
bidang notariat, maka dikeluarkanlah Nederland tShéed No. 20 tentang

jabatan notaris.

12 Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia,Rekp Hukum dan Etika,
(Yogyakarta:Ull Press, 2009),hal. 9
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2.1.3 Lembaga Notariat di Indonesia

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekaramg bukan
lembaga yang lahir dari bumi Indonesitalembaga Notaris masuk ke
Indonesia pada permulaan abad ke-17. Pada sadeianda meluaskan
wilayah jajahannya ke Indonesia dengan tujuan nmabdaseluruh kekayaan
yang ada di Indonesia dan menguasainya. Sehubuwtgyagan hal tersebut
maka Pemerintah Hindia Belanda membentuk perusabdagang Negara
yang dikenal dengan nama Vereenigde Oost Ind. Cgnig#&VOC).

Perusahaan tersebut bergerak dalam perdagangaalresmpah. Hal
ini berdampak;pada dunia perdagangan di Indonesi@ ynakin pesat dan
membutuhkan ‘tenaga. professional untuk .membuat -surat ‘\keperdataan
yang dapat dijadikan-sebagai alat buktu' tertulenaiga professional tersebut
yang sekarang dikenal dengan Notaris.

Pada tanggal 27+Agustus 1620, Melchior:Kerchem gkansebagai
Notaris pertama di._Indonesia. Pada/surat_pengamgksdrsebut dimuat
instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan danemawgnya. Lima tahun
kemudian dikeluarkan instruksi pertama untuk Netémdonesia yang.berisi
10 pasal, antara/lain /menetapkan bahwa ' Notarismrminharus memiliki
pengetahuan tentang hukum dari negeri-negeri dibdvekuasaan Belanda,
Notaris harus diujimdahuluy Notaris harus.membanipan ‘bahwa ia tidak
akan melakukan kesalahan atau kealpaan;:Notariss lmaenyelenggarakan
protokol “dan daftar yang .setiap waktu diperlihatign kepada ketua
pengadilan dan kejaksaan. diskota yang.bersangkizapa pandang pilih para
Notaris harus melakukan jabatan mereka. sebaik-pajkaan bila perlu
melayani fakir ‘miskin secara gratis, Notaris tidakan melakukan atau
menerima pemalsuan, Notaris tidaksakan membuat aktak kepentingan
menyangkut pribadinya, Notaris wajib merahasiakagak sesuatu yang
dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerakklnan-salinan dari
akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkemgntin Tahun 1822

dikeluarkan instruksi yang berisi 34 pasal.

13 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Bandung: iRefAditama,2009),hal.3
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Pada tahun 1860 pemerintah Belanda menganggaptitedalvaktunya
untuk menyesuaikan peraturan-peraturan jabatarrisjotaaka diundangkan
Staatsblad 1860 nomor 3. Dengan diundangkannyasi8adt maka telah
diletakkanlah fundamen sebagai landasan pelembaljasaris Indonesia.
Pada saat Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, jabataris di Indonesia
menjadi kosong karena notaris-notaris yang padaisa#ebanyakan orang
Belanda kembali ke Belanda. Untuk mengisi jabatatans yang kosong
tersebut maka dibentuklah kurSus=kursus. Yang dapetuk kursus-kursus
adalah orang-orang yang dianggap mengetahui, bidakgm. Tahun 1950
dibuka pendidikan spesialisasi notaris pertamamivéisitasiindonesia.

Kemudian pada ‘tahun 1954 diundangkan WUndang-Undentang
wakil notaris dan._wakil notaris sementara. Namumakszsnaan undang-
undang tersebut menyebabkan timbulnya hal yandk tdianginkan .yang
memerosotkan_ .nama baik korps notariat.«Hal ini ikakan penganggkatan
wakil notaris tersebut hanya untuk satu;tahun keamudiperpanjang lagi satu
tahun akibatnya wakil notaris berusaha mendapatiag sebanyak mungkin.

Pada tahun 1999 dengan adanya PP.Nomor 60 .Tahgrtgégadi
perubahan dibidang pendidikan notariat, dikarenalks@mua pendidikan
spesialisasi tidak ‘dikelela’ oleh universitasymédam oleh organisas profesi
yang bersangkutans..Sehingga terjadi tarik.- menarikra lembaga universitas
dengan organisasi hotaris. Kemudian setelah talB00 Reluar putusan dari
Departemen Pendidikan dan’ Budaya bahwa pendidigasiadisasi notaris
masuk dalamyinstitusi dengam perubahan pada séadidikan kenotariatan
yang berubah menjadiimagister.

PerjalananNotaris di Indonesia, mengalami perkemuuansesuai
perkembangan Negara dan, bangsa Indonesia. Padaeferaasi terjadi
perubahan lembaga notariat yang cukup signifikangyditandai dengan
berhasilnya pemerintah mengundangkan Undang-Undkaigatan Notaris
nomor 30 Tahun 2004 atau yang dikenal dengan UUalN) ynenggantikan
Peraturan Jabatan Notaris (Stb.1860-3). DenganyaddlJN tersebut, telah
terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secargreturuh dalam satu

undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingipta unifikasi
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hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluviihyah Republik
Indonesia.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Notaris
2.2.1 Notaris Sebagai Pegjabat Umum
Notaris secara yuridis berdasarkan pasal 1 ayat)INJdidefinisikan
sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membdat ceentik dan
kewenangan lainnya sebagaimanasdimaksud dalam UD@&hhisi tersebut
merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankah Nletaris. Artinya
Notaris memiliki tugas' sebagai pejabat.umum dan il@mewenang untuk
membuat akta otentik serta kewenangan lainnya gieigr dalam UUJN.
Pengertian. Notaris dalam UUJN' tersebuisberbeda atereraturan
Jabatan Notaris yang lama (PJN, Ordonansi Stadtdll@0 Nomor 3) yang

mendefiniskan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum /;yang_satu-satunya dieamg untuk
membuat /akta otentik mengenai ;Semua perbuatananparn dan
penetapan yang diharuskan oleh suatu' peraturan uatawmoleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalamatus. akta
otentik, menjamin Kepastian tanggalnya, menyimpétarnga, dan
memberikan grosse, salinan dan | kutipannya, semuysangang
pembuatan akta,itu oleh Suatu peraturan umum juigk ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat atau orandfain
Definisi .Notaristdalam UUJN. dan PJN jika. diperbangian maka
rumusan-dalam' UUJN lebih.duas dibandingkan dengamsan dalam PJN,
namun keduanya memiliki.eseénsi yang. sama tentargrioyakni sebagai
pejabat umum Yyangsberwenang membuat. akta. Terngndderwenang
(bevoegd) dalam*PJN maupun UUJN diperlukan karena berhudoumnigngan
ketentuan pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakamsbahatu akta otentik
adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukadang-undang oleh
atau dihadapan pejabat umum yang berwenang uniuditémpat akta itu
dibuat. Untuk pelaksanaan pasal 1868 KUHPerdaselet pembuat undang-
undang harus membuat peraturan perundang-undamgak menunjuk para

pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktdilotdsn oleh karena

14 GHS, Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, hal. 31
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itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat umaemsebut berdasarkan PJN
maupun UUJN.

Penggunaan kata satu-satunyésfuitend) dalam PJN dimaksudkan
untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalalrsaainya yang
mempunyai wewenang umum itu. Dalam UUJN terminolsgiu-satunya
(uitsluitend) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian penigertNotaris
tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenaleaminologiuitsluitend telah
tercakup dalam penjelasan UJJNwyang menyatakan dd\etaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktailosmauh pembuatan
akta otentiK tertentu tidak dikhususkan bagi pejaipaum lainnya>

Berdasarkan ketentuan pasal 1.ayat.1 UUJN tersBbtayis berperan
melaksanakan sebagian tugas Negara.dalam bidangnhképerdataan, dan
kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat hinyang berwenang untuk
membuat akta otentik, dan akta merupakan formukiagman atau‘kehendak
(wilsvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta, Notarisgydibuat
dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan laiselyagaimana dimaksud
dalam UUJN. Namun kualifikasi Notaris sebagai Pajdbmum tidak hanya
untuk Notaris saja, karena saat Ini#PPAT. dan Ptjde&ang Juga
dikualiftkasikan sebagai.Pejabat Umums,.Dengan demjkNotaris® sudah
pasti pejabat umum,tapistidak setiapypejabat, umwasti pNetaris, karena
pejabat umim bisa jugasPPAT atau PejabatLefang:

Jabatan Notaris diadakan atau_kehadirannya dikekemdeh aturan
hukum dengan.maksud_untuk membantu dan_melayanyarsdst yang
membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat atemhengenai keadaan,
peristiva atau perbuatan hukum.  Dengan dasar seperimereka yang
diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangatk umelayani
masyarakat,dan atas pelayanan tersebut Notaris apanhdhonorarium dari
masyarakat yang merasa telah dilayanai oleh Notateh karena itu, Notaris
sebagai jabatan wajib bertindak profesional (piofed dalam pikiran dan

tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya,aisefngan standar

!> Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, hal.
16 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 14
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jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikaay@man yang sebaik-
baiknya kepada masyarakat.

Notaris sebagai jabatan yang menjalankan sebagigastNegara
dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenandaek orembuat akta-
akta otentik yang diminta oleh para pihak yang rhexdg@p Notaris. Oleh
karena itu sebagai bentuk menjalankan tugas Negarg diterima Notaris,
maka Notaris sebagai suatu jabatan berdasarkanmhuttiperkenankan

mempergunakan lambang Neg

1gkat dimerhentikan oleh

pemerinta i me gingbawahan) yang

Notaris me

menganc c - t mandiri, tidak

nt) yang
bleh, pihak

ebage ( ng
2njadi Not $\a antuk

diangkat men; ‘ na dimapasal 3 UUIN adalah:

arga Negar '
‘akwa kep \ v
d‘nur paling.se
WL / \ N
e. Berijc jang
T

f.

otariatan
nja Flmm:u N nyata tela bagai karyawan

Notaris wal -turu tka Notaris atas

prakarsa Se€ au at w ganisatsirisl setelah lulus
strata dua Kenotaria

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabatnde@dvokat atau
tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undadgng dilarang

untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

7 bid, hal. 10
18 |bid, hal. 16
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Selain syarat yang ditentukan dalam pasal 3 UUJbklbeit, ada beberapa
langkah yang harus dilakukan setelah lulus dariistagKenotariatan, yakni:
a. Mendaftarkan diri sebagai anggota luar biasa Ikadararis Indonesia
(INI)
b. Mengikuti dan lulus ujian Kode Etik Notaris
c. Mengikuti diklat-diklat khusus antara lain sep&ABH, Koperasi, Pasar
Modal
Jabatan Notaris merupakanyjabatan kepercayaan lyang selaras
dengan mereka yang menjalankan tugas,jabatan Blaebagai orang yang
dapat dipercaya. Pelaksanaan Notaris sebagal malb@@ercayaan dimulai
ketika® calon Notaris 'disumpah atau: mengucapkani js@pagai Notaris.
Sumpah.atau janji.tersebut mengandung makna. yargasedalam yang harus
dijalankan dan mengikat selama menjalankan tudmsga sebagai Notaris.

2.2.2 Wewenang, K ewajiban 'dan Larangan Notaris

Wewenang' merupakan suatu’' tindakan, hukum, yang .didam
diberikan kepada suatu jabatan, berdasarkan penapesindang-undangan
yangberlaku yang'mengatur jabatan yang bersanyklEengansdemikian
setiap_.wewenang ada batasannya sebagaimana yaogntten dalam
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyabauasalnya
dan harus ada dasar hukumnya. Wewenang terselus taiur dengan jelas
dan tegas.dalam peraturan perundang-undangan yangatar.jabatan yang
bersangkutan. Notaris sebagal suatu-jabatan melapekewenangan secara
atribusi karenaswewenang. tersebut diciptakan daeriian oleh Undang-
Undang Jabatan Neotaris sendiri.< Berdasarkan paSalUddang—-Undang
Jabatan Notaris diuraikan kewenangan Notaris yangshdilaksanakan dalam
menjalankan jabatannya yaifi:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenaiugeperbuatan,
perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh yremat perundang-
undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang bemkegan untuk

9 bid, hal. 77
2 bid, hal.78
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dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastamgdgal pembuatan

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan kidipan akta,

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itk fjidga ditugaskan
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkaimundang-undang.
2. Notaris berwenang pula;

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepamtiggat surat
dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan ntandddlam
buku khusus;

c. membuat kopi dari asliisurat-surat dibawah tangaoga salinan yang
memuat'uraian sebagaimana ditulis dan digambar&kmdsurat yang
bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy denganasliraya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan Eeambakta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. ‘membuat akta risalah lelang.

3.“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada agah 2, Netaris
mempunyai kewenangan lain yang .diatur dalam pexatyrerundang-
undangan. Wewenang tersebut ' akan.ditentukan kemuagadasarkan
aturan hukum lain.yangrakan datang:kemudian.

Kewenangan Notaris yang terdapatrdalam, pasal 15NUtedsebut
dapat dibedakan menjadi kKewenangan ‘umum, . kewenakfasus dan
kewenanganilain. Kewenangan umum,Notaris sebagaichanaikan pasal 15
ayat 1 UUJN, kewenangan khusus sebagaimana diorg&aal 15 ayat 2
UUJN dan kewenangan.dain diuraikan pasal 15 ayatU3N. Notaris juga
mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yamgikan dalam pasal
51 UUJN yakni berwenang untuk membetulkan kesalafudia dan atau
kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Aktayyatah ditandatangani.

Selain wewenang dalam menjalankan jabatannya semery telah
diuraikan di atas, seorang Notaris juga harus ntahge batasan
wewenangnya dalam hal pembuatan akta-akta apayaag boleh dibuat

olehnya, agar jangan sampai Notaris membuat aktay yaukan dalam
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kewenangannya tersebut. Kewenangan Notaris itk tidla terbatas, adapun

batasan-batasan yang membatasi kewenangan sddcags sehubungan

dengan pembuatan akta yaitu:

1.

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangktd gang
dibuatnya

Tidak setiap pejabat umum dapat membuat akta a#Eapi seorang
pejabat umum hanya dapat membuat akta tertentu giingaskan atau
dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan pangrandangan;
Notaris harus berwenang sepanjang mengenai oramgromuntuk
kepentingan siapa akta itu dibuat

Seorang Notaris tidak berwenang untuk membuat witey ditujukan
kepada Notaris sendiri, IStrinya atau suaminyay aeang lain yang
mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notariek karena
perkawinansmaupun. hubungan darah dalam, garis ketordurus ke
bawah.dan atau_ke‘atas tanpa batas, serta gausikan ke samping
sampal derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk s#ndiri- maupun
dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuas&rsebut untuk
mencegah terjadinyastindakan memihak'dan penyatetzgyujabatan;
Notaris harus berwenang. sepanjang.nengenai tempeng akta itu
dibuat.

Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnyar@iajabatannya) dan
hanya 'di dalam daerah yang:ditentukan notaries éreamng untuk
membuat,.akta otentikwesedangkan._akta yangsdibualuai daerah
jabatannya maka-aktanya menjadi tidak.sah:

Notaris harus berwenang sepanjang mengenal wakibysgan akta itu.
Sebab notaris tidak berwenang untuk - membuat gihila notaris masih
cuti atau telah dipecat dari jabatannya serta sabeinelaksanakan
sumpabh jabatan notaris tidak berwenang untuk menaita.

Jika salah satu dari keempat syarat tersebut diata yang tidak terpenuhi

maka aktanya tidak otentik dan hanya mempunyai &@ku sebagai akta

dibawah tangan apabila akta tersebut ditandatarmjgimipenghadap.
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Harlien Budiono dalam majalah Renvoi mengemukakahwa
Notaris mempunyai 2 kewenangan dalam pembuatan aiematik yakni
menjalankan tugas perundang-undangan dan menjaldngas diluar tugas
perundang-undangan. Menjalankan tugas perundargpgad adalah tugas
utama dari Notaris yaitu pembuatan akta otentik.da&menangan lain
sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-UndangtaiabNotaris,
sedangkan menjalankan tugas diluar perundang-uadaagalah kegiatan
Notaris lainnya selain pembuatan akta otentik, Imyga pengurusan
pengesahan sebagal badan hukum bagi perseroatasefaala instansi yang
berwenang*

UUJN telah memberi kewenangan yang luas kepadarisiadalam
pembuatan akta, otentik. "Agar kewenangan terseloak tdisalahgunakan,
maka Notaris dalam menjalankan tugasnya diberndaju kewajiban hukum
sekaligus kewajiban etis yang harus dilaksanakdragse pejabat umum.
Kewajiban [Notaris_merupakan sesuatu yang_ wajibkdkan-oleh Notaris,
yang jika tidak dilakukan atau dilanggar maka g@lsinggaran tersebut akan
dikenakan sanksi terhadap Notaris. Adapun. kewajksavajiban Notaris
berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Jabatan Nyadttis
X Dalam menjalankanyjabatannya Notariserkewajiban:

a. bertindak _jujur,..seksama, “mandiri, .tidak berpihakan menjaga
kepentingan pihakyang terkait dalamrperbuatan imku

b. membuat/akta dalam bentuk minuta akta ,dan menyinyaasebagai
bagian-dari protokol netaris;

c. mengeluarkan.grosse akta, salinan akta, atau kutgta berdasarkan
minuta akta;

d. memberikan pelayanan,sesuai.dengan ketentuan daldamg-undang,
kecuali ada alas an untuk menolaknya,;

e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yangtryludan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan aktaisgsogan sumah

atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentig&a;

% Herlien Budiono, Pertanggungjawaban Notaris Berdas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Meslyat dan Pasar), (Renvoi: September
2005), hal. 33
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f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulaenfadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, di&a jumlah akta tidak
dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, dan mencatatajumiinuta akta,
bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buk

g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak ydibaatau tidak
diterimanya surat berharga;

h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiatimne urutan
waktu pembuatan akta se bulan;

i. Mengirimka « : A( : maksud ddlamh h atau
Dafftasat Wasiat
hbilangtariatan

setiaulan

pada
lamb ke

donesia da ‘ ) arinya didai Siama, jabatan,
lan tempat

Vembacak dapa dengan ripaling
?lkn 2 (d 0ra dan dita ngani w a oleh
M ¥ 4 /ﬁ’

2. AL lL!l[ilﬂ" 3 Alayaruf b tidak

berlaku, hal . Kta juk originali.
3. Akta origina - KSU ateladdakta :
a. Pembayaran ua huNg:z pensiun
b. Penawaran pembayaran tunai
c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak ditmya surat berharga
d. Akta kuasa
e. Keterangan kepemilikan, atau
f. Akta lainnya berdasarkan peraturang perundang-astan
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Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat &pptidibuat lebih dari
1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bedarkisi yang sama,
dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata*katlaku sebagai satu
dan satu berlaku untuk semua”.

Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisinma penerima kuasa
hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimagadd ayat (1)
huruf k ditetapkan dengan_Peraturan Menteri.

Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayatr(f)l hidak wajib
dilakukan, jika penghadap menghendaki agar aktktillbacakan karena
penghadap ‘telah membaca sendiri, mengetahui danah@m isinya,
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakamdagautup akta serta
pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh pedapa saksi dan
Notaris.

Jika salah satu syarat sebagaimana/dimaksud patélayuruf | dan ayat
(7) tdak dipenuhi, akta. yang bersangkutan hangapunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidalaku untuk
pembuatan akta wasiat.

Berkaitan dengan ketentuan pasal 16 UUJN diatagkaniNotaris

dalam menjalankan tugas jabatannya, selain menkéirajiban yang harus

dijalankan, juga harustunduk padalarangan-<larand@ams, menjalankan

tugas ‘jabatannya. Larangan-Notaris. merupakan sunatakan yang dilarang

dilakukan oleh.Notaris. Ketentuan yang berisi tegtirangan tersebut diatur

di dalam pasal 17 UUJN, yang dinyatakan bahwa Motdlarang:

a.
b.

menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 haaij&k berturut-turut

tanpa alasan yang sah

c. merangkap sebagai Pegawai Negeri

merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara

merangkap jabatan sebagai advokat
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f. merangkap jabatan sebagai Pemimpin atau Pegawi@nBdsaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usalasta

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat AktehTdirlaar wilayah
jabatan notaris

h. menjadi notaris pengganti atau

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengaimman agama,
kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempeng&elfarmatan dan
martabat jabatan notaris.

Apabila jkewajiban-kewajiban yang telah diuraikan aas tersebut
tidak «dilaksanakan dan larangan-larangan tersebangdjiar oleh Notaris,
maka kepada Netaris yang melanggar’akan dikena&akss sebagaimana
tersebut dalam pasal 85 UUJN.

2.2.3 Tempat Kedudukan, Farmasi dan Wilayah Notaris
Pengaturan'mengenai tempat kedudukan;, formasi.dagalv jabatan
Notaris berkaitan‘dengan kewenangan Notaris separgnpat dimana akta
tersebut dibuat. Notaris di dalam’ menjalankan tugasitannyasdiberikan
wilayah. kewenangannya yakni 'satu propinsi dalamralagnana tempat
kedudukannya terletak sebagaimana yang tercantlamdaasal 18 UUJN
yang'berbunyirsebagai berikut:
1. Notaris mempunyartempat.kedudukan di daerah Kabapstau Kota
2. Notaris. mempunyai-wilayah jabatan meliputi-seluwitayah,propinsi dari
tempat kedudukannya.
Pasal 18:.WUJN ini mempunyai arti-bahwa Netaris wbgrkedudukan
di Kabupaten atau Kota dan ‘mempunyai wilayah jabat@pinsi, sehingga
Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk makgaryang datang ke
tempat kedudukan Notaris, tapi Notaris juga dapatnbuat akta dengan
datang ke Kota atau Kabupaten lain dalam propiasgysama, dan pada akhir
akta wajib dicantumkan Kota atau Kabupaten aktaiatiman diselesaikan.
Tindakan semacam itu dibenarkan oleh UUJN akan pitetdalam

pelaksanaannya dibatasi oleh Kode Etik Notaris.
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Dalam kaitannya dengan tempat kedudukan Notarisarkakeradaan
Notaris harus disesuaikan pula dengan kondisi wailayang ada ditempat
kedudukannya. Oleh karena itu untuk mencukupi jamiéotaris di suatu
tempat maka tetap mengacu pada jumlah penduduk sdagdi wilayah
kabupaten/kota tersebut. Hal ini sesuai dengamketa yang diatur dalam
pasal 22 UUJN, dimana dinyatakan bahwa formasitgabblotaris ditetapkan
berdasarkan: kegiatan dunia usaha, jumlah pendd@ukata-rata jumlah akta
yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris sbtitam.

UUJN memberikan kesempatan kepada Notaris untulapiriempat
wilayah kerja. Hal iniisesuai ketentuan dalam p&alUUJN, dinyatakan
bahwa Notaris. dapat. mengajukann /permohonan /pindadéyal jabatan
Notaris secara tertulis-kepada menteri. Adapunasy@ndah wilayah jabatan
Notaris tersebut adalah tiga tahun berturut-tueldht melaksanakan tugas
Jabatan pada daerah kabupaten atau/kota tertempatekedudukan Notaris.
Permohonan pindah_tempat kedudukan dapat diajuké®laB mendapat
rekomendasi dari organisasi Notaris dan persyarngag ditentukan undang-
undang telah terpenuhi.

2.2.4 | embaga PengawasiNotaris

UUJN telah memberikan kewenangan yang luas kepadailsidalam
menjalankan tugas..jabatannya. ‘Agat.Notaris. dalamjal@kan tugas
jabatannyaimemenuhirdan mematuhi ketentuan yaetapikan oleh peraturan
perundang-undangan maka._perlu diadakan pengawes@dap Notaris dan
penjatuhan sanksi bila terjadi‘pelanggaran. Dermalakunya UUJN, maka
pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan,sanksdapriNotaris tidak lagi
dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Ada dua lembayag\berwenang untuk
melakukan pengawasan terhadap Notaris yaitu, Maj&ngawas Notaris
yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Kehatan yang
merupakan salah satu dari alat perlengkapan omgnsotaris yakni lkatan
Notaris Indonesia (INI). Terdapat perbedaan kewgaanantara kedua

lembaga tersebut dikarenakan keduanya terbentilkedabaga yang berbeda,
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namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan darerkelaan organisasi
Notaris??
2.2.4.1 M ajelis Pengawas Notaris

UUJN menentukan bahwa pengawasan terhadap pelaksgdaatan
Notaris dilakukan oleh Menteri yang membawahi bglkanotariatan dengan
membentuk suatu lembaga tersendiri yang disebutlddd@engawas Notaris.
Pengawasan itu sendiri adalah kegiatan yang begsitventif dan kuratif
termasuk kegiatan pembinaanyang.dilakukan olehitenearrhadap notaris.

Majelis Pengawas tersebut dibentuk secara berjgrjangan tujuan
agar mempermudah ‘' pengawasan mulai dari daerah sakepgpusat.
Pembagian jenjang tersebut ada 3 yakni: Majelisgieas Daerah (MPD)
yang dibentuk dan berkedudukan di kabUpaten atéarkMajelis Pengawas
Wilayah (MPW) yang dibentuk dan berkedudukan dikita propinsi* dan
Majelis Pengawas Pusat.yang dibentuk dan berke@uddikibukota'negafa
Setiap Majelis Pengawas beranggotakan 9_orang- eyt dari 3 unsur
yakni pemerintah sebanyak 3 orang, organisasi lsosabanyak 3'orang dan
ahlifakademik sebanyak 3 orang.

Pengawasan danypemeriksaan terhadap. Notaris yéalgikdin oleh
Majelis Pengawas yang.didalamnya terdapat unsuaridodimaksudkan agar
Notaris‘diawasi_dan.diperiksa oleh pengawas.yangger dan memahami
dunia Notaris luar dalam:Perpaduan unsurNotaeserintah, dan akademik
dalam keanggotaan Majelis.Pengawas diharapkan dag@atberikan sinergi
pengawasansdan pemeriksaan yangrebjektif, sehipgggawasan dilakukan
berdasarkan aturan_hukum yang berlaku dan, paraibloi@am menjalankan
tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN. Peagaw tersebut tidak
hanya agar pelaksanaantugas jabatan Notaris steugan ketentuan UUJN,
tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk gbaulaku kehidupan Notaris

yang dapat mencederai keluhuran jabatan Notaris.

22 gyaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaala® Pembuatan Akta, hal. 262
% Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris Nomd=®@in 2004, Pasal 69 ayat 1
4 Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris Nomd=®@in 2004, Pasal 72 ayat 1
% Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris Nomdia®@n 2004, Pasal 76 ayat 1
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Ketentuan pasal 70 huruf b UUJN dan pasal 16 ay#&efaturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indssae Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan bahwa MPD emge melakukan
pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara lserkdkatu) kali dalam 1
(satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap prulangsung dilakukan di
kantor Notaris yang bersangkutdh.Pemeriksaan terhadap Notaris juga
dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriaag sifatnya insidentil
saja.
Selain melakukan' pengawasan dan. pemeriksaan, Mdehgawas
juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentoadep Notaris yang
telah «terbukti ‘melakukan pelanggaran dalam meffalantugas jabatan
Notaris. . Tlap jenjang Majelis Pengawas (MPD,MPWPRJ] mempunyai
wewenang masing-masing. Adapun wewenang untuk togk@n sanksi
tersebut adalah.sébagaiberfikut
1. Majelis.« Pengawas "Daerah tidak mempunyai . kewenangaiuk
menjatuhkan sanksi apa pun.
Meskipun Majelis Pengawas' Daerah mempunyai . wewenantuk
menerima laporan sdari masyarakaty dan . dari Notaasmnya dan
menyelenggarakanssidang untuk memeriksa adanyaaduge@langgaran
Kode Etik Notaris. atau pelanggaran. jabatan Notaagj, tidak diberi
kewenangan untuksmenjatuhkan sanksivapa. pun. MRPyahberwenang
untuk™ melaporkan ‘hasilssidang..dan" pemeriksaannygade Majelis
Pengawas,. \Wilayah dengan tembusan kepadaspihak meatgporkan,
Notaris “yang bersangkutan, Majelis Pengawas Puaat @rganisasi
Notaris.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dapat menjatuhkanksiateguran
lisan atau tertulis.
MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa tegigsan atau tertulis,
dan sanksi seperti ini bersifat final. MPW dapanmesulkan pemberian
sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawasat Pb&rupa

pemberhentian sementara dari jabatan Notaris seldn{éiga) bulan

% Habib, Majelis Pengawas Notaris, (Bandung:Refiktitana,2011), hal. 20
" Ibid, hal.24

Tinjauan yuridis..., Yuanita Ika Putri, FHUI, 2012. . .
Universitas Indonesia



30

sampao 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dendak tiormat dari
jabatan Notaris.

3. Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksitéer
Pasal 77 huruf c UUIN ,menentukan bahwa MPP bemgemeenjatuhkan
sanksi pemberhentian sementara. Sanksi sepertmarupakan masa
menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum i@ sanksi yang
lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat g¢#vatan Notaris.
Sanksi-sanki yang lainnyasMPR. hanya berwenang untekgusulkan
pemberian sanksi berupa pemberhentian»dengan tidaknat dari
jabatannya ‘kepada Menteri dan pemberian sankspagoamberhentian
tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu

2.24.2 Dewan Kehor matan

Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat ped@agkorganisasi
Ikatan ‘Notaris Indonesia yang terdiri dari tigagiat yaitu tingkat pusat,
wilayah dan daerah. Anggota Dewan Kehormatan dagdingkat tersebut
berjumlah tiga sampai lima orang yang dipilih daleeppat anggota berupa
kongres. ditingkat pusat, koferensi'wilayah ditingkaopinsi dan kenferensi
daerah ditingkat kota atau kabupaten.

Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan ini diaturndaaggaran
dasar Ikatan Notaris Indonesia. Tugasydari Dewanokeatan, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) anggaran daatanlkNotaris Indonesia
adalah: melakukan pembinaan, bimbingan; pengawasampenahan anggota
dalam menjunjung tinggi kode" etik; memeriksa damgaenbil putusan atas
dugaan pelanggaran. ketentuan kode etik yang bersiéanal atau yang tidak
mempunyai kaitan dengan “kepentingan masyarakat rasetangsung;
memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pasgatas dugaan
pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Dalarfaks@nakan tugasnya
tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemankisahadap anggota
organisasi yang diduga melakukan pelanggaran aide ktik dan apabila
dinyatakan bersalah, maka Dewan Kehormatan berteijatauhkan sanksi

organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ebkldkatan Notaris

2 Syaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaalar® Pembuatan Akta, hal. 263
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Indonesia, dalam bentuk teguran, peringatan, pdmh&an sementara,
pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat kdsmnggotaan
perkumpulan. Dewan Kehormatan berwenang untuk raktak pengawasan
dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik orgarjiaag tidak berkaitan
secara langsung dengan masyarakat atau hanyaabengédrnal organisasi
saja.

2.2.5 Sanks

Sanksi merupakan alatspemaksa, selain hukumanunggk menaati
ketetapan yang _.ditentukan dalam peraturan atawamem). Sanksi juga
diartikan sebagai alat pemaksa sebagal hukuman tidak taat kepada
perjanjiant® Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan, &kituasaan
yang bersifat hukum publik-yang digunakan oleh pesg./sebagai reaksi
terhadap ketidakpatuhan.pada norma hukum admisistZengan demikian
unsur-unsur sanksi yaitu: . sebagai alat kekuasaersifat hukum publik ,
digunakan oleh penguasa dan sebagai reaksi terkatidpkpatuhan

Sanksi pada hakekatnya merupakan instrumen: yuyatig biasanya
diberikan apabila Kewajiban-kewajiban atau. laradgaangan yang ada
dalam ketentuan hukumstelah dilanggar,.dan dibgailitu ketentuan perintah
dan' larangan geen verboden) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.
Hakikat sanksi _sebagai-suatu ,paksaan.berdasark&aomiujuga untuk
memberikan penyadaran kepada. pihak yang:. melangmatmghwa suatu
tindakan“yang dilakukannyastelah tidak sesuai dergfaran hukum yang
berlaku, danwuntuk mengembalikantyang bersangkaggm bertindak sesuai
dengan aturan hukumyang berlaku, juga, untuk manjegseimbangan
berjalannya suatu aturantiukdm:

Sanksi yang ditujukan “terhadap Notaris adalah sebagaya
penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugasitaabya telah
melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksangas jabatan notaris
sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk merajiab tindakan

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya urdrtl tsesuai UUJN.

29 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 200
®Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi TedmaNotaris Sebagai Pejabat Publik,
(Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 201
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Disamping itu dengan pemberian sanksi terhadapridot@tuk melindungi
masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat meangikasyarakat. Sanksi
tersebut untuk menjaga martabat Lembaga Notarisagseblembaga
kepercayaan karena jika Notaris melakukan pelaiaggdapat menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. UUJN yaaggatur jabatan
Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersif&naksa atau merupakan
suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegaktexhadap Notaris yang
telah melakukan pelanggaran dalam.menjalankan jagagannya®

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidaltldari kesalahan
baik yang.disengaja maupun iyang tidak disengajaaldban-kesalahan yang
dilakukan Notaris tersebut * memungkinkan Notaris uh&an dengan
pertanggungjawaban secara hukuegdl responsibilty) baik secara perdata,
administrasi’” maupun pidand; Sanksi .afas kesalahan Notaris dalam
menjalankan jabatannya, diatur dalam UWJIN. Adapurksassanksi tersebut
antara lain:
2251 Sanks Perdata

Dalam pasal/84 UUJN ditentukan ‘sanksi perdata.laepgnggantin
biaya, ganti rugi dan bunga. Sanksi tersebut méarpakibat yang akan
diterima Notaris atas tuntutan _para penghadap gika yang'bersangkutan
hanya_mempunyai-kekuatan pembuktian.sebagai akbmwah tangan atau
akta “menjadi <batal sdemi hukum." Ketentuan. pasal. 84JNU tersebut
menegaskan, jika Notaris melakukan tindakan pelarsggterhadap pasal-
pasal; tertentu,,.maka dapatrmengakibatkan suatuslaktga mempunyai
kekuatan pembuktian-sebagai akta di ‘bawah. tangansatatu akta menjadi
batal demi hukum. Akibat dari-akta Notaris sepegdj maka dapat menjadi
alasan bagi pihak yang menderita kerugian untukumierh penggantian biaya,
ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapatntdituterhadap
Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hakwana Notaris dengan

para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pilaalg ynerasa dirugikan

3 Habib Adjie, Sanksi Pedata dan Administrasi Teem Notaris Sebagai Pejabat
Publik, hal. 90
32 putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notarikéita:Sofmedia,2011), hal. 108
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sebagai akibat langsung dari suatu akta Notarigamang bersangkutan
dapat menuntut secara perdata terhadap NotariggaDedemikian, tuntutan
penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadagaridotidak berdasarkan
atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti pangbah karena melanggar
ketentuan tertentu menurut pasal 84 UUJN, tapi datapat didasarkan pada
hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antatariSodengan para
penghadap®®
2.25.2 Sanks Administras
Selain sa

ketenuamgenai sanksi
adminitratif ya al ) 0

tian_deng
i-sa : el

isan sampai denga mb

pasal terten

da uruta an e
ristdari Majeli :T ya : r‘ lanjuti
de i('o*" / \ \)
Sank /&,ﬂ Ui ~ an saraendari

jabatanny erupakan_tah nya_setelah. tp ksi teguran
lisan dan 2 . pe he seara Notaris dari
jabatannya, dime an’ ag rNote iS tide alsam tugas jabatannya
untuk sementara waktu. berian s SI pembeahnesgimentara ini dapat
berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris kumbenjalankan tugas
jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sapleberhentian dengan
hormat atau pemberhentian tidak hormat.

¥ Habib Adjie, Sanksi Pedata dan Administrasi Terpallataris Sebagai Pejabat Publik,
hal. 92
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2.3 Akta
Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditamdgni, dibuat oleh
seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud digatakan sebagai alat bukti
dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adaledt yang diberi tanda tangan,
yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dadari suatu hak atas
perikatan, yang dibuat sejak semula dengan senmejk pembuktiarf? Dalam
hukum perdata diatur ketentuan mengenai alat byddtni dalam pasal 1866
KUHPerdata dimana dikatakan bahwa.alat bukti tewri alat bukti tulisan,
pembuktian dengan® saksi-saksi, persangkaan-pemangkpengakuan dan
sumpah. Akta'termasuk sebagai salah satu buktiligegtang dibedakan menjadi
dua bagian yaitu surat-surat yang berbentuk aktasdeat-surat lain. yang bukan
berbentuk akta’
2.3.1 Akta Otentik dan Akta di bawah tangan
Akta 1tu sendiri terbagi lagi dalam akta otentikndaktasdibawah
tangan. Hal ini sesuai "dengan ketentuan pasal’ I868FHPerdata yang
menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukengan tulisan-
tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan.aAklii bawah tangan
merupakan akta yang sengaja dibuat olehspihak-skakliri dan tidak dibuat
oleh pejabat umum yang'mempunyal kewenangan menabiatyang oleh
para pihak digunakan.sebagal alat bukti telah denyea suatu perbuatan
hukum. Oleh karena/dibuat hanya sebatas pihak-phggk maka kekuatan
pembuktiannya /hanya sebatas jika para pihak mengakakta tersebut. Jika
para pihak mengakuinya.maka akta,dibawah tangaelet mempunyai
kekuatan pembuktian-'Sebagaimana aktawotentik. §kdanakta otentik
adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oldangrundang, dibuat oleh
atau dihadapan pejabat“umum yang berwenang uniudti itempat dimana
akta itu dibuat. Keistimewaan akta otentik yaknirapakan suatu alat bukti
yang sempurna. Dengan kesempurnaan akta otentdgaehlat bukti, maka

akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak pérliai atau ditafsirkan lain

3 R.Soeroso, Perjanjian di bawah tangan,(Jakantar Srafika,2010),hal.6
% Syaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaalar® Pembuatan Akta,hal.100
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selain yang tertulis dalam akta tersebut. Ada kmizemperbedaan dari akta

otentik dengan akta dibawah tangan, yaitu:

1. akta otentik mempunyai tanggal yang pasti sebagana&ta yang dibuat
oleh notaris sedangkan untuk akta dibawah tangargemai tanggal tidak
selalu demikian.

2. grosse dari akta otentik dalam beberapa hal memukgiuatan
eksekutorial seperti putusan pengadilan sedangdibséavah tangan tidak
pernah mempunyai kekuataan eksekutorial.

3. kemungkinanshilangnya akta dibawah, tangan lebilatbdari pada akta
otentiki

2.3.2 /Akta Notaris sebagal Akta Otentik

Akta Notaris merupakan alat bukti tertulis yang alikndaki para
pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum yanghmkan hak dan
kewajiban. Suatu Aktandapat menjadi alat bukti yasempurna apabila
memenuhi Syarat otentisitas sehingga akta_terseleatipakan akta otentik.

Akta Notaris berkedudukan sebagai akta otentik megrhentuk dan tata cara

yang ditetapkan dalam UUJN, halini sesuai dengseriuan dalam pasal 1

ayat (7) UUJN yang menegaskan'bahwa: Akta Notatedah akta otentik

yang dibuat oleh atau di;hadapan Notaris.menurtukedan tatarcara yang
ditetapkan dalam.undang-undang. Halitersebut. judakdng eleh pendapat

Philipus M¢'Hadjon mengénai syarat aktarotentilituyaindi dalam bentuk

yang ditentukan oleh undang-undang. (bentuknya bd&a)dibuat oleh dan

dihadapan Pejabat Umum..Dikemukakan pula olehsina®aerodjo, bahwa
ada 3 unsur_esenselia agar terpenuhinyassyarataffcsmatu akta otentik
yaitu®®: di dalam bentuk«yang ditentukan undang-undanigyuati oleh dan

dihadapan Pejabat Umum dan akta.yang dibuat obah dihadapan Pejabat

Umum yang berwenang untuk itu dan dimana aktaiiuad.

Kedua pendapat tersebut sesuai dengan ketentuaal (A&68

KUHPerdata yang merupakan sumber otensitas aktarisigiga merupakan

% G.H.S,Lumban Tobing,Peraturan Jabatan Notariss4al

3" Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 126

¥ Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanamdbnesia, (Surabaya: Arkola,
2003), hal. 148.
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dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengarasggarat sebagai berikut:
Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seoragb@t Umum, Akta itu
harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undamigsug dan Pejabat umum
oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, haruspusyai wewenang untuk
membuat akta tersebut.

Otentik tidaknya suatu akta (otentisitas) tidaktalkup apabila akta
tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umuata(id) saja. Namun

pejabat umum tersebut juga mempunyai wewematoly membuat akta

itu dan bentuk ikelbetsharuslah menurut
ketentua a . pngaada UUJN,
mengena : am pasal 38

di lik n.bahy g mat yang

or akt

Pukul, hari, té
ama leng U K otaris da tan
'otaris

Akta memua

R, ekerjaan,
dapathu orang
ereka Waki

b. Keterangan me linda g melagha

erupakar 'ij einginan pdrak yang

d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan,tgakedudukan

c. Isi aktay

berkepentingan

dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. .
3. Penutup atau Akhir Akta memuat:
a. Uraian tentang pembacaan akta
b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penagdatam atau

penerjemahan akta bila ada
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c. Nama lengkap, tempat kedudukan, dan tanggal Igtekerjaan,
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-$iaksi akta,

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang ted@adm pembuatan
akta atau uraian tentang adanya perubahan yangt dagrapa
penambahan, pencoretan atau penggantian
Perjanjian yang dibuat para pihak dalam Akta Netamengikat para

pihak yang terdapat dalam akta itu, oleh karenayarat-syarat sahnya suatu
perjanjian harus dipenuhi. Berdasarkan pasal 13PMHMRerdata ada dua
syarat sahnya peérjanjian, yaitu syarat subjekdif dyarat objektif. Syarat
subjektif berkaitan dengan subjek yang membua@pgan yang terdiri dari
kata «Sepakat "dan cakap. bertindak’ untuk melakukasusyerbuatan.
Sedangkan syarat objektif, berkaitan dengan objelg y@jadikan perbuatan
hukum oleh para pihak yang terdiri [daricsuatu leatentu dan sebab yang
tidak dilarang. .Syarat sahnya perjanjian’ tersebutujddkan dalam akta
Notaris. Syarat subjektif'dicantumkan /dalam_awdlaattan syarat objektif
dicantumkan dalam badan akta sebagal isi akta.aldg merupakan
perwujudan dari pasal 1338 KUHPerdata mengenaidaszen berkontrak.
2.3.3 Penggolongan AktaOtentik

L. Akta Relaas

Akta yang dibuat. oleh dpor)" Notaris atau._dalam ! praktik® Notaris

dinamakan.akta relaas atau akta pejabat, wyaitu yktg menguraikan

secara otentik mengenai.suatu tindakan yang dikkakau suatu keadaan
yang dilihat atau disaksikan serta.dialaminya.sérmleh Notaris saat
menjalankan jabatannya: Yang dapat..dikatakan sebegaas akta
misalnya berita acarasrapat para pemegang sahaeopan terbatas dan
sebagainya.

2. Akta Pihak

Akta yang dibuat dihadapan notaris atau yang dikamakta partij (partij

akten) atau akta pihak, yaitu akta yang dibuat aleflaris berdasarkan apa

yang diterangkan para pihak kepada notaris dalamaksenakan
jabatannya dimana para pihak ingin agar keterangfao perbuatan

tersebut dikonstantir oleh notaris didalam suatia @itentik. Yang dapat
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dikatakan partij akta misalnya Pernyataan Keputugapat (PKR)
perjanjian hibah, jual beli dan sebagainya.

Perbedaan kedua bentuk akta di atas dapat dildwatbeéntuk akta-
aktanya, dimana pada partij akta (dibuat dihadapataris) ada keharusan
tandatangan dari penghadap sedangkan hal tersdbalt merupakan suatu
keharusan pada akta relaas (dibuat oleh notarspbBdaan kedua bentuk
akta tersebut berpengaruh dalam kaitannya dengarbgy&n pembuktian
sebaliknya terhadap isi akta. Untuk,akta relaaydaapat digugat jika akta
tersebut palsu sedangkan pada partij akta. dapagyaignengenai isi dari akta
tersebut tanpa menuduh kalau aktanya palsu.

2.3.4 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Dalam penjelasan umum UUJN.disebutkan bahwa aki@iaoyang
merupakan akta otentikumemiliki| kekuatan sebagai Bukti tertulis, yang
terkuat ‘dan terpenuh. Dengan demikian®apa yangathkgn dalam akta
notaris ‘harus dapat_diterima, kecuali pihak yangkdg@ntingan .dapat
membuktikan hal yang sebaliknya secarajmemuaskhadéipan persidangan
pengadilan®® Pada dmumnya akta notaris mempunyai 3 macam kakuat
pembuktikan, yakni :

1o Kekuatan Pembuktian‘Lahiriah

Kemampuan.lahiriah akta ‘notaris, merupakan kemammlda itu
sendirt untuk membuktikan keabsahannyarsebagai atkiatik. Jika dilihat
dari lahirya sebagai akta otentik serta sesuagaleraturan hukum yang
sudah ditentukan_mengenaissyarat akta_otentik, naddka tersebut berlaku
sebagai akta otentik-sampai terbukti “sebaliknyéinya sampai ada yang
membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otesitara lahiriah. Dalam
hal ini beban pembuktian ada pada_pihak yang mejkgdrkeotentikan akta
notaris. Parameter untuk menentukan akta notabagse akta otentik yaiu
tanda tangan dari notaris yang bersangkutan bail y@rdapat pada minuta
dan salinan serta adanya awal akta sampai aktar akka ada yang menilai
bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syaratgselakta, maka yang

bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta terssbcdra lahiriah bukan

39 Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, hal.
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akta otentik. Penilaian pembuktiannya harus didasampada syarat-syarat
akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semaai harus dilakukan
melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat hdapat membuktikan
bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatikan akta notaris.
2. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa se&egadian dan
fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukarhaletaris atau diterangkan
oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yangntero dalam akta sesuai
dengan prosedur’ yangs sudah ditentukan. dalam peerbuaitta notaris.
Artinya bahwa/ pejabat yang bersangkutan telah meksa dalam tulisan
sebagaimana. yang tercantum dalam /aktaitu dan &ewmerdari apa yang
diuraikan oleh 'pejabat dalam akta itu merupakangyaiiakukan dan
disaksikannya  dalam" jabatannya itu. Secara form@alku membuktikan
kebenaran dan.kepastian tentang hari; tanggalnbiabun, waktu menghadap
dan para pihak yang menghadap, paraf dan tandartgaga pihak, saksi dan
notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, digaks didengar oleh notaris,
dan‘mencatatkan keterangan atau pernyataan pata pih

Jika aspek formal 'dipermasalahkan oleh para piméka harus
dibuktikan dari formalitas akta _itu, waitu harus pda membuktikan
ketidakbenaran _hari,..tanggal, , bulan;, tahun__dan wakhenghadap,
membuktikan .ketidakbenaran / mereka yang:. menghadapmbuktikan
ketidakbenaran;apa yang dilihat, disaksikan daerajer oleh notaries, juga
harus: dapatsmembuktikan ketidakbenaran pernyatésn leterangan para
pihak yang disampaikan di hadapan notaris.dan &dienaran tanda tangan
para pihak, sakst, dan notaris ataupun ada progeshbuatan akta yang tidak
dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermbkala akta tersebut
harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkpek formal dari
akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketiéggldoan tersebut, maka
akta tersebut harus diterima siapa pun.

Pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibbatidpan atau oleh
notaris tidak dilarang untuk melakukan penyangkatas aspek formal akta

notaris. Penyangkalan tersebut harus dilakukan atergyatu gugatan ke
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pengadilan umum dan penggugat harus dapat membokb&hwa ada aspek
formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akiag bersangkutan,
misalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah meresmghadap notaris
pada hari tanggal bulan tahun dan pukul yang tetsghlam awal akta atau
merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta barkda tangan dirinya.
3. Kekuatan Pembuktian Materil

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, ®ahpa yang
tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang eshladap pihak-pihak
yang membuat akta atau'mereka yang mendapat habedaku untuk umum,
kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya tidakny@akenyataan yang
dibuktikan oleh'suatu akta otentik, namun isi @te itu dianggap dibuktikan
sebagai . yang benar terhadap setiap /orang yang I@erdibuatkan akta
tersebut sebagai alat bukti.. Keterangan atau pe&rayayang dituangkan
dalam akta pejabat atau. keterangan para pihak gieagnpaikan. dihadapan
notaris dan para pihak ‘harus dinilai benar. Jikayegta keterangan para
penghadap tersebut menjadi tidak benar maka hegltet menjadi tanggung
jawab para pihak Sendiri. Dengan demikian, isi akt#aris mempuyai
kepastian sebagai yangssebenarnya, menjadi buidi sah.
2355 Minuta Akta, Salinan Akta.dan Kutipan Akta

Pengertian. minuta-akta dalamwhal_ini.dimaksudkata a@sli yang
disimpan dalam protokol Notaris. Dalam minuta:inga tercantum asli tanda
tangan, paraf para penghadap, para saksi‘dan 8jatanvoi, dan bukti-bukti
lain yang untuk. mendukungsakta yang,dilekatkan padauta akta tersebut.
Akta dalm bentuk In.Minuta wajib disimpan Netamsheri nomor bulanan dan
dimasukkan ke “dalam buku’ daftar akta, notaris (Repem) serta diberi
nomor Repertorium. Akta Notaris yang dibentuk dalaemtuk Minuta dapat
dibuatkan salinannya yang sama bunyinya sesuai atlengermintaan
penghadap, orang yang memperoleh hak atau parawabisnya, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangéeh d\otaris yang
bersangkutan atau pemegang protokolnya.

Disamping itu, dikenal pula akta Notaris dalam b&nin Originali,

artinya semua tanda tangan, paraf dan catatanipinggvoi) tercantum dalam
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akta dan dalam akta In Originalu hanya dibuat sgdlagang dibutuhkan, dan
Notaris tidak wajib untuk menyimpan akta dalam bkrith Originali ke dalam
bundel akta Notaris bulanan, meskipun diberi nomdanan dan dimasukkan
ke dalam buku daftar akta Notaris (Repertorium)tasediberi nomor
Repertorium. Akta dalam bentuk In Originali tidakapat diberikan
salinanny&’.

Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dadrsklakta dan pada
bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberge@bagai salunan yang
sama bunyinya”.«Salinan akta dapat dikeluarkan j&@a akta dalam
Minutanyasyang sama bunyinya.

Kutipan ‘Akta adalah kutipan kata demi kata darusatau beberapa
bagian dari akta, dan pada bagian bawah kutipan &k@antum frasa
“diberikan sebagai kutipan”. Kutipan ini diambil rd@ebagian Minuta Akta,
pengutipan dilakukan sesuai. dengan permintaan hansgngkutan. Kutipan
dari. Minuta‘akta tersebut ditempatkan pada_isi akia, pada akhir akta
dituliskan diberikan sebagai kutipan.

2.4 Pelaksanaan Jabatan Notar is
241 Pelaksanaan Jabatan Notaris. Menurut Undang-Undang Jabatan
Notaris
Dalam ruang lingkup UUJN. tugas pelaksanaan:jabBi@taris yaitu
membuat alat bukti berupa akta otentik yang diikgmoleh para pihak untuk
suatu/tindakan. hukum tertentt, dansalat bukti terséerada dalam tataran
hukum perdata. Notaris membuat akta tersebut kaaeleapermintaan dari
para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaamatar pihak, Notaris
tidak akan membuat akta apapun. Notaris membuatktnyang dimaksud
berdasarkan alat bukti atau keterangan para pilaalg ydinyatakan atau
diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihad#yataris. Selanjutnya,
Notaris membingkainya secara lahiriah, formil daatenl dalam bentuk akta

Notaris dengan tetap berpijak pada prosedur perabuakta dan aturan

‘0 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia,hal. 46
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hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yangdgkan dalam akfa.
Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris dagatmemberikan nasehat
hukum sesuai permasalahan yang ada. Nasehat hukugndiberikan kepada
para pihak tersebut dan kemudian dituangkan dalde y@mng bersangkutan
tetap sebagai keinginan atau keterangan para pdrakbersangkutan.
Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pekdsatugas
jabatan yang Esoterik, diperlukan pendidikan khugais kemampuan yang
memadai untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Méotilam menjalankan
tugas jabatannyasharus mematuhi berbagai ketedaiam UUJN. Dalam hal
ini diperlukan kecermatan, ketelitian dan ketepatdak hanya dalam teknik
administratif membuat.akta,.tapi juga penerapapdmai aturanshukum yang
tertuang. dalams, akta' yang bersangkutan untuk pamagh@elap dan
kemampuan menguasaiskeilmuan bidang Notaris sddaraus dan hukum
pada umumnyas
Dalam asas-asas' pemerintahan yang_baik dikenalagaassebagai

berikut*?: Asas persaman, Asas kepercayaan, Asas kepastlarmh Asas
kecermatan, Asas pemberian alasan, Larangan pagyalaan wewenan dan
Larangan bertindak sewenang-wenang. Wntuk kepeanipglaksanaan tugas
jabatan Notaris,” ditambah _dengan wasas proporsiasalidan’ asas
profesionalitas. Asas-asasr tersebut dapat.diadegisagai i asas-asas yang
harus dijadikan’pedoman dalam menjalankan tugastgabNotaris, sebagai
asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yanddmgan substansi dan
pengertian Untuk kepentinganNotarisisebagai bériku
a. Asas Persamaan

Pada awal kehadiran Notaris di Indenesia, kewenmangaterbatas dan

hanya untuk melayani golongan penduduk tertenta. &gsuai dengan

perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjbdgian dari

masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN damak

meneguhkaninstitusi Notaris. Dalam memberikan @elap kepada

*! Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif tathp Notaris Sebagai Pejabat
Publik, hal. 121

“2 philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Adminisiréandonesia, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 270

3 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 34
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masyarakat Notaris tidak membeda-bedakan satu deymyag lainnya
berdasarkan keadaan social-eonomi atau alasarnydaiffanya alasan
hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris tdapak
memberikan jasa kepada yang menghadap. Bahkan dedauaan
tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum diahigl kenotariatan
secara cuma-Cuma kepada yang tidak mampu.

Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan syjabatan kepercayaan lgang selaran
dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Bl@e@bagai orang
yang{dapat dipercaya. Salah satu bentuk dari, Motmbagai jabatan
kepercayaan , maka Notaris mempunyai kewajibankumierahasiakan
segala sesuatu mengenal akta yang dibuatnya dabasketerangan
yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengapasujabatan,
kecualt undang-undang. menentukan.ain.

Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajipds®man secara
normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dersgaala tindakan
yang akan diambilsuntuk kemudiansdituangkan daldta.aBertindak
berdasarkan’ aturan<hukum yang berlaku akan menapeldepastian
kepada para.pihak,.bahwa akta yang.dibuat di hadaiaa oleh Notaris
telah .sesuai dengan’ aturan hukum yang berlakupggdijika terjadi
permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedaiempara pihak.
Asas Keeermatan

Asas kecermatan'merupakan penerapan dari pésalydt 1 huruf a,
antara lain" dalam.menjalankan ‘tugas jabatannyabwhgrtindak
seksama. Pelaksanan iasas kecermatan dalam pemlakasardapat
dilakukan dengan melakukan pengenalan terhadap hpdag
berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepadariéptmenanyakan,
mendengarkan dan mencermati keinginan para pihakjarnksa bukti
surat, memberikan saran, melakukan pembacaan, geaaganann,
memberikan salinan dan pemberkasan minuta.

Asas Pemberian alasan
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Setiap akta yang dibuat dihadapan Notaris hammpaonyai alasan dan
fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkuteu ada
pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepadagsrghadap.
Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindalary dilakukan oleh
Notaris di luar wewenang yang telah ditentukana likdakan Notaris
merugikan para pihak, maka para pihak dapat mety@nggantian
biaya ganti rugi dan bunga’kepada Notaris.

Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapaentukan tindakan
para pihak dapat “dituangkan dalam /bentuk akta iotaiau tidak.
Sebelum ‘'sampai pada Kkeputusan seperti itu, Notdregus
mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yanerlithigtkan
kepada Netaris.” Dalam hal ini’ Netaris mempunyaiapan untuk
menentukan suatu tindakan dapat dituangkandalamaa&u tidak, dan
Keputusan yang diambil harus didasarkan pada afagam yang harus
dijelaskan kepada para pihak.

Asas Proporsionalitas

Dalam pasal 16+ayat 1 _huruf a,.Notaris dalam meanlan® tugas
Jabatannya wajib.bertindak menjaga.kepentingan pduak yang terkait
dalam® perbuatan = hukum . atau"wajib “»mengutamakan adany
keseimbangan antara_hak dan.kewajiban para pihag§ yenghadap
Notaris:suNotaris  jugasrdituntuty, untuk  senantiasa aesgar dan
mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakarituangkan
dalam akta Notaris; sehingga: kepentingan para ptbgkga secara
proposiona yang kemudian dituangkan ke dalam beakté&Notaris.
Asas Profesionalitas

Dalam pasal 16 ayat 1 huruf d, Notaris wajib menkan pelayanan
sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali adsaralaintuk
menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian Notadialam
menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dde Ktik Jabatan

Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam memlkdm tugas
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jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakatétanyang dibuat

di hadapan atau oleh Notaris.
2.4.2 Pelaksanaan Jabatan Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang

Perseroan Terbatas

Pelaksanaan Jabatan Notaris dalam membuat aktakaieiak hanya
didasarkan karena adanya kehendak dari para pdrak menginginkan suatu
alat bukti tetapi juga karena adanya keharusan géetapkan oleh undang-
undang. Salah satu undang-undang yang mengharuskaio perbuatan
hukum dibuat dalam akta notaris yakni Undang=Undising 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan Jabatsari-ketentuan UUPT
Tahun' 2007 dapat ditemui. dalam pendirian perseoedmatas, perubahan
anggaran dasar»dan pembuatan risalah/RUPS.
2.4.2.1 Pendirian Perseroan Terbatas

Setiap orang yang akan; mendirikan perseroan  haresnemuhi
sejumlah syarat sesuai ketentuan perundang-undayayemn berlaku. Selain
memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam Anggakzasar; terdapat
beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pengieiesseroan sah sebagai
badan hukum. Syarat-syarat tersebut bersifat kuihudatinya apabila salah
satu dari syarat-syarat.itu tidak terpenuhizmakadpean sebuah PT dapat
dianggap tidak sah.sebagai badan hukum.. Syaradtsiensebut antara lain
sebagai berikut:
a. Didirikan'dua orang atau.lebih

Dalamwpasal 7 ayat 2rUUPTyTahun 2007 ditentukanvhapendiri
perseroan ‘harus dua“orang atau lebih:wPendiriaseman juga harus
berdasarkan perjanjian dari para‘pendiri..Hal tarsditegaskan pada pasal 1
ayat 1 UUPT Tahun 2007 bahwa:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Parsexdalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikenddsarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modakrd yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi peataparyang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peratpedeksanaannya.”

Hal tersebut juga dinyatakan pada pasal 1313 KUtHRarbahwa perjanjian
pendirian perseroan dilakukan secara konsensualkdatraktual. Artinya,
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bahwa pendirian perseroan dilakukan oleh para peaths persetujuan,
dimana para pendiri antara satu dan yang lain rkatigin dirinya untuk
mendirikan perseroaff.
b. Pendirian berbentuk akta Notaris dalam bahasa esian

Pendirian Perseroan tersebut harus dibuat secdnéistelalam bentuk
akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan tidak dmebentuk akta di bawah
tangan. Akta Notaris tersebut tidak hanya berfursgdiagai alat bukti atas
perjanjian pendirian perseroan. Akan tetapi, aktataNs tersebut juga
berfungsi sebagai’syarat agar perseroan, tersebodapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak'Asasi Manusia.
c. Setiap Pendiri wajib mengambil bagian saham
Ketika para pendiri menghadap Notarisuntuk membl&t pendirian, setiap
pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan.
d. Memperoleh.keputusan pengesahan status badan hukum
Perseroan harus memperoleh status badan_hukumleliercstatus tersebut
bertepatan dengan tanggal dikeluarkannya Keputldanteri mengenai
pengesahan badan hukum perseroan.
2.4.2.2 Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar imerupakan dokumen yang berisi atumt@nnal dan
pengurusan perseroan.. Ketentuan pasal,15.ayatYPT 2007 menegaskan
Anggaran Dasar Perseroan sekurang-kurangnya. hammsiat hal-hal berikut:
nama dan tempat kedudukan perseroan; maksud ‘daantgerta kegiatan
perseroan; jangka waktu _berdirinya'perseroan; hgagumlah modal dasar,
modal ditempatkan dan‘modal disetor; jumlah sahdasifikasi saham, dan
nilai nominal setiap saham;’ nama jabatan dan juraladpgota direksi dan
dewan komisaris; RUPS; \Tata eara pengangkatan, gaetign dan
emberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisarga Tara penggunaan
laba dan pembagian dividen. Anggaran Dasar Persetessebut dapat
mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasaapktet oleh RUPS.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT 2@6% membuatan

perubahan Anggaran Dasar yakni harus dimuat atayatdikan dalam Akta

*4 Orinton Purba, Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Konissdan Direksi Perseroan Terbatas
Agar Terhindar Dari Jerat Hukum, hal. 23
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Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketertersebut memberikan
pilihan atas bentuk akta pihak atau akta relaasigBe demikian, RUPS
perubahan anggaran dasar dapat dibuat baik defkg@anataris dalam bentuk
akta relaas maupun dalam bentuk akta “Pernyatapotdsan Rapat” (PKR).

Akta PKR dikenal di dalam praktek kenotariatan seloeya merupakan
penemuan hukum dalam kaitannya dengan bentuk aktaPiR adalah suatu
akta notaris yang pada dasarnya bersumber padais&lah rapat dibawah
tangan dan hasil keputusan.rapatnya yang dinyataledam bentuk akta
notaris (akta pihak). Ketentuan pasal 21 ayajg4yat (5) UUPT 2007 telah
memberikan kemungkinan dibuatnya keputusan perubamggaran dasar
yang.berasal dari akta risalah rapat dibawah taagaikan dalam waktu 30
hari dinyatakan dalam akta. notaris dalam bentuk PKR

Menurut penjelasan pasal 21 ayat (5) UUPT 2007,gydimaksud
dengan “harus_dinyatakan dengan akta notaris” adazus dalam bentuk
akta pernyataan keputusan rapat atau akta peruddhafpabila berita acara
rapat yang berisi keputusan RUPS perubahan AD tdiaduat dalam akta
berita acara yang dibuat oleh notaris, maka. bextara itu “harus “harus
dinyatakan dalam aktasnotaris”; Sebaliknya, kalauith acara rapat yang
berisi keputusan RUPS.itu dimuat dalam.akta bexttara rapat yang dibuat
oleh Notaris, dengan..sendirinya sudah.langsung tkepn. RUPS atas
perubahan/AD.itu telahdinyatakan dalammAkta Netari

Perubahan Anggaran _Dasar diklasifikasi menjadi Rniygerubahan
Anggaran Dasar_tertentu. yang harus.mendapatkamtpgran Menteri dan
perubahan “Anggarans'Dasar yang cukup:.diberitahukepada Menteri.
Sehubungan dengan hal'tersebut, terdapat ketemlaksanaannya yakni
PERMEN No. M-01 HT"01-10/2007..Mengenai perubaharggaran Dasar
tertentu yang harus mendapatkan persetujuan Mentakia sesuai ketentuan
Pasal 8 ayat 3 PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007 Netaebagai kuasa
Direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atajerDAHU. Notaris
mengajukan permohonan persetujuan perubahan Aéntaerkepada Menteri

atau Dirjen AHU berdasarkan akta pernyataan kepuotwapat yang dibuat

“*M Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas,(JaRaréa Grafika,2009), hal. 201
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Notaris yang bersangkutan. Sedangkan mengenai gif@anbAnggaran Dasar
yang cukup diberitahukan kepada Menteri, maka $dsiantuan Pasal 12
ayat 3 PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007 Pemberitahpanubahan AD
kepada Menteri atau Dirjen AHU disampaikan oleh axist selaku Kuasa
Direksi Perseroan.

Pelaksanaan jabatan Notaris terkait perubahan esggasar Perseroan
adalah Notaris mengajukan permohonan persetujuanbgean Anggaran
Dasar tertentu kepada Menteri atau Dirjen AHU bsadean akta Notaris
berupa Berita Acara RUPS atau Pernyataan Keputapat.

2.4.2.3 Pembuatan Risalah RUPS

RUPS terbagl menjadi dua yaitu RUPS Tahunan danRLIRr Biasa.
RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tahun, dilaksanaleh Direksi dalam
batas jangka wakiu yang ditentukans/undang-undakgiy@ (enam) bulan
setelah tahun buku terakhir. Sedanngkan RUPS lajraalam praktik dikenal
dengan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) /dapat diadakampsetaktu dan
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Kententuan mengenai Risalah RUPRS, diatur dalam @salUPT No.
40 Tahun 2007. RisalahsRUPS/ berisikan. keputusaotlepn ‘yang diambil
pada waktu pelaksanaan ; RUPS  sampai..RUPS itu beral8etiap
penyelenggaraan <« RUPS® wajib . dibuat wrisalahnya.. Oledrena itu,
pembuatannya /bersifat ‘imperatif. RUPS yang tidaéluali risalahnya, tidak
sah dan dianggap tidak pernah adas/Akibatnya, &ajding diputuskan dan
ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksandR@erdasarkan pasal 90 ayat
(1) UUPT, risalah RUPS<wajib ditandatangani. Apabisalah RUPS tidak
dibuat dengan akta notaris yang dibebani kewajibatnk menandatangani
adalah Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) @m@emegang saham yang
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Maksud damapdatanganan tersebut
untuk menjamin kebenaran dan isi risalah RUPS.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 90 ayat (2alah RUPS yang dibuat
dengan akta notaris, tidak disyaratkan harus dittamgdjani ketua rapat dan 1

“®1bid, hal. 340
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(satu) orang pemegang saham. Risalah RUPS yangtdibngan akta notaris
bila tanpa ditandatangani, isi yang terdapat diamialya dianggap pasti
kebenarannya. Hal ini sesuai dengan fungsi yuaklia notaris sebagai “akta
autentik”. Sesuai ketentuan Pasal 1870 KUHPerdsiaju akta autentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuvaleflig) tentang apa yang
dimuat di dalamnya dan mengikat kepada para piteig ynembuat serta
terhadap orang yang mendapat hak dari mefeka.

Pelaksanaan Jabatan Notarissdalam RUPS hanyaabeeddtif, karena
RUPS dapat dilakSanakan dengan atau tanpa kehadianis. Notaris baru
akan melakukan pelaksanaan jabatannya dalam RUBK Wdotaris yang
bersangkutan. diminta untuk.menyaksikan RUPS tets#doumenuangkannya
dalam bentuk akta Relaas, berupa Akta Berita Acl®&R Sedangkan bila
RUPS dilaksanakan tanpa ' kehadiran .Notaris, makaarlsotbaru . akan
melakukan pelaksanaan,jabatannya ketika Notarig pensangkutan diminta
untuk membuat akta partai berupa akta PKR yangsditan pada RUPS
yang dibuat dibawah tangan

2.5 Kasus Posisi

Sebagaimana’ telah.dipaparkan dalam bab sebelurbalivadalam
praktek, Notaris sering.dilibatkan dan rentan.meatlagugatan dari para pihak
yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu ak@angkan sengketa yang
terjadi bukanlah antara para pihak dengan notagisgmngat notaris bukan pihak
dalam akta yangydibuatnya. Namun, tidak dapat djbuinbahwa ada kalanya
Notaris di dalam melakukan pembuatan akta jugatdapiakukan kesalahan atau
kelalaian dan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksa jabatannya baik
disengaja maupun karena kekhilafan. Hal ini dajpldtad dari contoh peristiwa
hukum yang terdapat dalam suatu kasus terkait peaerdua salinan Pernyataan
Keputusan Rapat dan Berita Acara Rapat yang akalpadkan di bawah ini.

PT. Asri Nusa Mandiri Prima (selanjutnya diseblit ANMP) merupakan
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkéum Indonesia yang

anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian riarZfgal 16 Desember 1996.

“"bid hal. 340
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PT ANMP merupakan perusahaan yang bergerak daldandpikehutanan dan
berkedudukan di Pekanbaru. Susunan kepengurusakegamilikan saham PT.
ANMP pada saat itu adalah Tuan R selaku Direktuantdt memiliki saham
sejumlah 1260 lembar saham, Tuan E selaku Komisaemiliki 840 lembar
saham dan Tuan TJ selaku Komisaris Utama memilikiD2embar saham serta
cadangan milik perusahaan sejumlah 1400 lembansaha

Berawal dari PT ANMP yang mengalami kesulitan ks karena tidak
dilakukan pembayaran tagihan sebesar.Rp. 3.900000.(tiga milyar Sembilan
ratus juta rupiah) oleh PT SSS milik Tuan TJ. yamgajsebagai pemegang 2100
saham PT ANMP; maka terjadi pembicaraan antaran Higan Tuan R untuk
mengatasi kesulitan keuangan.tersebut dan kemubis@pakati bahwa Tuan E
akan menjual saham,yang dimilikinya sejumlah 840bar saham kepada Tuan R
sebagaimana surat perjanjian yang dibuat paddrfadmi tanggal 7 Maret 2007.

Namun keesokan harinya, Tuan /R tanpa sepengetahuam E telah
datang ke Kantor Notaris A dan menemul salah s&ff slotaris A untuk
menyerahkan draft notulen Rapat Umum Pemegang ShhanBiasa PT ANMP
yang pada pokoknya berisi mengenai persetujuan::

a. pengeluaran sahamscadangan perseroan sebanyalefiti®y saham atau
sebesar Rp.140.000:000,- (seratus empat puluhriygiah) dan dijual
kepada Tuan R.dan.telah disetor kepada perusahaan.

b. jual beli sabham antara seluruh”saham:milik \Tuan epala Tuan R
sebanyak 840 lembar saham atau sebesar Rp.84IM0R0(delapan
puluh empat juta rupiah)

c. pengunduran-diri-Tuan E selaku “Komisaris dan megign Tuan F
sebagai Direktur.

d. perubahan susunan Direksi dan Komisaris
Pada tanggal 9 Mar@007 Tuan E datang ke kantor Notaris A dengan dan

menandatangani Pernyataan Keputusan Rapat (PKRyrnddntanggal 9 Maret
2007 yang dibuat atas dasar notulen RUPS-LB di haaagan yang dibawa oleh
tuan R satu hari sebelumnya. Kemudian tanggal 1&#ve007, PKR nomor 40
tersebut beserta minuta aktanya didaftarkan ke iD&pan Hukum dan HAM.

Sedangkan salinan aktanya diserahkan kepada Tu@at&lah menerima salinan
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akta PKR tersebut ternyata diketahui bahwa tidakuseapa yang tertuang dalam
akta tersebut sesuai dengan kebenarannya. Tuamy& In@aenyetujui penjualan
saham miliknya sejumlah 840 lembar saham bukanup&r saham cadangan
milik perusahaan yg berjumlah 1400 lembar sahanad@puan R. Namun sejak
dikeluarkannya PKR RUPS-LB Nomor 40 Tanggal 9 M&@®7 maka seluruh
saham cadangan milik PT ANMP yang berjumlah 14@@ aenilai 140.000.000
menjadi milik tuan R sepenuhnya. Hal tersebut mkibg#ékan Tuan E kehilangan
haknya atas saham cadangan tersebut yaitu seba@@akdari 1400 lembar
saham cadangan perusahaan yaitu 280 lembar saharsekitar Rp. 28.000.000,-
dan tuan E juga belum menerima hasil penjualanmsamgiknya dari tuan R
sebanyak 840 saham atau. sekitar Rp. 84.006.000,

Tuan. E'kemudian protes karena merasa tidak perigalaldan rapat dan
RUPS ' tersebut tidak mencapai. kuorum kehadiran yakdimaka seharusnya
tidak dapat dibuatkan Akta Pernyataan KeputusaraR&ehubungan.dengan hal
tersebut, Tuan/R datang lagi ke Notaris A untuk_imesh akta. risalah RUPS-LB
yang seolah-olah dihadiri semua pemegang sahanmarairakta risalah RUPS-LB
tersebut dibuat dengan nomor dan jtanggal yang skngan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat dan ternyata Risalah' RUPS=L B tetsielak ada minutanya.

Oleh karena Tuan:Esmerasa tertipuymaka Tuan Eposdan-Tuan R
kepada polisi yang kemudian.@di proses Pengadilayeil®ekanbaru atas tuduhan
melakukan tindak< pidana menempatkan ‘keteranganu padédam  suatu akta
otentik. Selanjutnya dalam proses pembuktian digadilan diketahui terdapat
alat bukti tertulisyberupa 2 (dua) salinan,aktaanstyangsdibuat Notaris A di
Pekanbaru, yakni salinan-akta Pernyataan Kepuidapat RUPS-LB PT ANMP
No. 40 dan salinan-akta Berita Acara RUPS-LB Na.Ké€dua salinan tersebut
dibuat dengan nomor yang-sama, pada.hari tanggalvdktu yang sama namun
penghadapnya berbeda, dan salah satunya diterbithgpa ada minuta yang
mendasarinya.

Tuan R yang merasa dirugikan karena dipidana perfjatahun kaena
dianggap memberikan keterangan palsu dalam suata&htik sehingga nama
baiknya tercemar, melaporkan dugaan pelanggaratamabyang dilakukan oleh

Notaris A kepada Majelis Pengawas Wilayah Notansvidsi Riau. Dari hasil
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pemeriksaan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yadgampaikan, maka
diketahui bahwa Notaris A telah melakukan kesalatiamana telah menerbitkan
Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT ANMP Nomortatggal 9 Maret
2007 dan pada saat yang sama telah pula meneridtd@a Acara RUPS-LB PT
ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007. Kedua salitersebut dibuat dengan
nomor yang sama, pada hari tanggal dan waktu yamg $ramun penghadapnya
berbeda, dan Berita Acara RUPS-LB diterbitkan targma minuta yang
mendasarinya.

Kemudian Majelis Pengawas Notaris:berdasarkan lpesileriksaannya
menilai bahwa Notaris A telah melanggar ‘Pasal 18 &) huruf a UUJN yang
menyatakan bahwa: “Dalam .menjalankan jabatannyaari$otberkewajiban
bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dnenjaga kepentingan pihak
yang terkait dalam perbuatan hukum?” junctorPasahy (2) yang menyatakan
bahwa,‘dalam daftar akta sebagaimana dimaksud qogata(1) Notaris.setiap hari
mencatat semua akta_yang dibuat oleh atau dihadgpamaik dalam bentuk
Minuta Akta maupun originali tanpa sela-sela kosommsing-masing dalam
ruang yang. ditutup dengan garis-garis tinta, denmgancantumkan noemor urut,
nomor bulanan, tanggal, sifat'akta dan nama ‘semargoyang bertindak baik
untukdirinya sendiri maupun:Sebagal kuasaerang la

Akibat dari pelanggaranryang dilakukan Notaris Akmalotaris A dikenai
sanksi Teguran Lisan oleh=Majelis Pengawas  Wilalaitaris Provinsi Riau.
Tuan R merasa putusan tersebut tidak.mencerminksan keadilan dan sanksi
yang dikenakanwuntuk Notarist’/A terlalu.ringan. Olkérena itu, Tuan R
mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat.Natangan permohonan agar
Notaris A dijatuhi sanksi yang lebith"berat 'dan akta40 tanggal 9 Maret 2007
dinyatakan sebagai hanya mempunyai kekuatan pemhuébagai akta dibawah
tangan atau menjadi batal demi hukum. Tuan R jugayampaikan beberapa
dalil salah satunya mengenai notulen RUPS LB PT ANj)ng tidak kuorum
karena tidak dihadiri oleh 2/3 pemegang saham.iéofamembantah dalil-dalil
Tuan R dan memberikan beberapa tanggapan salatysatnengenai persyaratan
penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.a#ggal 9 Maret 2007

tersebut akan dilengkapi oleh Tuan R kemudian.|&etmemeriksa fakta-fakta
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hukum, bukti-bukti dan dalil-dalil dari Terbadingud Pembanding maka Majelis
Pengawas Pusat Notaris menolak permohonan bandiag R dan menguatkan

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris ProvitsiRlo.W4.08 AH.0209.

2.6 Analisis Yuridis Mengenai Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam
Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara Rapat
PT. ANMP

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulssia ini yang
bertujuan untuk menganalisis dan menelusuri- mengsanaksi menurut UUJN
terhadap pelanggaran dalam penerbitan Akta Pemnydteputusan Rapat dalam
Putusan.Nomor 02/B/MJ.PPN/V/11I/2010 dan akibat hmkterhadap penerbitan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut, maka gieasln analisis yuridis ini
akan dibagi dalam dua sub' bab yang .masing-masiram aecara khusus
membahas mengenai sanksi ‘atas pelanggaran dalarbiem akta Pernyataan
Keputusan Rapat dan._akibat' hukum terhadap penerbiida Pernyataan
Keputusan Rapat.

2.6.1 Sanks. Menurut UUJN Terhadap Pelanggaran mengenal penerbitan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Putusan M ajelis Pengawas
Pusat Nomor 02/B/MJ«PPN/V111/2010
Sebagaiaman. telah dipaparkan dalam.bab._sebelumalyaab Notaris

dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput pelanggaran-pelanggaran

baik yang disengaja maupun yang tidak. disengajmnBearan yang dilakukan

Notaris tersebutsmemungkinkansNotarisyberurusargaerpertanggungjawaban

secara hukumiggal responsibilty) yakni berupa..sanksi baik secara perdata,

administrasi maupun pidana.

Sanksi terhadap Notaris menunjukkan Notaris buldragai subjek yang
kebal terhadap hukum. Dalam UUJN diatur bahwa ketotaris dalam
menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukamanggjaran, maka Notaris
yang bersangkutan dapat dikenai atau dijatuhi saréesipa sanksi perdata dan
sanksi administrasi yang terdapat dalam pasal 8488aUUJN. Sanksi tersebut
merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitargae akta yang dibuat
dihadapan atau oleh Notaris. Artinya ada persyaragatentu atau tindakan
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tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipendehd\otaris dalam menjalankan
tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangag tgnantum dalam UUJN,
Kode Etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat mel@kan kehormatan dan
martabat Notaris.

Dari uraian kasus posisi di atas, dapat diketalahiwa terdapat dua
salinan akta dengan nomor dan tanggal yang samb.térsebut dibuktikan
dengan Notaris A yang telah menerbitkan Akta PaaayaKeputusan RUPS-LB
PT ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret:2007 dan pada gaafj sama telah pula
menerbitkan Berita Acara RUPS-LB PT ANMP ‘Nomor dAdgal 9 Maret 2007.
Kedua salinan tersebut dibuat dengan nomor yan@,spada.hari tanggal dan
waktu yang sama namun penghadapnya berbeda, daa Bearanya diterbitkan
tanpa ada minuta yang mendasarinya.

Terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesumjadeketentuan pasal
21 ayat (5) UUPT 2007 untuk ‘membuat akta Pernyatagmutusan Rapat dimana
RUPS yang dilaksanakan dibawah tangan harus dkegmtdalam akta Notaris
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keputuR&)PS. Berkenaan dengan hal
tersebut, Notaris diberi’kewenangan untuk membktt atentik_sesuai dengan
ketentuan pasal 15 UUJN..Dalam pelaksanaan kewanagg, Notaris A secara
tidakllangsung dapat'dikatakan telah melanggankeae dalam pasalhl6 ayat (1)
huruf-a,b,c, dan d_yang.menyatakan bahwa. dalam ataekgn jabatannya
Notaris berkewajiban :

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri," tidak' berpihaland menjaga
kepentingan.pihak yang.terkait dalam perbuatanmuiku

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimgansebagai
bagian dari Protokol Notaris

c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipata berdasarkan
Minuta Akta

d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dafatang-undang
ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Mengenai pelanggaran terhadap kewajiban Notarig yardapat dalam
pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan rigoveajib bertindak jujur,
seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kemsn pihak yang terkait
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dalam perbuatan hukum, hal ini dapat dibuktikan tiadakan Notaris A yang
menerima pembuatan akta Pernyataan Keputusan RpatANMP tanpa
kelengkapan syarat atau data-data yang seharuspgaudii Tuan R dalam
pembuatan akta PKR tersebut yakni surat kuasa dda terkait kuorum
kehadiran. Seharusnya Notaris A memeriksa terlethdihulu kelengkapan
persyaratan penerbitan akta PKR dengan seksamaelitarsebelum membuat
akta tersebut.

Pelanggaran kewajiban terkaitypasal 16 ayat (1ufhbr dan c yang
menyatakan Notaris.erkewajiban membuat akia dakxmuk Minuta Akta dan
menyimpannya sebagai: bagian dari Protokol Notaren doerkewajiban
mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta/atau Kutipkia berdasarkan Minuta,
hal ini terbukti dari tidak adanya minuta yang masetirdibuatnya Berita Acara
RUPS-LB PT ANMP. Bahwa Salinan akta adalah salikata demi kata yang
sama sekali sama.bunyinya. dengan asli akta: Da@rmihsalinan Berita Acara
RUPS-LB tidak ada minutanya, dengan /demikian jdlaBwa salinan Berita
Acara RUPS-LB tersebut tidak ada dasarnya.

Pelanggaran kewajiban terkait pasal 16 ayat (10fhdiyang menyatakan
Notaris berkewajiban memberikan pelayanan’ sesuagate ketentuan dalam
undang-undang ini, kecuali.ada alasan untuk,mengékhal ini dapatdibuktikan
dengan Notaris A _tetap.membuatkan akta PKR._meskipuan R belum
menyerahkan data*data ;secara lengkap terkait:kuéehadiran. Apabila data-
data lengkap maka Notaris‘dapat memeriksa dan rremgdahwa rapat tersebut
tidak mencapal kuorum kehadiran 2/3 sesual yardapat.dalam anggaran dasar
PT. ANMP. Dalam hal inirseharusnya Notaris-A, dap@&nolak pembuatan akta
PKR tersebut atau menundapembuatan sampail sermzd djyengkapi.

Bila ditinjau dari UUPT 2007 yang/mengatur mengdaeirum kehadiran,
maka seharusnya Notaris A meneliti apakah kuoruhadiean terpenuhi sesuai
dengan ketentuan dalam anggaran dasar PT. ANMRnD&hsus ini ternyata
kuorum kehadirannya tidak terpenuhi karena Tuas€ldku pemilik 50% saham
tidak hadir sehingga rapat tersebut tidak kuorumerka tidak dihadiri 2/3

pemegang saham. Apabila Notaris A teliti maka Nst& dapat menolak dan
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memberikan nasehat hukum kepada Tuan R bahwa texgabut tidak kuorum
sehingga tidak dapat dibuat aktanya.

Selanjutnya, menurut penulis bila ditinjau darigmgtian yang terdapat
dalam pasal 58 ayat (2) UUJN yang menyatakan baNwiaris setiap hari
mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadgpataik dalam bentuk
Minuta Akta maupun originali tanpa sela-sela kosom@sing-masing dalam
ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, demgancantumkan nomor urut,
nomor bulanan, tanggal, sifat akita dan_nama semargoyang bertindak baik
untuk dirinya sendirimaupun sebagal kuasa. oramg. faaka pembuatan Akta
Peryataan Keputusan Rapat PT ANMP oleh Notaris ‘Arupakan suatu
pelanggaran pelaksanaan jabatan karena Notarisk tidgperbolehkan
menggunakan nomer. yang telah diterbitkan salinan@engan' membuat akta
pernyataan keputusan rapat.dengan nomor.dan tapggglsama, maka Notaris
A telah. membuat .akta yang tidak sesual dengan wpk&tabuatan.akta yang
sebenarnya atau dapat dikatakan Notaris A memltmtengan tanggal mundur.

Akibat dari pelanggaran jabatan yang dilakukan oleharis A" tersebut
terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf ‘a,pocphsal 58 ayat (2) WUJN,
maka sanksi yang dapat diterima oleh Notaris,Aatabnksi administrasi sesuai
dengan ketentuan pasal 85.UUJN yang menyatakansbahw

“Pelanggaran_ketentuan sebagaimana.dimaksud dataal P, Pasal 16
ayat (1) huruf-a, Pasal 16 ayat (1) huruf'b, Pa6aayat (1) huruf c, Pasal
16 ayat (1) huruf'd, Pasal 16 ayat (1) huruf e aPa8 ayat (1) huruf f,
Pasal'16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) hhrdPasal 16 ayat (1)
huruf ipPasal 16-ayat (1) huruf.j, Pasal 16afathiiruf.k; Pasal 17, Pasal
20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasaln54, Pas&asal 59, dan/atau
Pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa:

a. Terguran lisan

b. Teguran tertulis

c. Pemberhentian sementara

d. Pemberhentian dengan hormat

e. Pemberhentian dengan tidak horni&t”.

Sanksi administrasi dijatuhkan terhadap Notariehkarerjadi pelanggaran
terhadap segala kewajiban dan pelaksaan tugas afjb#&totaris yang
dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang diijpatihi sanksi administratif.

Pelanggaran yang dilakukan Notaris A merupakanuskatalaian dan ketidak

“8 Indonesia, Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Jalagaris , Pasal 85
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telitian dalam menjalankan tugas jabatannya. Olmterla itu sanksi yang dapat
dikenakan pada Notaris adalah sanksi administesipa teguran lisan, teguran
tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentiagasiehormat, pemberhentian
dengan tidak hormat sesuai ketentuan pasal 85 UBadNksi administratif yang

diberikan tersebut sifatnya reparatoir artinya kntobemperbaiki suatu keadaan
agar tidak dilakukan lagi oleh Notaris yang bersanan.

Dalam kasus ini apabila pelanggaran-pelanggarag gldakukan Notaris
A menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Natak dapat digugat secara
perdata untuk memberikan®ganti rugi atas.apa yasgbdbkannya. Gugatan
tersebut dapat didasarkan pada ketentuan pasallBMN Wang menyebutkan
bahwa Netaris dapat dituntut untuk mengganti biggati rugi dan bunga apabila
akibat jpelanggaranwyang dilakukan oleh Notaris rabapkan suatu akta hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai.akta di baamagan atau menjadi
batal demi hukums Apabila ‘karena pelanggaran-peiaram yang.dilakukan
Notaris A menimbulkan_kerugian bagi/pihak lain, mdKotaris A juga dapat
digugat untuk memberikan - ganti rugi atas dasar nketen pasal 1365
KuUHPerdata yang menyebutkan bahwa setiap perbyatagm melanggar hukum
yang membawa kerugianspada orang lainy mewajibkeango'yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti-kenutgesebut.

Tugas pelaksanaan. jabatan yang dijalankan Noberada, dalam ruang
lingkup "hukum’ perdata. ‘Namun, ada. kalanyardalarktgkaditemukan bahwa
suatu tindakanthukum atau pelanggaran.yang dilakidaiaris sebenarnya dapat
dijatuhi sanksiwperdata, administrasinpatau kodek«etapi ditarik atau
dikualifikasikan‘sebagai.suatu tindak pidana yaigkdkan oleh Notaris dengan
dasar Notaris telahmemasukkan keterangan palsamdakta. Menurut Habib
Adijie pengkualifikasian tersebut berkaitan dengspei-aspek’

a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukulghadap
b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris

c. Tanda tangan yang menghadap

d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta

e

. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta

9 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal.120
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f. Minuta akta ditandatangani secara lengkap tapi taiakta dikeluarkan
Batasan-batasan yang dijadikan untuk memidanakadariddersebut merupakan
aspek formal dari akta Notaris. Aspek-aspek formlala Notaris dapat saja
dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris sepanjasgek-aspek formal
tersebut terbukti secara sengaja dan penuh kesadarta direncanakan oleh
Notaris yang bersangkutan dan para pihak bahwayakig dibuat dihadapan atau
oleh Notaris dijadikan suatu alat melakukan suatdak pidana. Oleh karena
UUJN tidak mengatur sanksi pidana maka apabilapedanggaran yang dapat
dikualifikasikan sebagal suatu tindak pidana. malgumbkan ketentuan umum
hukum pidana.

Dalam praktek sering terjadi Notaris ditarik sedagghak yang melakukan
dan turut serta melakukan suatu tindak pidana yamembuat surat palsu dan
menggunakan surat palsus,.yang dipalsukan (pasal @8 1, 2 KUHP),
melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (pasdl REHP), menyuruh
mencantumkan keterangan® palsu ke ‘dalam akta otépékal 266 KUHP),
melakukan, meyuruh melakukan, turut serta melakiuasal 55 jo pasal 263
ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP) dan Membarembuat surat‘palsu
dan mengunakan surat palsu yang dipalsukan (p&say&t (1) dan (2) jo pasal
263rayat (1) dan (2) atauspasal 264 ataupasal K\8EP). Notaris® dapat
dikenakanssanksi pidana.apabila terbukti di.pergadiahwa secara sengaja dan
sadar bekerjassama_dengan penghadap untuk: memiiaayang di dalamnya
terdapat keterangan palsu.

Sehubungan_dengan. halstersebutydiketahui bahwlalam kasus di atas
Notaris A dijadikan sebagai saksi dalam kasus.@d@imana Tuan R didakwa
melakukan tindak ‘pindana_.memberikan keteranganupdiam akta otentik.
Menurut penulis, dalam kasus ini dilihat dari sédita PKR Notaris A tidak
melakukan kejahatan memasukkan keterangan palsmdakta sebagaimana
dimaksud pasal 266 KUHP. Hal tersebut dikarenakatafs A hanya memenuhi
permintaan dari Tuan R untuk membuat akta PKR PMRNNo. 40 berdasarkan
notulen bawah tangan yang diserahkan Tuan R. Nofahanya menyatakan di
dalam aktanya hal-hal atau keterangan-keterangsmaisgang terdapat dalam

notulen yang diserahkan Tuan R. Notaris A tidak ge¢shui bahwa keterangan
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yang terdapat dalam notulen tersebut tidak seswmigah kebenarannya.
Ketentuan Pasal 266 KUHP terdapat unsur “menyuruh&ncantumkan

keterangan palsu dalam akta otentik otentik. Sefairgpabila dikaitkan dengan
tugas jabatan Notaris sebagai pembuat akta otemi#ka Notaris jelas bukan
orang yang “menyuruh” mencantumkan keterangan pdiam akta otentik.

Dalam kasus ini juga tidak terdapat unsur keseagajgang dilakukan oleh
Notaris A, sehingga Notaris A tidak dapat dikeraalsi pidana.

Berita Acara Rapat termasuk, dalam Relaas Aktauyakta yang
menguraikan secarasotentik mengenai suatu. tindakaun keadaan yang dilihat
dan didengar’ serta dialami sendiri oleh ‘Notarist saanjalankan jabatannya.
Dengan kata lain, Notaris:dalam membuat akta‘beamg@menuangkan ke dalam
akta mengenal apa,saja yang la lihat, dengar damiasaat’ melaksanakan
jabatannya. Dalam kasus iniy Notaris A tidak-hpada saat RUPS berarti.Notaris
A itidak.melihat dan tidak 'mendengar apa yang tenmdam RUPS' tersebut.
Kemudian dilihat dari adanya Berita Acara RUPS-LBANMP yang tidak ada
minutanya sama sekali. Perbuatan yang dilakukam Nietaris A tersebut jelas
terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat dikaaiiian ke “dalam.tanah
hukum pidana. Notaris A .dapat dipersangkakan merkais akta otentik atau
turut'serta memalsukan akta‘otentik sebagaimarenketn pasal'263"KUHP jo
55 KUHP dan diperberat.dengan ketentuanspasal. 284K

Menurut penulis Majelis Pengawas dalam melakul@neriksaan kurang
memperhatikan'adanya kesalahan lain yang dilakaleinNotaris A yakni dalam
pembuatan Berita,Acara RURS+<LB yang.tidak ada maimdé@n Notaris A juga
tidak menghadiri RUPS-LB tersebut.

Menurut penulis sanksi yang diberikan oleh Majdisngawas Pusat
dalam kasus ini yang berupa teguran lisan merupa&aksi yang terlalu ringan
mengingat pelanggaran yang dilakukan Notaris Aktio@nya melanggar pasal 16
ayat (1) huruf a , b, ¢, d; pasal 58 ayat (2) UWdfdpi bisa juga masuk ke dalam
ranah pidana dan dikenai sanksi pidana karena telmbuat salinan Berita
Acara Rapat tanpa Minuta. Hal tersebut merupakaal&bkan yang tidak ringan,
sehingga sanksi yang dapat dikenakan paling ringdalah pemberhentian

sementara.
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2.6.2 Akibat Hukum Terhadap Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan

Rapat dan Berita Acara RUPS-LB

Berdasarkan pemaparan kasus posisi di atas, dikdbahwa Notaris A
melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yangrdialam ketentuan pasal 16
ayat (1) huruf a,b,c, d dan ketentuan pasal 58@ydJUJN. Apabila dilihat dari
jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Adbut, maka dapat dikatakan
bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak tekm@dalam batasan-batasan
pelanggaran yang dapat dikenai sanksi.dalam ketemgasal 84 UUJN. Sehingga
pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris A tersetidbk mengakibatkan akta
PKR PT.ANMP No. 40 Tanggal 9 Maret 2007 mempunygkuatan pembukian
sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batalltgmam.

Kemudian Jika. dilihat \dari segi syarat otentisitagperti penyusunan,
pembacaan dan penandatanganan, makasakta PKR PPAtekebut. telah
memenuhi “syarat .otentisitas’ suatu; akta dimana #kisebut telah disusun
kemudian dibacakan oleh Notaris A dihadapan Tuamuan R serta saksi-saksi
dan telah ditandatangani oleh'Tuan R dan Tuan Eildan juga dengan notulen
rapat PT. ANMP yang/juga telah ditandatangani ofelan E. Namun, dalam
kasus ini Tuan E menyatakan tidak pernah menyepgnjualan saham cadangan
kepada® Tuan R. Hal inis bertentangan,dengan tindaKaman »E" yang
menandatangani notulen.tersebut dan terbukti. dsigeengan dan diakui oleh
Tuan E“bahwa tandatangan tersebut tanpapaksaadasdekan hal tersebut
Notulen rapat PT. ANMP terbukti disetujui dengaraiagh 'tandatangan Tuan E
sehingga’ Notulen.tersebut_ mengikat bagi.pihak-pyekgsmenandatanganinya,
hal ini sesuai“ketentuanspasal’ 1875 KUHPerdata dd@amgan tersebut jelas
merupakan bentuk™ persetujuan. ‘Dalam hal" ini Nota&istelah melakukan
kewajibannya untuk membacakan akta tersebut. AKKR Rersebut juga
ditandatangani oleh para pihak. Oleh karena itupuné penulis akta PKR PT.
ANMP merupakan akta otentik dan tetap mengikat baaia pihak yang
memberikan persetujuan dengan mebubuhkan tandatayaa

Perjanjian yang dibuat para pihak dalam Akta Netarengikat para pihak
yang terdapat dalam akta itu, oleh karena itu $\syf@rat sahnya suatu perjanjian

harus dipenuhi. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdatakusahnya sebuah

Tinjauan yuridis..., Yuanita Ika Putri, FHUI, 2012. . .
Universitas Indonesia



61

perjanjian harus terpenuhi empat syarat yaitu spalereka yang mengikatkan
diri, kecakapan mereka yang mengikatkan diri, adasyatu hal tertentu, dan
kausa yang halal. Syarat pertama dan kedua menusgkaat subjektif dan syarat
ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. $ysianya perjanjian tersebut
diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat Subjektifaditimkan dalam awal akta
dan syarat objektif dicantukan dalam badan aktaagabisi akta. Dengan
demikian jika dalam awal akta terutama syarat-syzaiea pihak yang menghadap
Notaris tidak memenuhi syarat subjektif. maka atrsnmtaan orang tertentu akta
tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam 'isi aktaktidemenuhi syarat objektif,
maka akta tefsebut batal demi hukufhSyarat subjektif ditempatkan sebagai
bagian dari ‘awal akta dengan. alasan meskipun sgatgketif tidak dipenuhi
sepanjang tidak ada,pengajuan pembatalan dengamgegatan dari orang-orang
tertentu, maka isi akta yang.berisi syarat objeiettép mengikat para pihak, hal
ini. berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi’ raa&kta, dianggap tidak pernah
ada.>

Bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUétRarmengenai
syarat subyektif terkait' kesepakatan para pihalkq bnsur kesepakatan' tidak
terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan.nD&&sus ini akta PKR tersebut
telah-ditandatangani oleh Tuan E, hal tersebut‘mekkan adanya kesepakatan.
Namun Tuan E menyatakan -hanya menyetujui. penjuaiamam  miliknya
sejumlah 840.dembar saham bukan penjualan'sahaamgad. milik perusahaan
yg berjumlah 1400 /lembar‘saham kepada tuan RinHadenunjukkan bahwa ada
ketidaksepakatan.diantara_Tuan'R dan Tuan E. Gletnkritu menurut penulis
akta PKR tersebut merupakan akta otentik dan te&mikat para pihak. Apabila
Tuan E merasa tidak sepakat dengan keputusan térselza solusi hukum yang
dapat dilakukan adalah : Apabila, Tuan E dan Tuasepakat maka akta tersebut
dapat dibatalkan dengan membuat akta pembatalaa PNadaris A. Namun
apabila salah satu pihak ada yang tidak sepakakumémbatalkan akta tersebut,
maka salah satu pihak tersebut dapat mengajukastagude pengadilan negeri

agar aktanya menjadi tidak berharga.

Y Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Tathp Notaris Sebagai Pejabat
Publik, hal. 53
*libid, hal. 54
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Hal ini senada dengan pendapat Habib Adjie yanggatakan bahwa
dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengktaNotaris dan Notaris,
jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh pirakp maka®

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk memlalsa pembatalan
atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yilatptkan sudah tidak
mengikat lagi bagi para pihak, dan para pihak mggang segala akibat
dari pembatalan tersebut.

2. Jika para pihak tidak sepe akta yang bersangkumduk dibatalkan,

salah satu pih innyagatergugatan untuk

mend ( = i galgan. Setelah
/. atdnemberikan

an salinan
Ar.»... asli yang

A | 3 Acara R S
Nl va pa_ada \ ) d arinka saina a Acara
- \ g

ada & it akta

w', O RUPS'L
agai akta p

P <4

a
Al mempinkekuatan selain

gndasarin

52 Habib, Hukum Notaris Indonesia, hal. 128-129
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab eelyalimaka penulis
mengambil kesimpulan bahwa :

1. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris merupakartuliepenyadaran,

bahwa Notaris dalam me an tugas jabatannyah teteelanggar
ketentuan-kete - ak an tugastanabalotaris
sebagaimar - ) ndigarbandakan

) Sesuai UUJN

elindungi

6 ayat (1) huruf IN elanggar ketenpase JN
gan bentuk
enerima i peng 0 T R untuk kta
rnyataan.Ke S3 : pa araisfagkpp.

: Piﬁ(' - \-1[ Regyat dan Berita

ggal sama nnamu
c. Mene ANMRga minuta
yang me
Oleh karena pelangge n yang ukan oleh Notariersebut, maka
Notaris A dapat dikenai sanksi administratif seskatentuan yang
terdapat dalam pasal 85 UUJN, seringan-ringannyanbpehentian
sementara. Terkait, pembuatan Berita Acara RUPS4iR) dibuat tanpa
ada minuta yang mendasarinya, hal tersebut dapatboet Notaris A
terseret dalam kasus pidana dan dikenai sanksigida
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2. Akibat hukum dari diterbitkannya Akta Pernyataarpliisan Rapat PT.
ANMP No. 40 Tanggal 9 Maret 2007 dapat dibatalkareka tidak
memenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUHRartzkait sepakat
mereka yang mengikatkan diri. Sedangkan akibat Mmukadari
diterbitkannya salinan akta Berita Acara RUPS-LB RNIMP tersebut
adalah tidak mempunyai kekuatan selain hanya seblgmpalsu karena
dibuat tanpa ada minuta yang mendasarinya.

3.2 Saran
Berdasarka 1S (3 is, memkana hal-hal
sebagai beri

jar dari ksi ba

is Penga end /a le an metihatl dut

ang dala ’ saa ta dapa ksi
lebih bera _ kan paa taris
J“ Y i e :L
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‘Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding
terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08AH.02.09

Tanggal 08 Januari 2009, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : Ir. RESVANDRI

Pekerjaan : Swasta
Alamat : JI. Cemara Kipas/Komplek Pemda Nomor 14 Rt. 02 Rw. 03 Tampan
Pekanbaru '

Dahulu disebut Pelapor, sekarang disebut Pembanding;

', méla_wan
Nama : RADEN ANI RAMDIANI, SH,Sp.N.
Pekerjaan "+ Notaris Kotamadya Pekanbaru
Alamat : Timur Garden C2 J1. Tengku Zainal Abidin Pekanbaru Riau

Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Terbandmg,

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) |
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10

Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan

Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Penetapan

Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M.04.MPPN.07.10 tahun 2010 tanggal 14 Juli
- 2010 tentang Pemeriksaan Majelis Pusat Notaris Tihgkat Banding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M-
03/BANDING/MPPN/VIIV/ 2010, tanggal 29 Juli 2010. ‘
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.. melalm kuasah"' i

suratnya Nomor 10

'Nomor 40 tanggal 9 Ma:et zoo,_,yang dibit, Notarls' Radén Ani- ‘Ramdiani, SH, spN

"melaporkan dugaan pelanggaran Jabatan yang dllalcukan oleh’ Raden Ani Ramdlam, SH, SpN
Terbandmg/’l‘ erlapor Notans Kotamadya Pekanbaru dengan alamat Tlmur Garden c2 J1 Tengku
Zamal Abldm Pekanbaru Riau.’ ' L ‘ E ' -

- Bahwa Terbandmgfl‘ erlapor telalun_’__e_r_x_l_bg_ql;a,g adws hukum yang salah pada penggunaan
jasa ‘Notaris terhadap Pembandmg/Pelapor Dimana T erbandmg/I‘ erlapor pada waktuvat;x;ya
oleh Pembandmg/Pelapor apakah bisa mengadakan _;ual beli’ saham (RUPS-LB) tanpa kehadiran
Tay Juhari sebagai sebagai pemegang sahany 2. 100 saham, oleh Terbandmg/T erlapor dlkatakan
N blsa. sepanjang tldak mérubah saham dan Jabatan Tay Juban di perseroan, padahal advis tersebut

jelas salah karena berdasarkan Akta Pendiri PT ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor.25
tanggal 16 Desember 1996 Pasal 9 ayat (3) RUPS-LB hanya dapat dllaksanakan apablla
pemegang saharn hadir paling sedikit 2/3.dari selumh saham yang dikeluarkan, semeritara-dalam
notulen RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tanggal 8 Maret 2007 pemegang saham
yang hadir hanyalah Ir. Resvandri (1.260 saham) dan Erwan (840 saham) yang mana belum

memenuhi 2/3 pemegang saham PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA karena Tay Juhan (2.100
saham) tidak’ hadn"

Bahwa Terbandmg/I‘ erlapor telah membuat Akta Notaris Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007
berjudul Pemnyataan Keputusan RUPS-LB- PT. ASR[ NUSA MANDIRI PRIMA . yang:
penghadapnya Pembanding/pelapor sendiri sebagaxmana cover akta (sedang isi aktanya
penghadapnya adalah Erwan dan Pembandmg/Pelapor) yang dndasan Notulen RUPS-LB PT,
ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tanggal 8 Maret 2007 yang sama sekali tidak kuorum, Sudah
seharusnya seorang Notaris teliti dan hati-hati dalam memlal apakah Notulen RUPS-LB tanggal 8
Maret 2007 tersebut kuorum atau tidak, Notanslah saringan akhir yang menentukan dalam
pembuatan dalam dibuatkan akta RUPS-LB nya. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh
Terbanding/Terlapor sehingga terbit' Akta Nomor 40 tanggal 8 Maret 2007 berjudul Pein_yataaﬂ '
Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tanggal 8 Maret 2007 tidak kuorum;
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Bahwa kesalahan fatal Terbandmg/Terlapor kemudian menerb1tkan lagi akta berjudul

Berita Acara RUPS-LB PT. ASRI NUSANTARA MANDIRI PRIMA Nomor 40 Tanggal 09
- Maret 2007 dengan penghadap-penghadapnya adalah : -

1. Ir. Resvandri;

2. Tay Juhari;

3. Erwan;

4. Ir. Fachrudin Masyur;

Kesalahan dibuat oleh Terbanding/Pelapor adalah :

a. Nomor aktanya sama 40;
. b. Tanggalnya sama-sama tanggal 09 Maret 2007;

Penghadap berbeda; :
Minuta Akta Nomor 40 Tanggal 09 Maret 2007 dengan judul Berita Acara RUPS-LB PT.

_ ASRINUSA MANDIRI PRIMA sama sekali tidak ada; A
e. Salinan resmi Akta Nomor 40 Tanggal 09 Maret 2007 dengan judul Pemyataém Keputusan
RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA idgdxt\er_b_ltkan |
~ f. Penghadap yang ditulis pada Cover Akta Nomor 40 Tanggal 09 Maret 2007 dengan judul
Pernyataan Keputusan' RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA hanya
Pembanding/Pelapor sendiri, sedang pada isi akta p_i:nghadapnya adalah Erwan dan
Pembanding/Pelapor; » - ' '

o

a

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, klien kami telah dirugikan baik seetis oAl

maupun secara materiil, klien kami telah tercemar nama baiknya dan dianggap rﬁembuat

- keterangan palsu, akan ftetapi semua kesalahan itu adalah ketidak profesionalan

Terbanding/Terlapor, maka kami meminta Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru

dapat membuat suatu keputusan yang menyatakan Akta Nomor 40 tahggai 9 Maret 2007 yang

diterbitkannya baik dengan judul Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI
PRIMA tersebut adalah cacat hukum dan bukan Akta Otentik;

Bahwa terhac.lapr pengaduan Pembanding/Pelapor tersebut, Terbanding/Terlapor *
memberikan tanggapan sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat Akta
Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor 40 tanggal 9
Maret 2007 yang didasari oleh Notulen RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA

tanggal 8 Maret 2007; )
2. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat
Berita Acara RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor 40 tanggal 9 Maret

2007;
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3. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat 2
(dua) akta tersebut di atas dengan tanggal dan nomor yang sama; "

4. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat Ak_ta
Pémbatalan Nomor 93 -tanggal 23 April 2007, yang isi pokoknya membatalkan Akta'
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pémegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. ASRI

'NUSA MANDIRI PRIMA;

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Provinsi Riau, telah mengambil
- putusan dengan Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januan 2009 yang amar putusannya berbunyi
MEMUTUSKAN;
; Menyatakan pengaduan Pembandmg/Pelapor untuk sebagian dapat diterima;

2 Menghukum Terbandmg/’I‘erlapor dengan sanksi “TEGURAN LISAN” karena telah
melanggar Pasal 16 ayat ( ) huruf a yang menyatakan bahwa : “Dalam menjalankan
jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama,mandm, txdak berpihak dan -
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalanr,’;iérbuatan hukum” Jjuncto Pasal 58 ayat' )

~ yang menyatakan bahwa “Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris
setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk
Minuta Akta maupun originali, tanpé sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang
ditutup dengan garis-garis tinta, dengan menqantmnkan nomor urut, nomdr bulanan,
tanggal sifat akta dan nama semua orang yang bertindak- baik ‘untuk diﬁnya sendiri
maupun’ sebagai kuasa orang lain” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dan/atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Mnausia Republik
Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan
Majelis Pengawas Notaris; ) ‘ -

3. Menolak permohonan Pelapér untuk membaﬁlkan Akta Pefnyataan Keputusan Rapat
Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dan Akta Berita Acara Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007
yang dibuat oleh Terlapor, karena Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau tidak
mempunyai kewenangan untuk- melakukan hal itu. Pembatalan Akta hanya dapat
dilakukan oleh para pihak yang membuat akta tersebut atau mengajjukan permohonan
pembatalan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru (vide Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata); |

Bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Provinsi Riau
Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009, Pembanding/l‘erlapor melalui Penasihat
Hukum/Advokat H.M_HD. Haris, SH, MH & Associates m’engajukan banding sebagaimana
dinyatakan dalam suratnya Nomor. 005/ME/L2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Memori
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‘Banding atas putusan Majeiis: Penieriksa Wil'ayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08 AH 02.09

tanggal 8 Januari 2009 yang dlsampalkan kepada MaJehs Pengawas Notaris Pusat Notans
dengan menyampaikan dalil-dalil yaitu sebagai benkut -

1

Bahwa atas Putusan Majehs Pemeriksa leayah Notaris Provinsi Riau No W4.08 AH.02.09
| tanggal 8 Januari 2009 tersebut: kami selaku Tim Kuasa Hukum ‘Terdakwa (dengan
A persetujuan Terdakwa. Ir. H Resvandri telah menyatakan Bandmg tanggal 14 Januari 2009,
jadi masih dalam tenggang waktu yang ditenfukan Uj_xdang-Undarig, maka sudah seharusnya
| banding aquo dlnyatakan diterima; | A
Bahwa adapun alasan-alasan Banding dari Pembanding Ir. Resvandn terhadap putusan -
. Majelis Pemeriksa Wﬂayah Notaris Provinsi Riau No. W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari

2009 tersebut adalah sebagal berikiit :
a. Bahwa putusan Majelis Pertlmbangan Wilayah Notaris Provinsi Riau ndak

mmcermmkan rasa keadilan dan kepatutan hukum dengan hanya menjatubkan sanksx

- “Menghukum Sdri Notaris R. Ani Ramdiani, SH, SP.N dengan sanksi Teguran Lisan™; s

Bahwa putusan Majelis Pertimbéngan Wilayah Provinsi Riau sudah seharisnya dapat
menghukum dan menjatubkan sanksi pada Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N lebih
proposional dengan hukuman yang lebih berat, karena unsur kesalahannya sangat fatal

- menerbxtkan 2 (dua)' akta- yang tanggal dan nomomya sama dengan Judul dan

penghadapnya berbeda, yang telah merugikan klien kami Ir. Résvandn' ‘sehingga
dianggap menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan dlpldana dengan penjara

1 (satu) tahun;

Bahwa sudah seharusnya Akta yang dltcrbltkan oleh Notaris R. Ani Ramdiani, SH Sp.N
2 (dua) akta yang tanggal dan nomomya sama dengan judul dan penghadapnya berbeda
dapat dinyatakan sebaga.t“Akta dibawah tangan” bukan akta otentik, karena akta tersebut
telah nyata-nyata cacat hukum dan tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d
(memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuah ada
alasan untuk menolaknya),

Bahwa Notaris R. Ani Ramdlam SH, SpN merupakan Pejabat Kawal Terdepan (voor
portal) dalam menentukan apakah para pihak yang menghadap dapat mewakili PT.
ANMP untuk membuat akta RUPS-LB PT.ANMP, karena menurut akta pendirian PT.
ANMP Nomor 15 ta]nm 1996 Pasal 9 ayatA(3) syarat sahnya RUPS-LB dihadiri oleh 2/3
pemegang saham, sementara dalam Notulen RUPS-LB tanggal 8 Maret 2007 yang hadir
hanya Ir. Resvandri pemegang saham 1260 lembar (30%) dan Erwan 840 lembar saham

' (20%) jadi tidak sampai 2/3 dari pemegang saham yang hadir, artinya Notulen RUPS-LB

tanggal 8 Maret 2007 Tidak Kuorum, yang kemudlan Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N'
telah menerbltkan AktaNo 40 tanggal 9 Maret 2007 dengan Judul Berita Acara Rapat‘
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Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANMP penghadapnya Ir. Resvandn Tay :
. Jauhary, Erwan, Ir. Smta Perbatasx dan Ir. Fahruddm Mansyur, o
- Bahwa Notaris R. Ani Ramdlam SH, Sp.N' yang nota bene adalah seorang pejabat
publik, terkalt Undang-Undang Notaris dan kode etik Notaris yang dalam peristiwa ini
- menjadi filter utama agar tldak terjadi peristiwa pidana, dapat meléhggang bebas dan-
| berlepas tangan. Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N seharusnya melakukan perintah -
Undang-Undang (wetelgk voorscnft) secara benar atau setldak-udaknya melakukan
perintah )abatan (ambtelijk bevel) dengan cerdas dan penuh moral, agar tidak meruglkan ..
konsumen ‘menerbitkan akta: dengan dasar. RUPS-LB 'yang. tidak korum, akta yang '
diterbitkan 2 (dua) akta yang -tanggal dan nqmomya sama dengan _Judul' dan
penghadapnya bérbéda. Untuk kedua tindakan penyelewen‘gah ita seyogYanya Notaris R.
Ani Ramdiani, SH SP.N tldak saja dlcopot dari Notansnya akan tetapl ‘harus
 mempertanggung jawabkan secara pidana. Sekarang ‘yang tel]adl akibat ulah B
_> perbuatannya Notans yang unprofesszonal conduct temyata Ir. Resvandn harus dlhukum o

pidana; == .
Bahwa berdasarkan lhal tersebut di atas, maka kami. melihat sudah tidak dapat
" dipertahankan lagi putusan Majelis Pemenksa Wilayah Notaris Provinsi Rlan, dan - kami

memohon agar Notaris R, Ani Ramdlam SH, Sp.N dl_]atuhl putusan yang - setnmpal dengan =

'kesalahannya, seperti yang terdapat dalam Pasal 85 Huruf - c. pemberhenhan sementara, d.
pemberhentlan dengan hormat dan €. pemberbentlan dengan tidak hormat sebagalmana diatur '.
oleh- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta mcmohon agar
‘Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Pasal 84 dapat menyatakan Akta No. 40 tanggal 9 Maret
2007 baik dengan judul Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT _
- ANMP, penghadapnya Ir. Resvandri ATAU Akta No. 40 tanggal 9 Maret 2009 dengan judul
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANMP penghadapnya I.
Resvandri, Tay Juhary, Erwan, Ir. Sinta Perbatasari dan Ir. Fahruddin Mansyur menjadi. suatu
akta hanya mempunyai kekuatan pembuktxan sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta

men_)adl batal demi hukum;

Bahwa Terbandmg/T erlapor dengan ini mengajukan Kontra Memori Bandmg dalam surat
Nomor 22/RAR-NT/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 terhadap Memori Banding yang dnajukan
oleh Pembanding tertanggal 14 Januari 2009 dan sesuai dengan stalah Penyampalan Mcmon ‘
Bandmg Nomor W4.AH.02.09-43 tertanggal 14 Januari 2009; :
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Bahwa terhadap Memari Banding yang diajukan oleh Pembandmg tersebut Terbandmg

secara tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembandmg, kecuah yang dengan
- tegas diakui kcbenarnnya serta Terbandmg mengemukakml tanggapan—tanggapan sebagai berikut:

| 3

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dxputuskan oleh Ma_;gzl_xs Pengawas Wilayah
Notaris Provinsi Riau sebagaimana yang tertuang di dalam putusan Nomor W4.08 AH,02.09

tertanggal 8 Januari 2009 adalah telah tepat dan benar serta telah 'm'enéenninkan suatu _

keadilan dan keputusan kepatutan hukum, karena Majelis Pengawas Wﬂayah Notaris Rlau :
didalam menjatuhkan putusan telah mempertlmbangkan berdasarkan ketentuan hukum dan

penmdang—undangan yang berlaku

Bahwa apa yang telah d:perhmbang dan diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notans
Rian sebagalmvanaA yang dimaksud dalam Putusan Nomor W4.08 AH.02.09 tertanggal - 8
Januari 2009 nyata-nyata telah tépat dan bénar dalam penerépan hukumnya, sedangkan apa
yangdxdahlkan oleh Pembandlng tentang tindakan Terbanding mefupakan suatu kesalahan

. fatal sehingga mehiﬂ)bulkan kerugian terhadap Pembanding mefupakanv dglil yan'g:.niéng'ada-‘ "
. ada dan tidak beralasan hukum, dimana terbitnya kedua Akta seperti yang didalilkan oleh

Pembanding adalah atas kchendak Pembandmg sendiri, dan pada saat itu Pembandmg dalam '
keadaan sadar dan sangat mengctahm ‘dan mengerti tentang persoalan tersebut, yang

sebenamya Akta Berita Acara Rapat dikembalikan kepada Terbandmg, maka oleh karena itu

dalil-dalil Pembandmg hamslah dinyatakan ditolak;

'Bahwa dahl-dahl Pembanding Pembandmg yang mehmpahkan kesalahannya kepada

Terbandmg adalah mempakan dalil-dalil yang irrasional dan tidak dapat dibenarkan menurut’
hukum, dimana Terbandmg dalam kapasitas selaku Notaris. (Pejabat Umum/dmbtenaar)
bertindak atas dasar kehendak penghadap in casu Pembanding, dan Terbanding tidak
memiliki kemampuan untuk mengetahui keadaan dan kehendak yang tidak baik di balik fakta
yang diajukan oleh Penghadap, disamping itu Terbanding dalam kapasitas selaku Notaris
dalam kewenangannya tldak bisa menjangkau niat dan maksud-maksud ter_teﬁtu'dari

- Pembanding selaku Penghadap dengan melalui dan/atau menggunakan produk yang 'B"end_ak"
- ‘Terbanding Terbitkan; '

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembandmg tentang Notulen RUPS-LB tanggal 8 Maret
2007 adalah tidak korum sehmgga terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40
tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat oleh Terbanding adalah jelas-jelas dalil yang telah
memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya, karena persyaratan penerbitan Akta Pernyataan

. .Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dimaksud akan dilengkapi - oleh

Pembanding kemudian,v dan hal tersebut sama sekali diluar kemampuan Terbanding untuk
menampik niat tertentu yang dimaksud oleh Pembandmg tentang penstlwa pembuatan akta

tersebut;
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5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 mempakan akta di bawah tangan atau akta tersebut batal
demi hukum jelas dalil-dalil yang tidak berdasar, dimana permohonan tersebut tidaklah

| menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayahv Notaris Riau sebagaimana yang telah
dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Riau (vide putusan
hal. 8); | | |

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohonkan kepada Majelis Pengawas
Pusat Notaris yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak
permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dan sekaligus menyatakan
menguatakah Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Riau Nomor W4.08 - AH.02.09

tertanggal 8 Januari 2009; -

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang di dalam sidang
dan dicatat. dalam berita acara sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta
meripakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA .

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Pelapbr adalah seperti tersebuf di-
atas; ' ’

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Terlapor adalah seperti

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tath Cara Pemeriksaaan
Majelis Pengawas Notaﬁs, menetapkan bahwa pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan
atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada
Majelis Pengawas Pusat; :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mﬁjelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau
Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009, Pembanding/Pelapor menyampaikan Memori
Banding melalui Penasihat Hukum/Advokat H. MHD. Haris, SH, MH & Associates sesuai surat
Nomor 005/MH/I/2009 tanggal 14 Januari 2009, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris
mempertimbangkan upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor apakah
sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
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- M.02. PR 08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentlan Anggota, '
: Susunan 0rgamsa31, Tata Keaja dan Tata Cara Pemenksaaan Majehs Pengawas Notarls, o

Menimbang, pahwa berdasarkan Pasal 33 ayat [¥)) Peraturan Menten Hukum dan Hak' '
Asasx Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02 -PR.08.10 Tahun 2004 tentang ‘Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentxan Anggota, Susunan Orgamsa31 Tata Kelja dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notans menetapkan bahwa upaya hukum banding dinyatakan
" dalam jangka- waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhltung sejak putusan d1ucapkan

' Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menten Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesxa Nomor: M.02.PR.08.10 Tahlm 2004 tentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Orgamsasx, Tata Keqa dan Tata Cara
Pemmksaan Ma]ehs Pengawas Notaris menetapkan, bahwa penyampman memon bandmg'

) dxajukan dalam jangka waktu palmg lambat 14 (empat belas) han kalender terhltung se_)ak

banding dinyatakan;

Memmbaﬁg, bahwa scléiajutxijza Majelis Pen'xeriksa' Pusat - Notaris akan
vmempertlmbangkan apakah upaya hukum banding yang dxajukan oleh Pembandmg/Pelapor
' sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manu31a ‘Republik Indonesia

Nomor M. 02 PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentxan
| Anggota, Susunan Organisasi, Tata Keqadan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

. Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembandmg/Pelapor, Majelis
Peﬁmksa Pusat Notaris mempertimbangkan oleh karena Putusan Majehs Pemenksa leayah
Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08 AH.02. 09 yang diucapkan pada sxdang terbuka untuk umum

- Majelis - Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau pada tanggal 8 Januari 2009 dan
Pembanding/Pelapor menyampaikan Memori Banding tanggal 14- Januari 2009, ‘maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dsa1 Hak Asasi Manus1a Repubhk
Indonesxa Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Notaris jangka waktu pengajuan permohonan banding dlsampalkan paling lambat

' tanggal 15 Januari 2009, = |

Menimbang, bahwa upaya hukum banding yang dlsampaxkan oleh Pembanding/Pelapor
telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan banding sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Hukum dan. Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR. 08.10
Tahun 2004 tentang Tata  Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan -
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pemenksa
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Pusat mempemmbangkan bahwa permohonan Pembandmg/Pelapor dapat dxtenma, dan sesuai
register perkara banding = Majelis - Pengawas Pusat Notans atas- permohonan bandmg
Pembanding/Pelapor’ Nomior M—OS/Bandmg/MPPNNII/ZOlO tanggal 29 Juh 2010 setelah
persyaratan pemenksaan bandmg terpenuhl untuk dllakukan pemenksaan

Menimbang, :Bahwa setelah Méjelis Pemeriksa Puéa’t tha'ris memériksa. fakta-fakta
hukum dan bukti-bukti yang dlsampalkan oleh Pembandmg/Pelapor dan Terbandmg/T erlapor.
| ternyata membuktikan bahwa Tcrbandmgf[‘erlapor telah melakukan kesalahan dimana telah
_menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan | RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor

40 tanggal 9 Maret 2007 dan pada saat yang sama telah pula menerbitkan Akta Benta Acara
RUPS-LB PT. ASRINUSA MANDIRI PRIMA Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007

Memmbang, bahwa Pembandmg/Pelapor merasa’ tclah dlruglkan balk ‘sécara moril
maupun materiil dan tercemar nama baiknya serta dlanggap memberikan keterangan palsu dalam
suatu akta otentik sebagaimana d;atur dalam Pasal 266 Kitab Undapg-Undang Hukum Pidana; ‘

Menimb'aﬁg, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Nbfaﬁs' telah memperumbangkan atas fakta-
g fakta hukum terhadap dahl—dahl Pembandmg/Pelapor maupnn Terbandmg/T erlapor sebagalmana
dlterangkan «dalam memori bandmg dan kontra memori bandmg,

Mengmgat, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan

-----

A dan/atau peraturan penmdang—undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan rapat-rapat MaJehs
Pemenksa Pusat dengan ini, mcngadlh ; . :

" MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Pelapor ‘berdasarkan Undang-undang

Nomor 30 Tah;m- 2004 Pasal 73 ayat (2) menyebutkan « Keputusan Majelis Pengawas
Wilayah sebagaimana dinaksud pada ayat (1) huruf ¢ bersifat final”.

2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor :
. No. W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009, memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Rabu,
tanggal 4 Agustus Tahun 2010, yang terdiri atas Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH. sebagai -
Ketua, DR. Aidir Amin Daud, SH,, MH. dan Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH. 'masing-m.asing

. 10
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sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat

tanggal 6 Agustus tahun 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pemeriksa,
‘yang terdiri atas Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH. sebagai Ketua, DR. Aidir Amin Daud, SH.,
MH. dan Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh
Muhammad Mufid, S.Ag., M.Si, MH. sebagai Sekretaris Ma:iélis, yang dibadiri oleh
Pembanding dahulu Pelapor yang diwakili kuasa hukumnya serta Terbanding dahulu Terlapor.

Ketus,

.ttd

Prof. DR. Anna Erliyana,.SH., MH

Anggota,

ttd

DR. Aidir Amin Daud, SH., MH.

Anggdta,

.ttdv

Rakhmat Syamsul ML SH., MH.
Dikeluarkan sebagai salinan yang sesuai: aslizya

Pada tanggal 06 Agustus 2010
‘Sekretaris Sidang, '

uhammad Mufid, S.Ag., M.Si., MH.

11
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Direktori Putusan Mahkam ng Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
@T SAN

: 272 KI/Pid/2009

DEMI KEADI DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

AHKAMAH AGUNG

Ir. RESVANDRI ;
Pekanbaru ;

43 Tahun/25 Mei 1964 ;
Laki-Laki ; 0*

O

Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin

Kebangsaan Indonesia ; \\

Tempat ﬁnggal Jalan Cel ipas/Komplek Pemda
No.14, RT. 3, Tampan, pekanbaru ;

Agama Islam ;

Pekerjaan

: DiQT. Asri Nusa Mandiri Prima ;
Pemohon Kasasi II/Ter .. a di luar tahanan ;
yang diajukan di muka pe nga
karena didakwa :
Kesatu :

Bahwa jayTerdaky
Maret 2007, 1kul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu wakiu
lain pa lan® Maret tahun 2007, bertempat di Kantor Notaris R. Q
RAM S.H., Sp.N., Jalan Tengku Zainal Abidin, Pekanbaru,

- ya pada suatu tempat tertentu yang masih termas m
daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menyuruh um-

kan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalav%uakte otentik

yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta t é‘x gan maksud
untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh or empergunakan-
nya seolah-olah keterangannya itu sesuai d %benaran, perbuatan
tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-caraise i berikut :
- Berawal dari adanya suatu kepengur .T. Asri Nusa Mandiri Prima,

dimana Terdakwa selaku Direktur, emiliki saham sejumlah 1.260

(seribu dua ratus enam ) ar saham, saksi ERWAN selaku ¢
Komisaris memiliki sahal h 840 (delapan ratus empat puluh)
lembar saham dan saksi TA JUHARI selaku Komisaris Utama memiliki &

saham sejumiah 2.100 y(dtla ribu seratus) lembar saham, serta saham

Tinjauan yuridis..., Yuanita Ika Putri, FHUI, 2012



Email : ke

Telp :

021-384 3348 (ext.318)

N\,

Direktori Putusan Mahkam ng Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Q

cadangan milik pe yaitu sejumiah 1.400 (seribu empat ratus) \
ya pada sekitar bulan Februari tahun 2007, Q@

Maret 2007 ;

ri Jum’at, tanggal 09 Maret 2007, dengan maksud me hka
erjanjian Jual Beli Saham tersebut, saksi ERWABX!1 sama

© dengan saksi lainnya yaitu saksi FAHRUDDIN MANSYURdan saksi
SHINTA PERBATASARI datang ke Kantor Notari I RAMDIANI,

S.H., Sp.N,, di Jalan Tengku Zainal Abidin, PW untuk menanda-

tangani Akta Pefjanjian Jual Beli Saham te

Tanpa sepengetahuan dari saksi ER ,yaitu sehari sebelumnya
2007, Terdakwa datang ke

Sp.N., dan menemui salah satu

tepatnya pada hari Kamis, tanggal
Kantor Notaris R. ANI RAMDIAN
Staff Notaris yaitu saksi RHI: F f
meminta yang bersangkutz
Pemegang Saha Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima (dimana Rapat @

Umum Peme Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima tidak
pemah men an RUPS-LB) dengan mencantumkan hal-hal yang Q

Vlandiri Prima tersebut setelah selesai dibuat oleh saksi
da hari itu juga diserahkan kepada Terdakwa ; \

Pada hari Jum’at, tanggal 09 Maret 2007 sekitar | 13.00 WIB,
Terdakwa kembali ke kantor Notaris R. ANI RAM enyerahkan
Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Lu x .T. Asri Nusa
Mandiri yang telah selesai dibuat oleh saksi

nya kembali kepada saksi RHIZALDI,
menyerahkan Notulen Rapat Umum

Asri Nusa Mandiri yang belum di
Ramdiani selaku Notaris lanjutnya Notulen Rapat P.T. Asri Nusa

menyerahkan draff surat Notulen (
Rapat Umum Pemegan

| dan menyerahkan-
HIZALDI selanjutnya
g Saham Luar Biasa P.T.

ani tersebut kepada saksi ANI

Mandiri tersebut dibacakan aris di hadapan para saksi, selanjutnya

b’
ditandatangai oleh T kwa selaku penghadap serta para saksi yang @a‘

hadir yaitu saksi E si FAHRUDDIN MANSUR dan saksi SHINTA

Hal.2 dari 2 hal. Put. No.272 K/Pid/200

untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk dan fungsi !
mmwmmmmmmmm,mnmmnmmpa‘z RI melalui :
\\ Halaman 2

> ——

Tinjauan yuridis..., Yuanita Ika Putri, FHUI, 2012



N\
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PERBATASARI di h otaris tersebut ; \
- Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 6
P.T. Asri Nu@iﬁ Tersebut, saksi ANI RAMDIANI selaku Notaris 0
selanjutn Surat No.40 dengan judul “Pernyataan Keputusan Q
Rapw Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri_Nu
iri%w'tanggal 09 Maret 2007, yang ditandatangi oleh saksi
NI sebagai pembuat akta otentik (Notaris) di hadapan si
3 tu saksi HELDEFITA dan saksi TAUFIK (Staff Nota\ dangkan
minuta aktanya/akta aslinya ditandatangani oleh Terdakwa selaku
penghadap di hadapan saksi HELDEFITA dan saksi :
- Selanjutnya Surat No.40 dengan judul “Pe eputusan Rapat
Umum Pemegahg Saham Luar Biasa (R . Asri Nusa Mandiri”
yang dibuat tanggal 09 Maret 2007 bes ma aktanya/akta aslinya,
pada tanggal 12 Maret 2007, didafta partemen Hukum dan HAM
oleh saksi ANI RAMDIANI selaku sedangkan salinan aktanya telah
diserahkan oleh saksi RHI L@a Terdakwa ; {

- Bahwa pada tanggal 007, saksi ERWAN menerima salinan \
Surat Notaris No.40 den judul “Pernyataan Keputusan Rapat Umum 6
Pemegang Saha Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri”, dimana @

saksi ERWAN® i ngetahui jika yang ditandatanganinya adalah
Notulen Rapat'Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri 0

apat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS—% Asri Nusa

Mandiri” tanggal 09 Maret 2007, yang pada pokok ’l&

- Menyetujui pengeluaran saham cadangan x ebanyak 1.400
(seribu empat ratus) saham atau sebes .000.000,- (seratus
empat puluh juta rupiah) dan dijual kepé akwa dan telah disetor
kepada perusahaan ;

- Menyetujui jual beli saham an h saham milik saksi ERWAN
kepada Terdakwa, seb 8@

saham atau sekitar Rp.84.000.000

elapan ratus empat puluh) lembar

R 2

.- (delapan puluh empat juta rupiah) ;

- Menyetujui pengu an diri saksi ERWAN selaku Komisaris dan Q &l

RUDIN MANSYUR sebagai Direktur ; Q

Hal.3 dari 3 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

mengangkat saksi

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung fungsi, ]
Dalam hal Anda menemukan inakurasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K
Email :

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

\\ Halaman 3
P .
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- Menyetujui perubahan sustinan Direksi dan Komisaris ;

- Dengan demikian, sejak tanggal dikeluarkannya yaitu tanggal 09 Maret
2007, maka Surat No.40 dengan judul “Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang<Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri”
pada, tanggal 09 Maret 2007, dinyata-kan sudah berlaku dan memiliki
kekuatan‘hukum yang sah ;

- Bahwa\tidak semua apa yang tertuang dalam Akta Notaris yaitu Surat
No0.40 dengan judul “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri® pada tanggal 09
Maret 2007 tersebut, sesuai dengan kebenaran-nya dimana,saksi ERWAN
ataupun saksi TAY JUHARI selaku pengurus ‘perusahaan lainnya tidak
pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-
LB) baik yang diadakan di P.T. Asri Nusa Mandiri maupun di Kantor
Notaris R. ANl RAMDIANI, S.H., Sp.N., yang pada pokoknya menyetujui
tentang adanya peralihan/penjualan, saham cadangan milik perusahaan
yang berjumiah 1.400 (seribu.empat ratus) lembar saham kepada
Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan’ Terdakwa tersebut, saksi ERWAN telah
kehilangan haknya‘atas saham cadangan yaitu sebanyak 20% (dua puluh
persen) dari #1:400" (seribu empat ratus) lembar saham cadangan
perusahaan yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham atau sekitar
Rp.28.000.000;- (dua puluh delapan juta rupiah) dan sampai dengan
sekarang:saksi ERWAN belum menerima hasil penjualan saham miliknya
kepada. Terdakwa sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh).lembar atau
sekitar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan. diancam pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUH Pidana ;
ATAU :
Bahwa ia Terdakwa RESVANDRI, pada hari Jum’at, tanggal 09

Maret 2007, sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

lain pada tahun 2007, bertempat di Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu

barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut
terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal.4 dari 4 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik untuk selalu ir paling kini dan akurat sebagai bentuk Agung untuk publik, dan fungsi
Dalam hal Anda inakurasi it yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mafikamah Agung RI melalui :

Email : 1g.g0.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Berawal dari adanya statu kepengurusan P.T. Asri Nusa Mandiri Prima,
dimana Terdakwa. selaku’ Direktur Utama memiliki saham sejumlah 1.260
(seribu dua ratus enam puluh) lembar saham, saksi ERWAN selaku
Komisaris: memiliki“saham sejumlah 840 (delapan ratus empat puluh)
lembar saham dan saksi TAY JUHARI selaku Komisaris Utama memiliki
saham sejumlah 2.100 (dua ribu seratus) lembar saham, serta saham
cadangan milik perusahaan yaitu sejumlah 1.400 (seribu empat ratus)
lembar saham yang dipercayakan dipegang oleh terdakwa selaku Direktur
Utama Perusahaan P.T. Asri Nusa Mandiri Prima. Selanjutnya pada sekitar
bulan Februari tahun 2007, disepakati saksi ERWAN akam:menjual seluruh
saham yang dimilikinya yaitu sebanyak 840 (delapan,ratus empat puluh)
lembar saham kepada Terdakwa sebagaimana surat perjanjian jual beli
yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2007 ;

- Pada hari Jum’at, tanggal 09 Maret 2007; dengan maksud mengesahkan
Surat Perjanjian Jual Beli Saham ‘tersebut, saksi ERWAN bersama-sama
dengan saksi lainnya yaitu saksi FAHRUDDIN MANSYUR dan saksi Shinta
Perbatasari datang ke! Kantor Notaris R. ANI RAMDIANI, S.H., Sp.N.,
untuk menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Saham tersebut ;

- Tanpa sepengetahtan. dari saksi ERWAN ataupun saksi TAY JUHARI
(tanpa diadakan:Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB),
yaitu sehari. sebelumnya tepatnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2007,
Terdakwa. datang ke Kantor Notaris R. ANI RAMDIANI, S.H., Sp.N., dan
menemui:salah satu Staff Notaris yaitu saksi RHIZALDI dan menyerahkan
draff surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaP.T. Asri
Nusa Mandiri Prima yang dibuat oleh Terdakwa dan meminta saksi
RHIZALDI untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemeégang Saham Luar
Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima dengan mencantumkan hal-hal yang
tertuang didalam draff surat Notulen Rapat Umum.Pemegang Saham Luar
Biasa yang terdakwa serahkan. Dimana Notulen Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri'Prima tersebut setelah selesai
dibuat oleh saksi RHIZALDI, pada.'hari itu juga diserahkan kepada
Terdakwa ;

- Pada hari Jum’'at, tanggal 09 Maret 2007 sekitar pukul 13.00 WIB,
Terdakwa menyerahkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri kepada saksi RHIZALDI, dan saksi RHIZALDI
selanjutnya menyerahkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Hal.5 dari 5 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk i Agung untuk publik, dan i fungsi
Dalam hal Anda inakurasi i b termiiat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri” yang belum ditandatangani tersebut kepada
saksi ANl RAMDIANI selaku Notaris dan selanjutnya Notulen Rapat P.T.
Asri Nusa Mandiri tersebut ditandatangai oleh terdakwa, saksi ERWAN,
saksi Fahruddin Mahsur dan saksi SHINTA PERBATASARI di hadapan
Notaris tersebut ; :

- Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa
P.T. Asri Nusa Mandiri tersebut, saksi ANI RAMDIANI selaku. Notaris
selanjutnya membuat Surat No.40 dengan judul “Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa
Mandiri” tanggal 09 Maret 2007, yang ditandatangi “oleh saksi ANI
RAMDIANI sebagai pembuat akta otentik (Notaris) di:hadapan para saksi
yaitu saksi HELDEFITA dan saksi TAUFIK (Staff Notaris), sedangkan
minuta aktanya/akta aslinya ditandatangani® oleh Terdakwa selaku
penghadap di hadapan saksi HELDEFITA dan saksi TAUFIK ;

- Selanjutnya Surat No0.40 judul “Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri” yang
dibuat tanggal 09 Maret 2007;, pada tanggal 12 Maret 2007, didaftarkan ke
Departemen Hukum dan HAM oleh saksi ANI RAMDIANI atas permohonan
Terdakwa, sedangkan, salinan aktanya telah diserahkan oleh saksi
RHIZALDI kepada Terdakwa ;

- Bahwa sejak dikeluarkannya Surat No. 40 judul “Pernyataan Keputusan
Rapat. Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa
Mandiri” tanggal 09 Maret 2007, yang pada pokoknya berisi :

- Menyetujui pengeluaran saham cadangan perseroan sebanyak 1.400
(seribu empat ratus) saham atau sebesar Rp.140.000.000,- (seratus
empat puluh juta rupiah) dan dijual kepada Terdakwa dan telah disetor
kepada perusahaan ;

- Menyetujui jual beli saham antara seluruh_saham milik saksi ERWAN
kepada Terdakwa, sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) lembar
saham atau sekitar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;

- Menyetujui pengunduran diri saksi ERWAN selaku Komisaris dan
mengangkat saksi Ir. FAHRUDIN'MANSYUR sebagai Direktur ;

- Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris ;

- Dengan demikian sejak tanggal dikeluarkannya yaitu tanggal 09 Maret
2007, maka Surat No40 dengan judul “Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri”

Hal.6 dari 6 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer 4

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik i untuk selalu paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk i dan it fungsi
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pada tanggal 09 Maret 2007, dinyatakan sudah berlaku dan memiliki
kekuatan hukum yang sah ;

- Dimana sejak dilkeluarkannya Akta Notaris yaitu Surat No.40 dengan judul
“Pernyataah Keputiisan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPS-LB) P.T. Asri Nusa Mandiri" pada tanggal 09 Maret 2007, seluruh
saham 'eadangan milik P.T. Asri Nusa Mandiri yang berjumiah+1.400
(seribu 'empat ratus) atau senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh
juta rupiah) menjadi milik Terdakwa sepenuhnya tanpa diadakannya Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri ataupun
persetujuan dari para pemegang saham/pengurus) perusahaan yang
lainnya yaitu saksi ERWAN dan saksi TAY JUHARI ;

Perbuatan - Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana;;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Pekanbaru tanggal 26 Maret. 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir..Resvandri terbukti bersalah melakukan tindak
pidana menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik
sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Pidana ;

2. Menjatuhkan pidéna kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2
(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Akta No0.40 Judul Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa P.T. ANMP ;

b. Akta No.40 Judul Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham’Luar
Biasa P.T. ANMP ;

c. Akta No.93 Judul Pembatalan pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa P.T. ANMP ;

d. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa
Mandiri Prima ;

e. Surat Perjanjian Jual Beli Saham ;

Agar dikembalikan kepada saksi Ani:Ramdiani, S.H., Sp.zn. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ; ‘

Membaca putusan,Pengadilan Negeri Pekanbaru No.900/Pid.B/2007

/PN.Pbr. tanggal 17 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
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1. Menyatakan Terdakwa Ir. RESVANDRI tersebut di atas, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENEMPATKAN
KETERANGAN PALSU KEDALAM SUATU AKTA OTENTIK”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun’;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

4. ‘Menetapkan barang bukti berupa :

o Akta Nomor 40 Judul Pernyataan Keputusan RUPS-LB P.T. Asri Nusa
Mandiri Prima ;

o Akta Nomor 40 Judul Berita Acara RUPS-LB#P.T. Asri-Nusa Mandiri
Prima ;

e Akta Nomor‘93 Judul Pembatalan Akta Nemor 40

o Akta Notulen RUPS-LB P.T. Asri Nusa Mandiri Prima ;

e Surat Perjanjian Jual Beli Saham4

Dikembalikan kepada Notaris. R. ANI RAMDIYANI, S.H., Sp.N. ;
5. Membebankan Terdakwa: untuk’ membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan »Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Riau
No.195/Pid/2006/PT/R. tanggal 23 Oktober 2008 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :
- Menerima ‘permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Juni 2008
Nomor : 900/Pid.B/2007/PN.Pbr. yang dimintakan banding tersebut ;

~ Meémbebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu
rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan ‘kasasi No.34/Akta Pid/
2008/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera/Sekretarisspada Pengadilan Negeri
Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November- 2008
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri’Pekanbaru mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.34/Akta
Pid/2008/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan
Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November
2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi tersebut;;
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Memperhatikan memori kasasi bertanggal Pekanbaru, 27 November
2008 dari kuasa Terdakwé yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi Il tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus
bertanggal 31 Oktober 2007, memori kasasi mana telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November
2008

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10" November
2008, dan Jaksa penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal 20 November 2008, akan tetapi Jaksa¢Penuntut- Umum tidak
mengajukan memori/risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat
Keterangan Panitera/Sekretaris pada Pengadilan ™ Negeri Pekanbaru
No.34/Akta Pid/2008/PN.Pbr. tanggal 14 dJanuari 2009, oleh karena itu
berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab)Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan
permohonan kasasi tersebut gugur. dan dengan demikian permohonan
kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang,"bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada ‘Terdakwa pada tanggal 6 November 2008 dan
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2008,
serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pekanbaru pada tanggal 27 November 2008, dengan demikian permohonan
kasasi. besérta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan ‘olen Pemohon

Kasasi ll/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, Pekanbaru merupakan
pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (Ovoldoende
gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan /Negeri Pekanbaru tanpa memberikan
pertimbangannya sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang
sesungguhnya terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan
tanpa mempertimbangkan'seluruh keberatan-keberatan yang diajukan dalam
memori banding Pemohon Kasasi Il/Terdakwa ;

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik untuk selalu ir paling kini dan akurat sebagai bentuk it Agung untuk ‘publik, dan il fungsi
Dalam hal Anda inakurasi si yang termuiat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepatiteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : id :

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Tinjauan yuridis..., Yuanita Ika Putri, FHUI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah,Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian' pula” Kuasa Hukum menyatakan dalam Memori

Kasasi ini, merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah dituangkan

dalam Eksepsi, Pledooi.dan Memori Banding Pemohon Kasasi IlI/Terdakwa,

adapun selengkapnya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai
berikut :

1. _Bahwarjudex facti telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum
yang ‘berlaku, dan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis, Hakim
Agung sebelum membahas lebih lanjut memori kasasi, Pemohon Kasasi
Il/Terdakwa akan menguraikan sedikit tentang kejadian dan kesalahan
penerapan hukum yang telah dilakukan judex facti :

e Bahwa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri
Nusa Mandiri Prima yang didakwakan‘saudara Jaksa Penuntut Umum
sebagai cikal bakal dari keterangan palsu yang disuruh tempatkan oleh
Pemohon Kasasi lI/Terdakwa dalam a!da otentik No.40 tanggal 9
Maret 2007 berawal dari adanya persetujuan jual beli saham yang
telah disepakati antara.Pemoehon Kasasi ll/Terdakwa dengan saudara
Erwan (Pelapor) ;

o Bahwa berawal dari kesulitan keuangan yang dihadapi P.T. Asri Nusa
Mandiri Prima karena tidak dilakukan pembayaran tagihan
Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) oleh P.T.
Sambu, Sakti Sawmill milik Tay Juhari yang juga sebagai pemegang
2.100. saham P.T. Asri Nusa Mandiri Prima, maka terjadilah
pembicaraan antara Pemohon Kasasi ll/Terdakwa dengan Pelapor
untuk mengatasi kesulitan keuangan perusahaan dan kemudian
berkembang kepenjualan saham milik Pelapor (Erwan) dan. saham
cadangan perusahaan ;

e Bahwa terbukti dan didukung keterangan <saksi, Pelapor, Erwan
(Pelapor) dan keterangan Pemohon Kasasi llifTerdakwa, bahwa telah
terjadi kesepakatan antara Erwan (pelapor) menjual seluruh sahamnya
kepada Terdakwa sejumlah Rp.84.000.000;- (delapan puluh empat
juta rupiah) dan akan ditambah dengan kompensasi sejumlah
Rp.80.000.000,- (delapan puluhjuta. rupiah) sesuai dengan Surat
Perjanjian tanggal 7 Maret 2007 di Kantor P.T. Asri Nusa Mandiri
Prima, Jalan Samarinda No.6 A Pekanbaru ;

e Bahwa untuk melegalisasikan jual beli tersebut, maka pada hari itu
tanggal 7 Maret 2007 disepakati akan membuatkan aktanya di Notaris
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keesokan harinya; akan tetapi ternyata keesokan harinya tanggal 8
maret 2007 tidak jadi ke Notaris, maka Pemohon Kasasi ll/Terdakwa
bersama Efwa“n‘(Pelapor) dan Ir. Sinta Perbatasari dan Ir. Fachruddin
Mansyur baru<datang ke Notaris pada tanggal 9 Maret 2007 untuk
melaksanakan jual beli tersebut ;

e Bahwa apa yang telah disepakati pada tanggal 7 Maret 2007 baik
secara tertulis maupun secara lisan seperti tertuang di dalam:Notulen
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri:Nusa Mandiri
Prima tanggal 9 Maret 2007 yang telah ditandatangani sebagai
persetujuan dan pengesahan Notulen tersebut oleh Erwan (Pelapor),
Pemohon Kasasi Il/Terdakwa, Ir. Sinta Perbatasari dan Ir. Fachruddin
Mansyur dengan acara sebagai berikut adalah 1. Persetujuan
mengeluarkan saham cadangan perseroan, 2. Pengesahan peralihan
pemilikan saham perseroan, 3. Persetujuan Pengunduran Diri Tuan
Erwan, 4. Perubahan dan Penetapan Susunan Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan,5.Hal-hal lain yang dirasa perlu ;

e Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi |l/Terdakwa datang ke Kantor
Notaris R. Ani Ramdiani S.H., Sp.N. yang meminta mengetikan
Notulen Rapat kepada R. Ani Ramdiani S.H., Sp.N. dan pernah
bertemu saksi Rizaldi dengan memberikan 5 point item isi rapat
tersebut dan menurut keterangan Rizaldi di ketiklah oleh saksi Rizaldi
Notulen 'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas P.T. Asri Nusa Mandiri Prima yang tandatangani oleh
Pemohon Kasasi ll/Terdakwa, saksi Erwan (Pelapor); <saksinlr.
Fachrudin Mansyur, saksi Ir. Sinta Perbatasari, bukanlah keterangan
palsu, karena apa yang tertuang dalam Notulen Rapat tersebut telah
disetujui Pelapor (Erwan) dan ditandatangani. sebagai persetujuan,
kalau quod non belakangan Pelapor  menyatakan tidak pernah
menyetujui penjualan saham cadangan adalah keterangan yang
bertentangan dengan perbuatan Pelapor: yang menandatangani
Notulen tersebut yang sama, sekali terbukti di persidangan
penandatanganannya tanpa paksaan dan diakui ;

e Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas dan terang apa yang dibuat
dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroaan Terbatas P.T. Asri Nusa Mandiri Prima telah terbukti
disetujui dan ditandatangani oleh saudara Erwan akan semua isinya,
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jelas menurut apadyang telah disetujui dan ditandatangani, mengikat
bagi yang menyetujui hal ini sesuai dengan Pasal 1875 BW/KUH
Perdata ;

o Bahwa Notulen'Rapat tersebut merupakan persetujuan dan perjanjian
para pihak yang harus dipatuhi dan diakui sebagai undang-undang
bagi“yang membuatnya (Pasal 1338 BW) dan persetujuan Notulen
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa, Mandiri
Prima pada tanggal 8 Maret 2007 dan ditandatangani tanggal 9 Maret
2007 di hadapan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. dan saksi-saksi
Ir. Fahruddin Mansyur, Ir. Sinta Perbatasari serta Pemohon Kasasi II/
Terdakwa adalah persetujuan yang sah menurut hukum dan telah
sesuai dengan Pasal 1320 BW ;

e Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Notulen
Rapat Umum Pemegang Saham.LuarBiasa P.T. Asri Nusa Mandiri
Prima di Kantor Perseroan Jalan Samarinda No.6 A Pekanbaru
tanggal 8 Maret 2007.dan ditandatangani tanggal 9 Maret 2007 yang
berisi 1. Persetujuan Mengeluarkan Saham Cadangan Perseroan, 2.
Pengesahan Peralihan Pemilikan Saham Perseroan, 3. Persetujuan
Pengunduran Diri Tuan Erwan, 4. Perubahan dan Penetapan Susunan
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, 5. Hal-hal lain yang
dirasaperiu;

e Bahwa apabila dilihat dari bukti berupa Akta No.40 tanggal 9 Maret
2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar'Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima yang di buat:di<hadapan
Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. maupun Akta No.40 tanggal 9
Maret 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa P.T..Asri Nusa Mandiri Prima yang di buat di hadapan Notaris
R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. yang jelas semuanya cacat hukum dan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar Perusahaan Akta No.15 Tahun 1996 ;

e Bahwa Akta No.40 tanggal 9. Maret 2007 tentang Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (P.T. RUPS-
LB) P.T. Asri Nusa Mandiri Prima yang dibuat berdasarkan Notulen
RUPS-LB P.T. Asri Nusa. Mandiri Prima tanggal 8 Maret 2007 dan
ditandatangani tanggal 9 Maret 2007 adalah cacat hukum, karena
RUPS-LB tersebut tidak korum, sebagaimana menurut Akta Pendirian
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P.T. Asri Nusa Mandiri Prima Pasal 9 ayat (3) ;

» Bahwa faktashukumdi persidangan Notulen Rapat yang tertanggal 8
Maret 2007, yang, ditandatangani tanggal 9 Maret 2007 sama sekali
tidak ¢mewakili“2/3 dari pemegang saham P.T. Asri Nusa Mandiri
Prima, oleh sebab itu rapat itu sendiri tidaklah korum, sudah seharus-
nya'Notaris sebagai pejabat yang diminta untuk pembuatan akta 40
tanggal 9 Maret 2007 menolak pembuatan akta tersebut, karena tidak
korum, oleh sebab itu karena tidak cakap atau tidak profesional Notaris
R. Ani Ramdiani, S.H.,, Sp.N., maka Akta No.40 dengan judul
Pernyataan Keputusan RUPS-LB P.T. Asri Nusa Mandiri Prima tetap
terbit ;

e Bahwa berdasarkan Pasal 1869 BW, ketidak cakapan dan ketidak
profesionalan Notaris R. Ani Ramdiani, SH Sp.N. dapat dilihat pada
dua akta yang dikeluarkan dengan nemor dan tanggal yang sama
dengan judul yang berbeda ‘serta penghadap dari akta yang juga
berbeda yaitu :

1. Akta No.40 tanggal 9. Maret 2007 Penghadap : Ir. Resvandri
dengan judul Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar biasa PT. Asri Nusa Mandiri Prima ;

2. Akta No.40 tanggal 9 Maret 2007 Penghadap : 1. Ir Resvandri, 2.
Tay.Juhary, 3. Erwan, 4. Ir. Sinta Perbata Sari, 5. Ir. Fahruddin
Mansyur dengan judul Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa Mandiri Prima ;

¢ :Bahwa akta 40 tanggal 9 Maret tersebut di atas yang penghadapnya 5
orang terbukti di persidangan sama sekali tidak ada minuta aktanya,
sementara nomornya sama-sama 40 dan tanggal yang sama, maka
dapat disimpulkan kedua akta tersebut cacatthukum dan batal demi
hukum, karena ketidak cakapan Notaris R. Ani:Ramdiani, S.H., Sp.N.
dalam menerbitkan kedua akta tersebut, sehingga berdasarkan Pasal
1869 BW hanya dapat dipandang sebagai akta dibawah tangan, bukan
akta otentik ;

e Bahwa apabila Akta No.40 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Asri Nusa
Mandiri Prima bukanlah merupakan akta otentik karena cacat hukum
baik karena ketidak cakapan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N.,
maka berdasarkan, Pasal 1869 BW, akta tersebut bukanlah akta
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otentik, tapi hanya akta dibawah tangan, maka berdasarkan
Yurisprudensi. Mahkamah Agung R.l. No0.329 K/Kr/1980 tanggal 17
Desember ‘,..1980 “apabila suatu surat tidak dapat dipandang sebagai
akta ofentik yang dimaksud pasal 266 KUHP maka Terdakwa haruslah
dibebaskan” ;

«Bahwa disamping hal tersebut di atas, atas Akta No.40 tanggal 9
Maret 2007 yang menjadi dasar tindak pidana dalam perkara a:quo
teléh dibatalkan sebelumnya oleh Pelapor Erwan, yaitu,pada tanggal
21 April 2007 yang telah membatalkan Perjanjian, Jual Beli Saham
tersebut dengan suratnya, dan kemudian dengan ltikad baik Ir. H.
Resvandri bersedia dibatalkannya perjanjian" tersebut dan atas
permintaan' Notaris R. Ani Ramdianiy S8.H; Sp.N., dibuatiah Akta
Pembatalan No.93 Tahun 2007 tanggal:23 April 2007 yang isinya pada
pokoknya : “Terhitung tanggal akta,ini ditandatangani penghadap
(Ir.Resvandri) membatalkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB
P.T. ANMP tersebut diatas, sehingga dengan demikian terhitung sejak
tanggal akta ini ditandatangani, maka akta tertanggal 9 Maret 2007
No.40 tersebut di atas dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi sehingga
tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali” ;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Riau tidak cukup
pertimbangan(onvoldoende gemotiveerd), karena dalam bentuk tindakan
nyata telah sependapat dan menguatkan begitu saja putusan Pengadilan
tingkat pertama, padahal kasus ini begitu komplek, baik dari sisi hukum
maupun perkembangan hukum ke depan, dimana eksepsi kuasa hukum
Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tidak disinggung dan dibahas, secara
proposional yang merupakan hal yang sangat patut terlebih dahulu
didudukkan, apakah kasus ini perdata atau pidana‘? Argumentasi dari
Pengadilan menolak eksepsi merupakan ,gambaran dangkainya
pemahaman dan responsif Majelis Hakim & berkenaan dengan
perkembangan hukum, khususnya hukum pérseroan (dagang). Dalam
hal itu pendirian judex facti tidak' hanya sumir, akan tetapi salah
menerapkan dan sekaligus bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, vide Undang-Undang
No.1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah diganti dengan Undang-
Undang No.40 Tahun/2007 dan juga menyangkut pelaksanaan Undang-
Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diikuti pula
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dengan kode etiknya, diindahkan begitu saja, tidak dipertimbangkan
sama sekali yang demikian dapat membahayakan perkembangan,
kepastian hukum dan pada gilirannya mengorbankan sisi keadilan ;

3. Bahwa ¢perbenturan hukum yang terjadi dalam perkara ini berupa
penerapan materiil dan tafsir antara Undang-Undang Peseroan Terbatas
dan Undang-Undang Notaris, disatu pihak dengan Undang-Undang
Pidana Materiil ex Pasal 266 KUHP, dipihak lain telah diselesaikan:oleh
Majelis Hakim judex facti secara salah dan bertentangan dengan hukum
yang berlaku, sehingga tindakan mengensampingkan dua undang-
undang yang up to date, reformis, responsif dan merupakan jerih peluh
kerja dua Lembaga Negara (Undang-Undang Peseroan dan Notariat)
merupakan pélecehan konstitusi dan fungsi legislatif yang sah antara
Peresiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Ril., dan pengensampingan
dua produk hukum tersebut sekaligus merupakan tindakan yang
menyalahi asas-asas hukum Lex. Specialis Derogate Lex Generalis.
Dengan uraian ini Majelis. Hakim judex facti dikualifikasikan telah salah
menerapkan hukum< yang.. putusannya dapat menyesatkan pencari
keadilan ;

4. Bahwa peristiwa/pidana yang terjadi adalah rangkaian kejadian (feitelijk)
hukum antaraitiga” pihak (Erwan, Resvandri dan R. Ani Ramdiani),
distribusi¢. kesalahan (schuld) dan kelalaian (culpa) memposisikan
Pemohon Kasasi ll/Terdakwa paling ringan kesalahannya dan dibawah
standar/ranking, akan tetapi mendapat akibat paling berat jika dibanding
dengan'dua pihak lainnya (Erwan dan Notaris R. Ani Ramdiani, S;H.,
Sp.N.) dia mengalami kerugian materiil (dalam kasus penggelapan
Erwan terhadap pembelian saham) kemudian dijadikan Terdakwa dalam
kasus ini, dan mengalami kegoncangan lahir bathin‘yang, sangat hebat
akibat dua putusan pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi) yang tidak adil. Sedangkan Notaris. R. /Ani Ramdiani yang nota
bene adalah seorang pejabat publik, terikat Undang-Undang Notaris dan
kode etik Notaris yang dalam peristiwa iniimenjadi filter utama agar tidak
terjadi peristiwa pidana, dapat melenggang bebas dan berlepas tangan.
R. Ani Ramdiani seharusnya melakukan perintah undang-undang
(wetelijk voorscrift) secara benar atau setidak-tidaknya melakukan
perintah jabatan (ambtelijk bevel) dengan cerdas dan penuh moral, agar
tidak merugikan_konsumen. Untuk kedua tindakan penyelewengan itu
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seyogyanya R. Ani Ramdiani tidak saja dicopot dari Notarisnya, akan
tetapi harus mempertanggungjawabkan secara pidana, tapi sekarang
yang terjadi, akibatulah perbuatannya Notaris ternyata Pemohon Kasasi
I/Terdakwa harus‘dihukum ! ;

5. Bahwa judex facti dalam menguraikan pembuktian dakwaan terhadap
tindakan ex Pasal 266 KUHP salah menerapkan hukum, karena-tidak
memperhatikan sama sekali “tentang motif’ baik dari sisi ~Terdakwa
maupun saksi pelapor. Pemohon Kasasi ll/Terdakwa sebagaimana telah
diuraikan dalam dakwaannya dan merupakan peristiwa. hukum yang telah
terbukti dalam persidangan membeli saham dari saksispelapor dengan
itikad baik, transaksi secara yuridis hukum perikatan/perjanjian telah sah
menurut hukum, selain itu Pengadilan ‘tidak  pula mempertimbangkan
kebenaran dibalik akta (objek bukti) yang seharusnya secara menyeluruh
jadi perhatian secara sungguh-sungguh_dalam memutus perkara ini.
Motif jahat dari saksi pelapor ‘telah terbukti di persidangan dengan
dihukumnya yang bersangkutan »(lampiran 3 putusan pidana
No.909/Pid.B/2007/PN.Pbr. tanggal 13 Agustus 2008) ;

6. Bahwa Objek dakwaan yang beranjak dari akta otentik dengan semesti-
nya punya kausalitas erat dan tidak dapat dipisahkan dengan masalah
ada tidaknya’Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, ditinggalkan
pembahasannya oleh Majelis Hakim judex facti, sehingga kebenaran
materiil kasus ini terselimuti, maka kebenaran semu muncul atau sengaja
dimunculkan dalam pertimbangan Hakim. Dalam hal ini Majelis Hakim
telah .menyalahi peraturan/salah menerapkan aturan hukum yang
berlaku, khususnya berkenaan dengan cara memeriksa dan memutus
perkara in casu ;

Mohon perhatian Ketua/Majelis Hakim Agung Yths

Bahwa dalam hal dakwaan Penuntut Umum.tersebut perlu kiranya
dibuktikan unsur motif dari Pemohon  Kasasi [l/Terdakwa untuk
melakukan perbuatan, dan lebih dari itu‘tidak:dapat dibuktikan adanya
unsur sengaja yang berkaitan dengan “willens dan wetens* murni dari
Pemohon Kasasi |l/Terdakwa «#dalam perbuatannya, maka dengan
demikian judex facti salah menerapkan hukum dalam pembuktian
perkara in casu ;

Beberapa prinsip pembuktian secara mendasar yang seharus dibuktikan,
akan tetapi tidak digali, diexploitasi dengan cermat oleh Majelis Hakim
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termasuk juga :

- Apakah ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ¢

- Apakah akta tersebut otentik atau tidak ?

- Apakah ada tidaknya kerugian ?

- Apakah ada tidaknya pembatalan akta itu ?

- ‘Apakah Notaris telah menjalankan jabatannya dengan memenuhi
aturan ?

Berkenaan hal tersebut di atas, Hakim cenderung ngawur dan kehilangan

kontrol diri, sehingga duduk perkara tidak dapat diindentifikasi secara

objektif, untuk hal demikian wajar dan patut kiranya keterangan saksi ahli
jadi bahan pertimbangan ditingkat kasasi ;

7. Bahwa jika diteliti dengan saksama unsur-unsur. sebagaimana dikatakan
dalam Pasal 266 KUHP dalam dakwaan Jaksa, tidak dapat dirinci
pembuktiannya baik oleh Jaksa maupun dalam persidangan, dalam hal
ini nampak sangat dangkal pengetahuan hukum materiil dari Majelis
Hakim berkenaan dengan kandungan unsur-unsur dari Pasal 266 KUHP.
Karena ternyata :

- Akta yang dimaksud bukanlah akta otenthik ;

- Posisi Notarisiyang tidak didudukkan secara proposional, seharusnya
ikut jadi Terdakwa, kalau Jaksa konsisten dengan dakwaannya ;

- Sebenarnya alur dakwaan harus berhubungan dengan ex Pasal 55
KUHP. deelneming yang merupakan rangkaian peristiwa hukum erat
satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan ;

8. 'Bahwa/ putusan judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali
pendapat hukum Prof. DR. Hj. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M:H. yang
memberikan pendapat tentang Notulen RUPS-LB tanggal 8 Maret 2007
di Jalan Samarinda No.6 A Pekanbaru dalam . kesaksiannya di
persidangan menyatakan sebagai berikut . : “Bahwa walaupun pada
tanggal 8 Maret 2007 tidak ada dilakukan RUPS-LB P.T. ANMP di Jalan
Samarinda No.6 A Pekanbaru, akan tetapi para pihak telah setuju
dengan RUPS-LB tersebut dengan _menandatangani Notulen RUPS-LB
tersebut, maka RUPS-LB tersebut:dianggap telah terjadi. Di Indonesia
dalam RUPS-LB Perseroan Terbatas masih sering terjadi hal seperti itu,
tidak ada rapat formal, tapi apa yang disepakati tertuang dalam notulen
rapat dan ditanda tangani pihak-pihak, maka sudah dianggap sah terjadi

RUPS-LB”;
Hal.17 dari 17 hal. Put. No.272 K/Pid/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik untuk selaht i paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk blik, i dan it fungsi
Dalam hal Anda inakurasi ir termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl melalui :
Email : id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Tinjauan yuridis..., Yuanita Ika Putri, FHUI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah,Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa Notulen RUPS-
LB P.T. ANMP tanggal 8 Maret 2007 tersebut yang isinya telah disetujui
oleh Pelapor (Erwan) dan Pemohon Kasasi ll/Terdakwa, serta saksi Ir.
Fachruddin ‘Mansyur sebagai General Manager dan saksi Ir. Shinta
Perbatasari'sebagai Direktur Keuangan dan Umum yang ditandatangani
oleh para pihak yang namanya tertera pada Notulen RUPS-LB sebagai
bentuk persetujuan pada tanggal 9 Maret 2007 di Kantor Notaris Ru:Ani
Ramdiani, S.H., Sp.N. di Jalan T. Zainal Abidin Blok C No.2 Pekanbaru
adalah tidak palsu dan tidak dapat dikatakan menempatkan keterangan
palsu. Jadi semua pertimbangan hukum Majelis  Hakim Pengadilan
Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru di
Riau yang formalistis dan pada pokoknya imenyatakan RUPS-LB tidak
pernah terjadi, serta Perjanjian tanggal 7‘Maret 2007 tidak sesuai dengan
isi Notulen RUPS LB, sama sekali adalah pertimbangan yang keliru yang
telah salah dalam penerapan hukum. Berapa banyak di Indonesia terjadi
kebiasaan RUPS-LB tersebut<yang tidak dibuat secara formal, tapi
dengan bertemu di Hotel-Hotel, Cafe, Lapangan Golf, Restoran serta
disepakati point-point yang akan dituangkan dalam Notulen Rapat,
seterusnya mereka menghadap di hadapan Notaris dan menandatangani
notulen tersebut ;

9. Bahwa dari keterangan ahli yang hadir di persidangan yaitu Prof. DR.
Yulia ‘Mirwati, S.H., C.N.,, M.H. juga menjelaskan serta menegaskan
apabila;ada permasalahan yang timbul dalam jual beli saham antara
pemiliks saham dengan pemilik saham lainnya ataupun_perbuatan
wanprestasi (ingkar janji) antara pemilik saham haruslah mengacu pada
Undang-Undang No.1 Tahun 1995 yang telah diubah, dengan Undang-
Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan derbatas dan Anggaran
Dasar Perseroan Akta No.15 tanggal 16 Desember 1996, maka sudah
seharusnya para pelapor dalam perkara a quo yaitu saudara Erwan
(pemilik Saham), sudah seharusnyad.mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) atau mengajukan gugatan perdata maupun
melakukan pemeriksaan sebagaimana yang di atur dalam Undang-
Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidaklah
melaporkan menyangkut masalah pidana, dimana dalam undang-undang
tersebut telah diatur ‘@pabila para pemegang saham telah melakukan
perbuatan melawan, hukum haruslah terlebih dahulu melaporkan
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permohonan tertulis eleh pemilik saham kepada Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan disertai dengan
alasan dan fidak bisa langsung melaporkan ke pihak penyidik atau
dituduh snelakukan kejahatan, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 138 dan
Pasal 139" Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas ;
Bahwa ketentuan tentang hal tersebut di atas sesuai dengan asas huktm
“Lex Specialis Derogate Lex Generalis” menurut Prof. Purnadi Purbacaraka,
S.H dan Prof. DR. Soejono Soekanto, S.H. berjudul Perundang-Undangan
dan Yurisprudensi, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti,Bandung 1933, Cetakan
ke-IV dalam halaman 8 disebutkan : “Undang-undang yang bersifat khusus
menyampingkén undang-undang yang bersifat umum jika pembuatannya
sama (Lex Specialis Derogate Lex Generalis). Maksud dari asas ini
bahwa terhadap pristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang
menyebut pristiwa ini, walaupununtuk peristiwa khusus tersebut dapat
pula diberlakukan undang-undang menyebut peristiwa yang lebih luas
atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa yang khusus
tersebut ;

10. Bahwa sangat penting ditilik secara khusus hubungan antara saksi
Pelapor dengan, Pemohon Kasasi ll/Terdakwa, ternyata adalah hubungan
keperdataan yang tidak dapat ditembus oleh hukum pidana. Jaksa
melakukan pemaksaan profesinya, menggunakan kewenangan melebihi
aturan yang diperbolehkan, akan tetapi luput dari pengamatan Hakim,
dan kondisi itu menjadi subur setelah berkolaborasi dengan sikap tidak
jujur dari saksi Pelapor, dan ternyata kebenaran muncul juga kepermuka-
an, karena saksi Pelapor sendiri adalah pelaku tindak pidana yang
sangat erat kaitannya dengan peristiwa/kasus ini ;

11. Bahwa dengan adanya putusan pidana terhadap saksi Pelapor, secara
hukum terbukti hubungan hukum antara saksi Pelapor dengan Pemohon
Kasasi Il/Terdakwa berada di ranah individual yang bersifat keperdataan
(Erwan lihat lampiran 3 memori banding, Pemohon Kasasi ll/Terdakwa
putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No0.909/Pid.B/2007/PN.Pbr.
tanggal 13 Agustus 2008). Majelis menyatakan saksi Pelapor Erwan
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
penggelapan dan dalam pertimbangan hukum yang merupakan fakta
terungkap di persidangan, bahwa benar saksi Pelapor Erwan menjual
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sahamnya kepada Pemohon Kasasi ll/Terdakwa, dan jual beli saham itu

dituangkan dalam akta perjanjian. Rangkaian peristiwa hukum tersebut

adalah fakta yang, tidak dapat dibantah, dan merupakan sekaligus
membuktikan: starfing point kasus ini adalah hubungan hukum antara
orang-perorang ;

Mohonrkiranya perhatiannya Ketua/Majelis HakimAgung Yth :

- Bahwa dari sisi teoritis dan ajaran hukum pidana secara umum
tindakan Pemohon Kasasi ll/Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh
Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana. telah »terobsesi/
menyerap kedalam keadaan peristiwa perdata, dan dengan demikian
adalah merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan penghentian
penyidikan terhadap kasus ini sejak semula, akan tetapi para penegak
hukum tidak cerdas dan masih memakai paradigma lama untuk
melanjutkan ke depan Pengadilan.;

- Pemohon Kasasi |l/Terdakwa merasakan dan juga demikian halnya
dengan Penasihat Hukum syang 'mengajukan memori kasasi ini,
adanya tangan-tangan.ghaib (invisible hands) yang bermain dalam
usaha menyingkirkan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa sebagai Anggota
Direksi/Direktur'Utama yang sah dalam P.T. Asri Nusa Mandiri Prima.
Mereka melakukan permainan praktek kotor dan curang untuk
mengintervensi para Majelis Hakim dengan segala cara, sehingga
nantinya 'seseorang diantara Anggota Direksi akan menguasai
perseroan ini secara tidak baik dan adil ;

12. Bahwa:dalam rangka itu juga, guna menguatkan point 1 dan.2, Pemehon
Kasasi Il/Terdakwa menilai judex facti masih memakai paradigma
kacamata kuda, tidak menghiraukan, menggubris sama sekali isi eksepsi,
pledoi dan memori banding Pemohon Kasasi li/Terdakwa yang sarat
dengan dalil dan bantahan hukum terhadap. putusan.Pengadilan tingkat
pertama ;

13. Bahwa sebagai peradilan puncak (tertinggi) merupakan kewajiban moral
dan sekaligus imperatif yuridis bagi Mahkamah Agung untuk mengontrol
dan mengawasi dengan tindakanm, menganulir putusan yang berbau
(unfair and injustice) seperti itu.»¥Yang pada gilirannya menegakkan
amanah Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,
khususnya dalam pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang No.5 Tahun
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2004 ;

14. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dan juga telah

melanggar hukum wyang tidak mempertimbangkan sama sekali Pasal
1869 BW yang asal mula kejadian pidana yang di alami Pemohon Kasasi
Il/Terdakwa, karena di dalam surat dakwaannya mendakwa Pemohon
Kasasiill/Terdakwa melakukan tindak pidana menempatkan keterangan
palsu dalam akta otentik atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana
diatur dalam Pasal 266 atau 372 KUHP. Dasar Jaksa Penuntut Umum
mendakwa Pemohon Kasasi ll/Terdakwa adalah pembatalan jual beli
saham antara sesama pemegang saham padasP.T. Asri-Nusa Mandiri
Prima dan adanya 2 (dua) buah akta otentik yang cacat hukum yaitu akta
No.40 tanggal 9 Maret 2007 berjudul Pernyataan Keputusan RUPS-LB
P.T. ANMP dan Akta No.40 tanggal 9 Maret 2007 yang berjudul Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Luar Biasa P.T .Asri Nusa
Mandiri Prima yang dibuat di hadapan Notaris R. Ani Ramdiani, S.H.,
Sp.N., yang mana terhadap kedua akta tersebut, nomor akta sama,
tanggal sama, Notaris dan saksi akta sama, judul berbeda, penghadap
berbeda yang sama sekali tidak pernah menjadi pertimbangan Majelis
Hakim dan yangimana dari semula kedua akta tersebut lahir dari ketidak
cakapan Notaris R:"Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. (Unprofessional Conduct)
dan yang mana apabila Majelis Hakim judex facti mempertimbangkan
kedua akta tersebut, maka berdasarkan Pasal 1869 BW kedua akta
tersebut, hanya dapat dipandang sebagai akta di bawah tangan, bukan
akta otentik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasal 266 KUHP.sama sekali
tidak terbukti karena Akta No.40 tersebut bukanlah akta otentik ;
Bahwa apabila dilihat Pasal 266 KUHP yang dikatakan. terbukti dilanggar
Terdakwa adalah menyangkut menempatkan keteranqan palsu pada
akta otentik, maka sudah seharusnya Majelis Hakim judex facti
mempertimbangkan apakah akta yang palsu tersebut adalah akta otentik
atau tidak, dan apabila akta tersebut tidak akta otentik maka sudah
seharusnya menyatakan unsur menempatkan keterangan palsu dalam
akta otentik tidak terbukti. Hal dnistelah sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung R.l. N6.329 K/Kr/1980 tanggal 17 Desember 1980
“Apabila suatu surat tidak dapat dipandang sebagai akta otentik yang
dimaksud pasal 266 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebaskan” ;
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15. Bahwa judex facti telah ‘salah menerapkan hukum dan tidak cukup
pertimbangan (envoldoende gemotiveerd), karena tidak mempertimbang-
kan apakah kesalahan dalam pembuatan akta tersebut adalah kesalahan
Pemohon Kasasi'll/Terdakwa ataukah kesalahan Notaris. Dan dapat
Pemohon Kasasi ll/Terdakwa kemukakan dalam memori kasasi ini,.cacat
hukumnpya akta tersebut dan kesalahan Notaris dalam menerbitkan
kedua akta tersebut adalah sebagai berikut :

a. Notarisnya sama, yaitu R. Ani Ramdiani S.H., Sp.N:"dan saksi akta
juga sama, yaitu Heldefita (Staf Notaris) dan Taufik (Staf Notaris) ;
Nomor aktanya sama-sama No.40 ;

Tanggalnya, bulannya, tahunnya sama-samatanggal 9 Maret 2007 ;

Penghadap berbeda ;

Minuta Akta (Akta Asli) No.40 tanggal. 09 Maret 2007 dengan Judul

Berita Acara RUPS-LB P.T. Asri Nusé Mandiri Prima sama sekali

tidak ada ;

f. Salinan resmi Akta No.40 tanggal 09 Maret 2007 dengan Judul Berita
Acara RUPS-LB P:T. Asri.Nusa Mandiri Prima ada diterbitkan ;

g. Penghadap yang ditulis pada Cover Akta No.40 tanggal 09 Maret
2007 dengam Judul Pernyataan Keputusan RUPS-LB P.T. ANMP
hanya Ir. Resvandri sendiri (1 orang penghadapnya), sedangkan pada

® a o o

isi akta penghadapnya adalah Erwan dan Ir. Resvandri (2 orang
penghadapnya) ;
Bahwa 'berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas terbukti akta
tersebut adalah akta yang cacat hukum, maka konsekuensi hukumnya
akta tersebut bukan akta otentik. Jadi tidak terpenuhi unsur Pasal 266
KUHP, sehingga Pemohon Kasasi |l/Terdakwa haruslah dibebaskan dari
dakwaan tersebut ;

16. Bahwa disamping hal tersebut di atas, judex.facti:telah salah dalam
menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, karena
tidak menerapkan Undang-Undang MNo.40, Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, sebab terhadap permasalahan antara pemegang
saham dengan pemegang sahamlainnya, ataupun wanprestasi tentang
saham dalam suatu perseroan, sudah seharusnya menempuh prosedur
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau mengajukan
gugatan perdata maupun melakukan pemeriksaan, sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
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Terbatas, tidaklah.' melaporkan menyangkut masalah pidana
sebagaimana perkara ‘a quo, dimana dalam undang-undang tersebut
telah diatur apabila.para pemegang saham telah melakukan perbuatan
melawan’ hukum®haruslah terlebih dahulu melaporkan permohonan
tertulis ‘oleh pemegang saham kepada Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan disertai dengan alasan
dan tidak bisa langsung melaporkan ke pihak penyidik ataw, dituduh
melakukan kejahatan, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 138 dan Pasal
139 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas perbuatan Pemohon
Kasasi Il/Terdakwa masuk kategori perbuatan yang diatur dalam Pasal
138 ayat (1) huruf (b) dan ayat (4), yang mana pada intinya mensyarat-
kan sebelum diajukan permohonan ke‘Pengadilan haruslah dilakukan
RUPS terlebih dahulu, artinya penyelesaiannya masalah ini haruslah
melalui RUPS, bukan Pidana ;

17. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum atau diterapkan
tidak sebagaimana mestinya, yang dalam pertimbangan hukum Majelis
Hakim Pengadilan Negeri,Pekanbaru halaman 33 yang dikuatkan oleh
putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Riau menyatakan “Tentang
perbuatan tersebut dilakukan sebelum undang-undang tersebut ada”,
telah salah' dalam penerapan hukum, karena walaupun perbuatan
tersebut. sebelum undang-undang tersebut (Undang-Undang No.40
Tahun 2007) belum berlaku, namun yang berlaku pada saat itu adalah
Wndang-Undang No.1 Tahun 1995, maka dapat diterapkan_asas hukum
dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Bilamana’ ada
perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan,
maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling
menguntungkannya”. Dan yang mana peradilan.perkara a quo adalah
dilakukan setelah Undang-Undang No.40 Tahun 2007 berlaku (22 Juli
2007), maka ketentuan tentang Pasal<138 dan Pasal 139 Undang-
Undang No.40 Tahun 2007 dapat diterapkan, karena perkara ini baru
diputus Majelis Hakim Pengadilan:Negeri Pekanbaru pada tanggal 17
Juni 2008. Berdasarkanhal tersebut, jelas perkara ini tunduk pada
Umdang-Undang No.1 Tahun 1995 jo Undang-Undang No.40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian penyelesaian
masalah ini adalah tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas

Hal.23 dari 23 hal. Put. No.272 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik € b untuk selalu ir paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk publik, i dan fungsi
Dalam hal Anda inakurasi yang termusat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mafikamah Agung RI melalui :

Email : id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Tinjauan yuridis..., Yuanita Ika Putri, FHUI, 2012



Direktori Putusan Mahkamah;Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang berarti perbuatan Pemohon Kasasi ll/Terdakwa adalah

perbuatan perdata, bukan pidana ;

18. Bahwa putusan judex facti telah salah menerapkan hukum dengan telah
salah mehafsirkan tentang menempatkan keterangan palsu dalam akta
otentik yang jelas tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/
Terdakwa karena :

a. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2004, tentang
Jabatan Notaris Pasal 47 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan
bahwasanya surat kuasa waijib dilekatkan pada Minuta Akta. Sedang
pada Minuta Akta (akta asli) Pernyataan Keputusan'RUPS-LB No.40
tanggal 09 Maret 2007 P.T. ANMP yang menjadi dasar dakwaan
Jaksa Penuntut Umum tersebut, surat kuasa tidak ada melekat pada
Minuta Akta tersebut yang diketahui saat kesaksian Notaris di
persidangan yang memperlihatkan berkas Minuta Akta tersebut ;

b. Selain membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB No.40 tanggal
09 Maret 2007, Notaris R. Ani Ramdiani S.H., Sp.N. juga membuat
Akta Berita Acara{RUPS-LB No.40 tanggal 09 Maret 2007 P.T. ANMP
yang tidak ada Minuta Aktanya sama sekali ;

c. Kedua akta tersebut di atas dibuat oleh Notaris R. Ani Ramdiani S.H.,
Sp.N., dengan ‘memiliki nomor yang sama, tanggal sama, bulan
samagtahunnya sama, saksi aktanya sama, jadi bukanlah akta otentik
dan hanya merupakan akta di bawah tangan (1869 BW). Dan yang
mana terhadap kesalahan karena kelalaian dan ketidak cakapan
Notaris R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N. dalam pembuatan aktatersebut,
telah mengakibatkan Ir. H. Resvandri menjadi Terdakwa. Sementara
Jaksa Penuntut Umum tidak ada membuat dalam dakwaannya
terhadap Notaris tersebut. Seharusnya Notaris:R.“Ani Ramdiani, S.H.,
Sp.N. dijadikan Tersangka (Deel Neming) dalam perkara a quo ;

Sebagai bahan pertimbangan juga bagi Majelis Hakim Agung yang

terhormat, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris Pasal 48 ayat (1) berbunyi “Isi akta tidak boleh

diubah atau ditambah, baik .berupa . penulisan tindih, penyisipan,
pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain”.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris

tersebut berbunyi “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
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huruf (i, k), Pasal 41,744, 48, 49, 50, 51, 52, yang mengakibatkan suatu
akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah
tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan
bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya,
ganti rugi dan bunga pada Notaris” ;

19. Bahwarputusan judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali tentang
Akta No.40 tanggal 09 Maret 2007 yang menjadi dasar tindak, pidana
dalam perkara a quo, karena Akta No.40 tanggal 09 Maret.2007 tersebut
telah dibatalkan sebelumnya oleh Pelapor Erwan yaitu pada tanggal 21
April 2007 yang telah membatalkan Perjanjian Jual Beli"Saham tersebut
dengan suratnya, dan kemudian dengan ltikad baik Ir. Resvandri
bersedia dibatélkannya perjanjian tersebut dan atas permintaan Notaris
R. Ani Ramdiani, S.H., Sp.N., dibuatlah' Akta Pembatalan No.93 Tahun
2007 tanggal 23 April 2007 yang. isinya pada pokoknya “Terhitung
tanggal akta ini ditandatangani penghadap (Ir.Resvandri) membatalkan
Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB P.T. ANMP tersebut di atas,
sehingga dengan demikian. terhitung sejak tanggal akta ini ditanda-
tangani, maka akta tertanggal 9 Maret 2007 No.40 tersebut di atas
dinyatakan batal ‘'dan tidak berlaku lagi, sehingga tidak mempunyai
kekuatan huktim sama sekali”. Bahwa mengenai hal tersebut telah luput
dari pertimbangan Majelis Hakim judex facti ;

Mohon perhatiannya kehadap Ketua/Majelis Hakim Agung Yth :
Bahwa dewasa ini pengawasan terhadap jalannya peradilan judex facti
telah .merupakan kondisi yang mendapat sorotan sangat. serius dari
berbagai kalangan, apalagi Mahkamah Agung beserta jajarannya telah
bertekad untuk melakukan peradilan yang bersih, berwibawa dan
bermartabat. Dan peradilan yang bersih tidak akan dapat dicapai jika
dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman _terdapat penyimpangan
prosedur dan apalagi dalam pelaksanaan kekuasaan itu terdapat
kesalahan dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;
Menimbang, bahwa terhadap _alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke 1's/d 19
bahwa alasan-alasah tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan-
alasan tersebut mengenai ‘penilaian hasil pembuktian yang bersifat
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penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan
suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana
mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-
nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang
_Huku Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di
atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex,facti dalam perkara ini
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan
kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut
Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap
dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan
kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang
No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
perundangan ain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi | :
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU
tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon . Kasasi Il : Ir.
RESVANDRI tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tersebut membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat, permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : Selasa, tanggal 9"Juni 2009, oleh Dr. Harifin A. Tumpa,
S.H., M.H,, Ketua Mahkamah/Agung sebagai Ketua Majelis, | Made Tara,
S.H. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU,
TANGGAL 10 JUNI 2009, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh
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